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BUPATI SOLOK
PROVINS] SUMATERA HARAT

PERATURAN BUPAT! SOLOK
NOMOR W TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEQGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 20235-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

L.

o

BUPATI SOLOK,

bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta ssEsaran
pembangunan dacrah yvang sejalan dengan visi dan
mist pemerintah dacrsh guna  mewwjudkan
kesejahteraan dalam rangka  peningkatan  dan
pemeratsian  pendepatan  masyarakal, kesempatsn
kerja, lapangan berusahas, meningkatksn akses dan
kualitas peluvenan publik dan dayu saing Daerab;

. bahwa isu krusial yvang menjedi priornias penanganan

untuk mencapal pembangunan daerah yang lebih bailk
periu mempertdmbangan  pemahaman  terhadap
kebutuhan dan espiresi masyarekat, serm
karakieristik somial dan demografis suatu wilayvah
sebapni dasar perencanean program dan kegiatan yang
relevan;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
mencapat tujuan, sasaran, strategl. dan  kebijakan
yang ftertuang dalam rencana stralegis perangkat
daerah perha distur dalam bentuk Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan  schagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruaf b, dan huruf ¢, periu
menempkan  Peratursn  Bupatl tentang Rencana
Stmatepis Perangkat Dacrah Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permoriminhon Badeah I:Lﬂllilhﬂ-l'ﬂ-ﬂ Hllﬂﬁﬂ:l “-".-F"-—ib\]ill-
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah  diubah  beberapa kali  tesakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tontang
Penetnpan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undeng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjudl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik




Menctapkan

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik indenesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 351 Tahun 2024 tentang
kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157,
ES%MN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
i
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200K tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunen, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negarse Republik Indonesin Tahun 2008
Nomor 21, Tambehsn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
Peraturnn Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencann Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomer 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cars Perencanaan, Pengendalan dan
Evaluasi Pembangunan Daersh, Tatn Cars Evalussl
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrsh dan Rencana
Pembangunan Jengka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubshan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencans Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemeriniah Daerah;
Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dserah
Kabupaten Salok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Selok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomaor 118);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2035 teniang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 [Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomaor 7, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomar 124):

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGRAT DAERAH TAHUN 2025-20209.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat! ini yvang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Solok.

Pemerintah Daerah adalah Bupatd -sechagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan  vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Solok,

Rencana Pembangunen Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Saolok Tahun 2025-2029 wvang selanjutnva
disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen
Perencanaun Daecrah untuk periode 5 (lima) tahun
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(1
(2

(1]

(21

H

(1}

terhitung scjak dilantik sampat dengan berakhirnva masa
jabatan Kepala Daerah.

Perangkat Dacrah adalsh unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggarsan urusan pemerintshan vang menjadi
xewenangan Daerah,

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
vang selanjutnys  disebut Renstra Perangkal Daerah
adalah dokumen Perencanean Perangkat Deerah untuk
periode 5 (lima) tahun,

Rencana Kerja Perangkat Duersh vang selanjuinya disebur
Remya Perangkat Daerah adalah dokumen percncanssn
Peranghkat Daerah untuk periode 1 {satu) ahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran
RPJMD Tahun 2025-2024.

Rensira Perangkat Dacrah sebagnimana dimalsudd paicla
ayat (1] menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan
Etm}‘h-ﬂ.gai bahan penyvusunen rencana keria Pemerintah

Pagal 3
Perangikat Daerah menyusun Renstre Perangkat Dacrah
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
setelah RPIMD ditetaphkan.
Rensira Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mermueat tujuan, Saseran program, den kegiatan
Pembangunen  dalem  rengka pelaksanaan  urusan
pemerintihan  wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas don fungsi setiap peranghkat
Daerah.
Renstra Perungkal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dengan sistematika:
a. bab I memust pendahuluan;
b. bab T memuat gambaran pelayanan permasalahan dan
15U strategis Perangkat Daerah;
c. bab Il mermuat tujuan, sasaran, stmtegi dan arah
kebijalan;
d. bab IV memuat program, kegistan, sub keglaan dan
Kinerja penyvelenggarnan bidang urusan; dan
€. bab V memuar penutup.

Pasal 4

Rensira Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dolam

Pasal 3 terdiri atas;

f. rencana strategis sekretanat Dacrah:

b. rencana strategis schkretariat dewan perwakilan
rakvat Dacrah;

c. rencana strategis inspektorat Daeraly;

d. rencana stralegis badan perencanaan, penelitian dan
pengembangan;

€. rencana strategis badan keuangan Daernh;

f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;




i)

(3

B rencana  strategis  badan  kepegawaian, dan
pengembangan sumber daya manusia;

h. rencana strategis badan pensnggulangan bencana
Dgerah;

l.  rencana strategis badan kesatuan bungsa dan
politik.

Jo  rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan

olahrags;

rencana strategis dinas keschatan;

rEncana strategis dinas pertanisn;

rencansa  strategls dinas pekerjean umum  dan

pPenataan TSN,

rencana sirategis dinas perumahan rakvat, kawasan

permukiman dan pertannhan;

rencana strategis dinas sosial;

rencdna  strategis  dines penanaman  modal,

pelayanan mpa;iu salu pintu dan tenaga keria;

§. mencana sirategis dinas pengendalian  pendudulk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempusn dan
periindungan anak;

r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;

8, rencand stralegis satoan polisi pamong praja dan
pemadam kehakaran;

L. rencena strategis dines lingkungan hidup;

u. rencand strategis  dinas  kependudukan dan
poncatntan sipil;

V. rencana s!.ruu:gm dinas pemberdavasn masyarakat

dan nigari;

rencina strategis dinas perhubungan;

rencana strategis dinas komunikasi den informatika:

rencana strategis dinas  koperasi, usahn  lecil

menengah, perindustrian dan perdagangan;

rencana sirategis dinas pariwisata dan kebudavaan;

rencana  strategls dings  perpustakaan dan

kearsipan;

rencana strategis kecamatan paniai cermin;

rencana strategis kecamatan lembah gumanti;

rencann strategis kecamatan payung selkald;

rencana strategis kecamatan lembang java;

Rencana strategis kecamatan gunung talang;

rencana strategls kecamatan bukit sundi;

. rencana strategis kecamatan [X koto sungai lasi;

rencana strategis kecamatan kubung;

rencana strategis kecimatan X koto singkarak:

rencana strategis kecamatan X koto diatas;

rencana strategis kecamatan junjung sirih;

M. TeNCAna strategis kecamatan hiliran gumanti;

nn. reneana strafegis kecamatun tigo lurah; dan

00, rencana siraltegis kecamatan danau kembar,

Rencana strategis sekretariat Daersh  sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf & tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dani Peraturan Bupati ini.

Rencana strutegis sekretariat dewan perwakilan rakyat

Dacmh schagaimana dimeksud pads ayar (1) huruf b

BoprFE
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tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidal terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4} Rencana strategis inspektorar Dacrah  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ tercantom dalam
Lampiran 1l vang merupakan bagian tidak terpisahken
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Rencana stratcgis badsn perencanaan, penelitinn dan
pengembangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d tercantum dalam Lampiran [V yvang merupakan
bagian tdak terpisahkan darl Peraturan Bupati ini.

(6} Rencana strategis badun keusngan Deerah sebagaimana
dimaksud peda avat (1) huruf e tercantum dalam
Lampiran V yvang merupakan bagion tidak terpisahlan
dan Peraturan Bupati ini.

(7} PRencana  strategiss badan  pendapatan  Daerah
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf § ercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian rtidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8] Rencana siTAlegis badan kepegawaian, dan
pengembangan  sumber daya manusia  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf g tercantum dalam
Lampiran VII yang merupskan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(9) Rencana strategis badan penanggulangan bencena
Daerah sebagaimana dimsksud pada avat (1) huraf h
tercantum dalam Lampiren VIl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

(10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politk
sebaguimana dimaksud pade ayat (1) hurof | tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tdak
terpisabkan dari Peraturan Bupati ini.

{11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan
olahraga sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf |
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan baglan
tiduk terpisahkan dari Peraturan Bupari ini.

(12) Rencana strategis dinas: keschatan sebagaimans
dimaksud pada avat (1) huraf k tercantum dalam
Lampiran XI vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana strategis dines pertanion  sehapaimana
dimaksud padas avat (1] huraf 1 tercantum dalam
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati (ni.

(14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan
runng sebagaimana dimaksud pada avet (1) huraf m
tercantum dalam Lampiran Xl vang meripakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

[15) Rencana strategis dinus perumahan rakvat, kawasan
permukiman dan pertanshan sebagaimena dimaksud
pada aval (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV
yang merupaken bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupat ini.

(16| Rencana strategis dinas sosial schagaimana dimaksud
pada avat (1) hurufo tercantum dalam Lampiran XV yang



(17)

(18

{19

(20|

(21)

(22)

(23]

(24)

[235]

|25)

(27}

|28)

merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan
Bupati ini,

Rencana strategis dinas penanaman modal, pelavanan
terpadu  satu pintu dan tenaga kerja sebageimana
dimaksud pada avat (1) huruf p tercantum dalam
Lampiran XV] yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis  dinas  pengendalian pendudulc,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan  dan
perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada mvat (1)
huruf g tercantum dalam Lampiran XV yang meru pakan
bagian tidek terpisuhkan dari Peraturan Bupati ini.
Rencana  strategis  dinas  perikanan  dan  pangan
scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf r tercantum
dalam Lampiran XVIII vang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupsti ini,

Rencana strategis satuen polisi pamong prajn dan
pemadam kebakaran sebagaimany dimalsued pads avar
{1} huruf s tercantum dalam Lampiran XX vang
merupakan begian tidak terpisahkan dar Peraturan
Bupati ini.

Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagsimana
dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam
Lampiran XX vang merupekan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas kependudukan dan pERcAtEtAn
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u
tercantum dalam Lampiran XXI vang merupakan baglan
tidek terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencans stwategis dinas pemberdayaan masyarakat dan
nagari scbagaimana dimaksud pads avat (1) huruf v
tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas perhubungan scbagaimana
dimaksud pada syat (1) huruf w tercantum dalam
Lampirun XXIIl yang merupakan hagian tidak
terpisabkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika
scbagrimana dimaksud pada ayat (1) huruf % tercantum
delam Lampiran XXIV vang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inl,

Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah,
perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¥ tercantum dalam Lampiran XXV
vang merupakan baginn tidak terpisahkan der Peraturan
Bupati ini.

Rencana  strategis strutegis  dinas  pariwisata dan
kebudayann sebagsimana dimaksud pada avat (1) huruf =
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ind,

Rencana strategis dinas perpustakasn dan kearsipan
sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huruf as tercontum
dalam Lasmpiran XXVIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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[29) Rencana strategis kecamatun pantai cermin sebagaimann
dimaksud pada avat (1} huruf bb tercantum dalam
Lampiran XXVIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana  strategis  kecamatan  lembah  gumant
sebagaimana dimaksud pada avat {1) huruf ec tercantom
dalam Lampiran XXIX vang merupakan bagian tidak
terpisshkan dari Peraturan Bupati ind,

31] Rencana strategis  kecamatan pavung  seksaid
sebagaimana dimaksud pada ayst (1) huruf 44 tercantum
dalam Lampiran XXX vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Persturan Bupat ini.

(32) Rencana strategis kecamatan lembang jayn sebagaimana
dimeksud pads ayat (1) huruf ee tercantum dalam
Lumpiren  XXX1  yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ind.

(33] Rencana  strategis  kecamatan gunung  talang
scbapaimana dimaksud pade ayat (1) huraf f tercantum
dalam Lampiran XXXII vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini,

(34) Rencans strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural gg tercantum dalem
Lampiran MNMNII  yang merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

I35) Rencana strategis kecematan IX koto sungai lasi
sebagaimeng dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum
dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

(36) Rencana strategis kecamatsn kubung  sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huraf § tercantum dalam
Lampiran XXXV vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Prraturan Bupati ini.

[37) Rencana  strutegis kecamatan X koto singkarak
sebagaimena dimaksud pads avat (1) huruf §j tereantum
dalam Lampiran XXXVI vang merupekan begian tidak
terpisahlan dari Peraturan Bupati ind,

{(38) Rencana strutegis kecamatan X koto diatas sebagaimans
dimaksud pada avat (1) huruf kk tercentum dalam
Lampiran XXXVIl vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

(39) Rencanag strategls kecamatan junjung sirih sebagaimana
dimakeud pada avat (1) huruf [ tercantum dalam
Lampiran XXXVIIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(#0) Rencans  strategis  keccamatan  hiliran  gumand
sebagaimona dimeaksud pada ayat (1) huruf mm
tercantum dalam Lampiran XXXIX yvang merupakan
bagizan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(41) Rencana strmtegis kecamatan tige lurah sebegaimana
dimaksud pada avat (1) huruf nn tercantum dalam
Lampiran XL vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar] Peraturan Bupati ini,

=d
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42} Rencana strategis  kecamatan  danau  kembar

(1)
)

[3)

(1)

[2)

(3]

(4)

15)

schagaimana dimaksud pada avat (1) huruf oo tercantum
dalam Lampiran XL! yang merupakan bagion tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pesal 4

Kepala Perangkat Dacrah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renstra Peranglat Daerah,
Pengendaliun  dan  evaluasi  pelaksanusn  Renstra
Perangkat Daersh sebogaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan kepads kepals Perangkat Dasersh yang
menyvelengrarakan Urusan pemerintal dibidang
perencanaan, pencliian dan  pengembangnn  untuk
diverifikasi,

Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
pelaksanasn Renstra Perangkat Dacrah schagaimana
dimeksud pada ayat (2) dilaksanskan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 5

Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap

Renstra Perangkat Daerah.

Perubahen Renstrsa Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud peda ayat (1) dilakukan dalam hal:

. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
lala cara penyusunan rencans pembeangunan Duerah
yang diatur dalam peraturan perundang-undangsan:

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjuitkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan vang mendasar.

Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Peranghkat

Daerah sebhagaimana dimaksud pada ayst (2) huruf o den

huruf b tidak dapat dilakukan apabile sisa masa berlakyu

Rensira Perangkat Daerah kurang darl 3 (Hga} tahun,

Perubahan yang mendesar schagaimans dimaksud pada

ayat (2] huruf ¢, meliputi terjadinya bencans slam,

goncangan politk, krisis ekonomi, konflik sosial budays,
gangguen keamanan, pemckaran  dacrah,  &meu
perubahan kebijakan nasional,

Perubunhan Renstra  Perangkat Daerah schagaimana

dimaksud pada avat (1) menjadi pedoman  dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal &

Pada saat Persturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupar
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Peranghkat
Dacrah Tahun 2021-2026 [Berith Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.




Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai  berlaku  pada tanggal
ditmdangknar.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuks
pads tanggal 19 Desomber 2005
BUPATI S80LOK,

dio

JON FIRMAN PANTIL

Diundanglkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 25
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 2l

Salinan sesusi dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

™~

"RBRIZALDI




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra} Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan
baik. Dokumen ini merupakan pedoman kerja strategis bagi kami
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun
ke depan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Renstra ini disusun sebagai jawaban atas tantangan dan
isu strategis di sektor perumahan, kawasan permukiman, dan
pertanahan. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan hunian
yang layak, penataan kawasan yang teratur, dan kepastian
hukum atas asct tanah merupakan fondasi penting untuk
meningkatkan kescjahteraan masyarakat. Oleh karena itu,
dolumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program
dan kegiatan prioritas yang terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi panduan bagi
seluruh jajaran DPRKPP Kabupaten Solok dalam bekerja, scrta
menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari dan masyarakat.
Kolaborasi dan sinergi dari semua pihak sangat dibutuhkan
untuk mewujudkan Kabupaten BSolok yang maju, adil, dan
makmur.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, Kami
menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan
karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan
kerendahan hati demi lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya
dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan
kemudahan dalam setiap langkah pengabdian Kita. Dengan
mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas
limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan.

Arosuka, 19 Desember 2023
KEP DINAS PREKFP

RETNY RA, ST
NIP. 197703062000032002
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI SCLOK
NOMOR: ¥ TAHUN 202%
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGHAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS FERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

1.1,

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomeor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
[REIJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi
dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk
periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya
konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan
prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin
komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di
bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua
stakehnlders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok,
memperkuat landasan penenfuan program dan kegiatan
tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan
berkelanjutan,

Rencana Strategis [Renstra) Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPF) Kabupaten
Solok adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 5 [ima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan
teknis operasional yang memuat fujuan, sasaran, strateg,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029,

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua
altivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang,
serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan
mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat
Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh
tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu
dengan vang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan
visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin
dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.
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‘ Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan
persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra
Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Peranglkat
Daerah, pelaksansan forum  Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
tersaji dalam gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA-PD
r .ﬁ | 5 |-"I = %ﬂ
" Bgl-  PERSIAPAN PENYUSUNAN .
*. g

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

PENYUSUNAMN RANCANGAN

PELAKSAMAAN FORLUM PERANCKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

PEMETAPAN RENSTRA PD

g€ e«
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Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Keterkaitan antara Rencana Sirategis (Renstra) Dinas
Perumahan Ralcyat, Kawasan Permukiman dan
PertanahanKabupaten Solok dengan RPJMD Kabupaten Solok
tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sololk vang
dituangkan melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan
Rakvat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Solok dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan [2025-
2029). Program dan kegiatan ini kemudian dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan
Rakvat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten
Solok setinp tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renstra
ditujukan untuk menjawab sasaran dan tujuan RPJMD
melalui pelaksenaan program dan kegiatan sebagaimana
dijabarkan pada Renja DPRKPP.

Renstra DPRKPP Kabupaten Sclok disusun dengan
mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik
ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten /kota.
Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan
mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat
sampai daerah, Adapun |lketerkaitan antar dolkumen
perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:
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Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya
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Sumber; Permendogr No 86 Tohun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dipunakan dalam penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan adalah :

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomer 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembeangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;




9. Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewvaluasi Penyvelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

12, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 12 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029;

13. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  .Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksansan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Ewvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan .Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
dan

18, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penvusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Ralorat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan EKabupaten Solok
Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan
dan pedoman bagi aparatar Dinas Perumahan Ralovat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakulkan
kegiatan pembangunan daerah,
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1.3.2 Tujuan

Penyusunan  Kencana  Strategis (Renstra) Dinas
Perumahan Ralkyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran
dari misi Kepala Daerah terpilih dalam mendukung sasaran
daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun
2025-2029, selain itu Rencana Strategis ini juga memiliki
tujuan antara lain secbagai berikut adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
Dinas Perumahan Ralkyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sesual dengan tugas pokok dan fungsinya serta
selaras dengan RPIMD Tahun 2025-2029.

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat deerah untuk kurun waktu lima tahun
dalam pelaksanaan tugas dan fingsinya scbagai dasar
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
perangkat daerah;

3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas
Perumahan Rakyvat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok yvang merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun,

1.4, SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Tahun 2025-2029, terdiri dari 5
{lima) Bab vaitu:

BABIT PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas tentang latar
belakang, Dasar hulum penyusunan, Maksud dan
tujuan, dan Sistematika penulisan

BABIl GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
EAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1. Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan

strukiur perangkat daerah, sumber daya
perangkat daerah, kinerja pelayanan peranglkat
daerah, dan kelompok sasaran layanan,

2. Memuat tentang permasalahan pelayanan
perangkat daerah dan isu strategis.

BABIII TULJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
Memuat tujuan, sasaran, strategi dan  arah
kebijakan perangkat daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2025-2029.
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BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN

BABV

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian
subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan
pagu indikatif dalam rangka mendukung program
prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPFRKPP
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama
(LKL Perangkat Daerah, target kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan penting substansial,
kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan
urusan pemerintahan daerah.
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DPRKPP
2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DPRKPP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seolok Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sclok mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan
rakvat, kawasan permukiman dan pertanahan serta
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1] Perumusan EKebijakan di bidang perumahan rakyvat, kawasan
permukiman dan pertanahan.
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumsahan ralkyat, kawasan
permukiman dan pertanahan
3} Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan pertanahan
4} Pelaksanaan administrasi Dinas perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan pertanahan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Didelarn menjalankan tugas dan fungsinya DPREKPP memiliki
susunan organisasi sebagai berikut @
1. Kepala
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengelola uruzan administrasi
umum dan kepegawaian, urusan keuangan, Urusan perencanasan,
urusan evaluasi, monitoring dan pelaporan. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimeksud, Sekretanat mempunyal fungsi
sebagal berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian
penyusunan rencana dan program kerja dinas;

b. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan
kinerja individu dan perjanjian kinerja dinas;

¢. Penvusunan dolumen pelaksanaan anggaran, rencana
tindaklanjut, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah,
pengadaan dan pemeliharaan;

d. Penyusunan laporan kinerja instensi pemerintah, sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

e. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;

f. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan,
perpustakaan, Kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan;

g Penyelenggaraan kehumeasan dan keprotokolan lingkup
Dinas;

L




h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tupas pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;

i. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Dinas;
Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan
Dacrah dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
Pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Dinas;
Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Dinas; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Selretariat terdiri dari satu subbagian yvaitu Sub Bagian Umum

vang mempunyai tugas melaksanakan wurusan tata usaha,

rumah tangga, kehumasan, protocol, dan ketatatlaksanaan

serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai

fungsi ;

a. Pengelolaan kepegawaian;

b. Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;

¢. Penpelolaan wurusan rumah tangga, keamanan, dan
kebersihan;

d. Pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan
protolkal;

e. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan rencana

pemeliharaan barang dinas;

g. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian Daerah;

h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbagian umum dan kepegawaian; dan

i.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pendataan, perencanaan,
penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunya fungsi:

a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah
umum, fimah khusus, rumah negara, rumah komersil, dan
bantuan rumah swadaya;

b. Penyvediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah
umurm, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan
bantuan rumah swadays;

¢. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah
umum, rumah khusus, ramah negara, rumah komersil dan
bantuan rumah swadaya; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perumahan terdiri dari :

a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda
b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama

™
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4, Bidang Kawasan Permukiman _

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai  tugsas

melaksanakan pendataan, perencanaan, penctgah?.n.

peningkatan  kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian

Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, bidang Kawasan permukiman

mempunyai fungsi:

a. Pendaataan Pendataan dan perencanaan Kawasan
permukiman;

b. Pencegahan dan  peningkatan  kualitas Kawasan
permukiman dan Kawasan permukiman kumuh:

¢. Pemanfaatan dan pengendalian Kawasan permuldman dan
prasarana sarana utilitas umum perumahan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan muda;

b. Teknik Penyehatan Lin ghungan Muds;

c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan
Permukiman;

3. Bidang Administrasi Pertanahan
Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai tugas pemberian
izin lokasi daerah, penerbitan izin membuka tanah,
penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan
pemanfaatan tanah kosong daerah, penetapan tanah ulayat,
penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek
dan obyek redistribusi daerah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah,
fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, penvelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, dan

PETEnCaAnaan pénggunaan tanah yang hamparannya daerah,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang

administrasi pertanahan mempunyal fungsi;

4. Pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah,
penerbitan rekomendasi izin membuka tanah, penvelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan
tanah kosong dalam Daerah:

b. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tansh untuk pembangunan aleh Pemerintah
Daerah, dan perencanaan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam Daerah: dan

c. Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah
garapan dalam, penctapan subyek dan obyek redistribusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee dalam Daerah: dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Secara lengkap bagan susunan erganisasi dan tata kerja DPRKPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

SEKRETARIAT

Subbagian Umum dan
Kepegawninn

BIDANG PERUMAHAN

BIDANG KAWASAN

Kalompok Joabatan

Fung=ional das farau
Peiakeann

I

Kalompol: Jabatan
Fungaionnl dan/atan
Pelaksnnm

]

BIDANG PERTANAHAN

|

Kelompok Jabatan
Fungsional danj atau
Pelnkaana

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DFRKFPP

Kelompok Jabatan
Fungaional dan/atan
Pelalsann




2.1.2 SUMBER DAYA DPRKFP

A, Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber
daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu,
pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya.
Berdasarkan Bezetting bulan Mei 2025, Jumlah Sumber Daya
Manusia di DPRKPP sebanyak 50 orang yang terdiri dari 27 orang
ASN dan 23 orang Non-ASN (Tenaga Harian Lepas). Lebih rinei,
aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada
Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Manurut Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH ORANG (%)
1 Perempuan 22 26,00
2 Laki-Laki 28 44,00
Jumliah | 27 | 100

S ——
Sumber: OUR DFRRPP, Mei 2025

Aparatur DPRKPP jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah
aparatur laki-laki berjumlah 28 orang atau 56,00% dan perempuan
sebanyak 22 orang atau 44,00% dari total aparatur yang ada. Kondisi
ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPRKPP yang
membutuhkan tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan
monitoring hasil pekerjaan, Selain itu dalam menyusun dokumen
perencanaan perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada
umumnya diminati oleh kaum perempuan. Komposisi SDM DERKEP
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.

SDM DPREPPF Menurut Jenls Kelamin

W Lakd-faki

m W FErampiias

Gambar 2.2
Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah Aparatur DPRKPP berdasarkan golongan
dapat dilihat pada Tabel 2.2.




Tabel 2.2

Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Menurut Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH ORANG {%a)
1 v & 22,22
2 | 21 1,18
3 1} - -
4+ I - -
Jumlah 27 100

Sumber: DUE OPREFP, Mei 2035

Berdasarkan golongan, aparatur DPRKPP didominasi eoleh
golongan 111 sebanyak 21 orang atau scbesar 77,78%, sedangkan
yang paling sedikit adalah golongan IV sebanysk 6 orang atau
sebesar 22,22%. Banyaknya aparatur pada Golongan Il disebabkan
karena lamya masa kerja dan beberapa aparatur memang diangkat
langsung pada jabatan fungsional. Adapun komposisi aparatur
DFRKPF berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

ABN DPFEKPP Menurut Golongan

Bl TV
= kol 1D
* kol ET
o (ol

Gambar 2.3
Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Golongan

Sclain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus
dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tinglkat pendidikan.
Bukan henya tinggi rendahnya pendidikan vang akan menjadi
ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang
dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan
tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3,

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Perumgahan Rakyat, Kewasan Permukiman dan
Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan

NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ORANG ()
1 |SD 1 2,00
2 |sLTP 2 4,00
3 [sLTA 5 10,00
4 |SARJANA MUDA (DIl 4 8,00
5 Ls,wmn iS1] a5 70,00
|6 |PASCA SARJANA 5 £,00
Jumilah 50 1080

Burnber: Hezetting [FRRPF, el 2025
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Aparatur DPREFPP berasal dari latar belakang disiplin ilmu
yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya,
aparatur paling banvak terdapat pada tinglat pendidikkan 51 yaitu
sebanyak 35 orang atau sebesar 70,00%. Tingkat pendidikan yang
relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPRKPP ini merupakan
modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DFRKFPP secara
umum. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat
pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.4.

SDM DPREFP Menurut Tingkat Pendidikan

u=h

BELTP

= 5LTA

W SAkLIany AL, JTTIN
wBARIANA 51

WP SAR AN

Gambar 2.4
Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

B. Barana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai kinerja yvang optimal, keberadaan
sarana dan prasarana vang memadai merupakan elemen
pendukung yang sangat penting. Sarana dan prasarana berfungsi
sebagai alat bantu fisik dan infrastruktur dasar yang menunjang
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Tanpa dukungan
fasilitas yang memadai, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana memungkinkan peningkatan
kualitas pelayanan, mempercepat proses kerja, serta menjamin
keberlangsungan operasional sesuai standar wyang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, investasi pada sarana dan prasarana
bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi prasyarat
strategis dalam mewujudkan capaian kinerja vang terukur dan
berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas den fungsi, Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga
dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik
bergerak maupun tidak bergerak. Lebih jelas kondisi sarana dan
prasarana DPRKPP saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4,
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Tabel 2.4

Daftar Sumber Daya Sarana dan Prazarana Dinas PRKFPP

Ko Nama Barang Satuan Jumlah B Kﬂ;:m RE
1 |Gedung kantor M2 ] 1 - -
2 |[Rumah Genszet M2 1 L b= =
3 |Mini Bus Unit 3 4 1 -
4 |Bepeda motor Unit 10 6 | 2 | 2
2 |Meja kerja pejabat Eselon ITT Bh 4 & - .

| 6 |Meja kerja non pegawai Eh 20 20 [ - | -
7 |Meja kerja pejabat Eselon Il | Bh 1 | - -
8 |Meja rapat Bh 2 2 - -
9 [Kursi pejabat Eselon IV Bh 5 S - -

10 [Kursi pejabat Eselon 111 Bh 7 a3 2 -
11 [Kursi pejabat Eselon 1T Eh 1 1 - -
13 [Kursi rapat Eh 53 55 | - -
14 Kursi tamu di ruangan Bh 1 1 2 -

pejabat

15 |[Filling Cabinet Besi Bh 2 2 - -
16 [Lemari kayu Buatan Bh 3 g | - -
17 CC".I'"I.I’_—I Camera Control Bh 8 2 _

Television System

18 LCD Projector/Infocus Bh 1 1 -

19 [Papan Pengumuman Bh 1 1 - -

20 |Papan Nama Instansi Bh L - - 1

21 |Sofa Set 3 3 - 2

22 |AC Spiit Set 1 1 : -

23 [Televisi Bh 2 1 - 1
24 |Sound System Set ] 1 - -

[ 25 [Unit Power Supply Bh ] 1

26 [Laptop h Unit 10 1t-] 5. 3

27 |Karpet Bh 2 . - | 2

28 |PC Unit/Komputer PC Unit A 5 2 1

29 |Printer Unit 15 9 3 . |

30 [Layar provektor Bh 2 2 - -

31 [Monitor Unit 1 1 - .

32 Wireless it 1 1 - =

33 [Tripot speaker Unit 2 g2 | - -

34 [Audio amplifier Unit 1 1 . = ol

35 [(Microphone / wireless mic Unit 2 2 -

36 |Gensect Eh 1 1 =

37 |Alat pengukur paris tengah Bh 1 1 ) B

[GPS)

a8 Gordyin /Kray Pict 2 - - 2

39 Macuum cleaner Bh 1 1 -

| 40 [Mesin F'tn_ghanl:ur Kertas Bh 1 1 - -

Surwdar:-KIH Dinas Ferususkan Bokys, Kawason Permsnman dan Preianaho 2004
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Keberadaan sumberdaya manusia serta sumberdaya sarana
dan prasarana di DPRKPP dapat menunjang kine:ia. scbaliknya jika
tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang
akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kelmamn_ _r.'lan
kelemahan DPRKPP berdasarkan sumberdaya yang ada dapat dilihat
pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sumber Daya DPRKPP Tahun 2025
Mo Uraian Kekuatan I Kelemahan
1 | Sumber Daya
Manuszia 3
g. Berdagarkon | Beberapa tugas tertentu Jumlah aparatur laki-laki
Jeniis kelamin lebih membutuhlean lebih banyek daripada
sparatur laki-laki tetapi juga | perempuan
membutuhkan aparatur
perernplian
b. Berdasarkan Aparatur DPRKEP Aparatur DPRKFF golongan
golongan didominasi oleh Golongan Il sudah tidak ada, sehingga
T, sehingga secara untul pekerjaan teknis
kemampuan dalam seperti bendahara, operator
menjalankan Tusi DPREKPP | komgputer dan lainnya masih
cuboap bailk kelcuarangan personil
¢, Berdasarlan Aparatur DPREPP | DPREPP membutuhlan
tinghar didominasi aleh lulusan 51, aparatur darl aemua
pendidikan sehingga mempunyai klasifikasi pendidikan untuk
kemampuan yang culkup menunjang pelaksanaan
baik dalam menjalankan tuginya, sementara saat ini
tuisinya | Aparatur yang ada bejum
memenuhi semua klasifikas
pendidikan
dibutuhkan, kalaupun ada
Jumiahnia mazik sangat
terbatas
2 | Aset Sudah tersedia sarans dan Beberaps sarana dan
prasarang untuk menunjang | prasarang masih kurang,
pelaksanaan tusi seperti kendarasn
operasiondl dan ada
beberapa vang sudah dajam
kondisi rusalk
—_ |

Simberr Dimas Perershan Rekyat, Kausssen }'wmnuxrﬁumn.dunf-‘b:mnnhﬂu 2025 I

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DPRKPP

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daer
Perumahan Rakyat, Kawasan Per:nulﬁ.:flﬂn dan&hPe?'ianDar;:
Kabupaten Sululg_m:ncn[mp berbagai aspek, B::rt&nggungjaf.vab atas
Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan cvaluasi p ker
sesual dengan [ndikator Utama Pembangunan {IuP), Indikat?:?

(e Periyplan Pemeri .
Urusan sebagai berilut- erintahan Daerah, dan Indikatgr Per-
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2.1.3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan
Terjangkau

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, hunien vang layvak
adalah hunian yang memiliki persyaratan keselamatan bangunan,
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni.
Scjalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistilk mengkategorikan
sebuah tempat tinggal layak huni apabila memenuhi empat Kriteris,
yaitu memiliki kecukupan luas tempat tinggal 7,2 m2 per kapita,
memiliki akses terhadap air bersih, memiliki akses terhadap air
minum layak, memiliki alcses terhadap sanitasi yang layak, dan
memiliki ketahanan bangunan.

Sementara hunian terjangkau adalah jenis tempeat tinggal vang
harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau
menengah, Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Solok

dapat dilihat pada Gambar 2.5,

Gambar 2.5
Rumah Layak Huni Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

LT
SR

Rigrwuly Lagak Ham 2697

s
- I

1) e 20 A0 i1 1] hD

I mAY w0l Skl mdn
Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan
Terjangkau di Kabupaten Solok selama periode 2020-2024
menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan belum meratanya
peninglkatan kesejahteraan masyarakat, Peningkatan jumlah rumah
tangga belum sebanding dengan pertumbuhan hunian layak,
terutama pada awal periode. Namun demilkian, tren positif mulai
terlihat sejak 2021 hingga 2024, seiring dengan meningkatnys akses
terhadap hunian layak yang diperkuat melalui Program Banty
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan
Um}:l.m dan Perumahan Rakyat, dengan total bantuan mencapai lebih
dari 3.000 unit rumah selama empat tahun berturat-turut.

Peningkatan akses terhadap hunian layak juea di ukun
program daerah, seperti bantuan perbaikan n.1I:L'L;hgﬂt[trlajil i&j“ﬂkg I;Tn]:
yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok dan bantuan dari
BAZNAS. Sebaran hunian layak sudah mencakup seluruh 14
kecamatan, namun ketimpangan masih terjadi. Misainya, Kecamatan

(4]
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Junjung Sirih, Bukit S3undi, dan Kubung menempati posisi tertinggi
dengan proporsi hunian layak di atas 93%, sementara Kecamatan
Payung Sekaki, Lembang Jaya, dan IX Koto Sungai Lasi masih berada
di bawah 88%,

Masih terdapat backlog sebanyvak 26.476 rumah tangga yang
belum memiliki rumah [berdasarkan data BKKBN 2021), yang
sehagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan
masvarakat, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), yang belum memiliki kemampuan elonomi untuk
membangun atau membeli rumah sendiri.

Pemerintah daerah telah mengupayakan penyebaran hunian
layalkk wang lebih merata antar wilayah dengan mendorong
pemanfaatan Dana Desa [ADD Nagari) untuk perbaikan rumah tidak
layak huni di kecamalan-kecamatan vang backlog-nya tinggi. Selain
itu, dukungan pihak ketiga melalui CSR dan usulan bantuan ke
pemerintah provinsi dan pusat turut menjadi pendekatan yang
dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ini.

2.1.3.2 Capaian Kinerja LPFD

Sebapai bentuk akuntabilitas Lkinerja penvelenggaraan
pemerintahan daerah, DPRKPP secara berkesinambungan menyusun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan ini
tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi tahunan, tetapi
juga menjadi landasan penting dalam menpukur konsistensi
pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan
pembanpunan daerah. Capaian kinerja vang tertuang dalam LPPD
mencerminkan kontribusi dinas dalam mendukung visi dan misi
Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan akses hunian yang
layak, terjengkau, serta penataan kawasan permukiman yang
berkelanjutan.

Realisasi LPFD ini menjadi rujukan dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) DPRKPP Kabupaten Solol, schingga
perencanaan lima tashunan dapat disusun berdasarkan capaian
nyata, pembelajaran dari hambatan yang dihadapi, serta potensi
perbaikan yang harus dilakukan. Dengan demikian, Renstra DPRKEP
tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis pada hasil kinerja
terukcur, sehingga lebih adaprtif terhadap kebutuhan masyarakat dan
tantangan pembangunan daerah. Melalui integrasi ini, diharapkan
DFREFF mampu memperkuat perannya dalam meningkatkan
kualitas perumahan, permukiman, dan pertanahan di Kabupaten
Solok secara terarah, berkesinambungan, dan berdaya  guna.

Realisasi Capaian LPPD DPRKPP Tahun 2023 dan 2024 d 3u
pada tabel 2.6 berikut: apat dilihat
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Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian LPPD DPRKPP Tahun 2023-2024

Capaian 2
Satuan Capaian
NG Nama Hasil | ‘ooo0® | Kinerja 2024
IKK Penyediaan dan Unit 7 b
Cutcome | rehabilitasi ramah layak Rumah
Mo. huni bagi korban bencana
1.d.1 kabupaten/kota
IKK Fasilitasi Penyediaan Unit - - |
Outcome | rumah layak huni bagi Rumah
Ko. masyarakat terdampak
1.d.2 relokasi program
pemerintah
kabupaten/ kota )
IKK Persentase kawasan | Ha 232,97 114,00
Outcome | permukiman kumuh '
Na. dibawah 10 Ha di
1.d.3 kabupaten /kota yang ‘
ditangani | |
IKK Berkurangnya jumlah Unit 5.303 5.902
Cutcoms | unit RTLH (Eumah Tidak | Rumeh
Ko. Layak Huni)
1.4 1
IKK Jumlah perumahan yang | Unit 1.208 2.026 |
Outcome | sudah dilengkapi PSU | Rumah ‘
Na. (Pragaran, Sarana den
1.d.5 Utilitas Umum)
IKK Persentase pemanfaatan | m2 733.373.04 | 6.460.703.85
Cutcome | tanah yang scsuai dengan
No. 2.i.]1 | peruntukan tanahnya '
diatas izin lokasi
dibandingkan dengan
luas izin [okasi yang
| diterbitkan
IKK | Persentase penetapan ma2 224.636 .
Cutcome | tanah untuk
Mo, 2.1.2 | pernbangunan fasilitas
urmum
KK Tersedianya lokasi m2 65.615,78 | 6.326.245,00
Cutcome | pembangunan dalam
No. 243 | rangka penanaman modal
IKK Tersedianya tanah Obyek | - = =
Uutcome | Landreform (TOL) yang
No. 2.1.4 | siap diredistribusikan
{ ¥ang berasal dar tanah
kelebihan maksimum dan
= tanah absentes
Tersedianya tanah untuk
Cutcome mas}ra.nﬂ-:gt o FRHELSH SHe1 54
No. 24,5
TKK Penanganan sengketa Persil 72 2
Outcome | tanah garapan yang
No. 2,i.6 | dilakukan melahsi
mediasi |

Swnber; Bings Perumahon Rakyet, Kouasan F‘rmuhm:-n cdan Perpinhon 2025
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Berdasarkan tabel tersebut terdapat 3 IKK Outcome yang tidak
tercapal pada Tahun 2024, IKK Outcome Nool.d.2 tidak tercapal
disebabkan karena tidak adanya rumah masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah sehingga tidak dilakukan penyediaan t'um.g.h Lsf:;rak
huni bagi masyarakat terdampak relokasi. IKK Outcome No.2.i.2 tidak
tercapai karena tidak adas penctapan tanah untuk pembangunan fasilitas
umum. IKK Outcome No.2.i4 tidak tercapai karena tidak ada penerima
tanah objek landreform dengan hiasan yang diterima lebih besar sama
dengan 0,5 Ha.

2.1.3.3 Capaian Kinerja Per Urusan
A. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman berhubungan
dengan penyedianan kawasan permukiman serta perumahan yang
layak huni bagi masyarakat, disamping itu juga mengurusi
penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten
dengan luas di bawah 10 Ha. Kinerja urusan perumahan rakyat dan
permukiman dapat dilihat pada tabel 2.7,

Tabel 2.7
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan
Permukiman Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No Indikator Kinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[Persentase warga negara
| korban bencana vang
memperoleh rumah layak
huni
Persentase warga negara
vang terkena relokasi akibat
n [Program kabupaten yang
memperoleh fasilitagi
penyediaan rumah yang
layak huni
Persentase luas kawasan
3 muh dibawah 10 hektar | 14,00 27,35 | 49,19 | 51,13 | 38,14
ang ditangani
reentase permukimean
dilenglapi
¥ e cen Blene o o0 | 60,00 | 82,56 | 55,56 | 85.71 | 3364
tilitas)
5 [Rumah Lavak Huni [Persen)| 43,68 39,86 | 46,92 47,35 | 52,29
Berkurangnya jumilah unit
6 f!'LI-JI (Rumah tidals layak - 19,02 | 29,04 | 37,10 | 40,06
uni1
Persentase sertifikasi dan
registrasi bagi orang atau
+ [Padan hukum yang
melaksanakan perancangan| - i ) - hA
dan perencanaan rumah
[SET1a pErencanean PSU
Isentase calupan
8 linfrastruktur permukiman = . -
L |dalam kendisi bail ' i
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Rumah terdampak bencans adalash rumah yeng rusak akibat
bencana alam atau non alam. Bencana alam dapat berupa banijir,
tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan
bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan
wabah penyakit. Rehabilitasi rumah akibat bencana dapat dilakukan
pada saat masa pasca bencana dan telah dilakukan penetapan
melalui Surat Keputusan Penetapan Bencana dari Bupati Solok.

Sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa bencana di Kabupaten
Solok, antar lain bencana curah hujan disertai angin kencang di
Nagari Sirukam, Taruang-taruang, Koto Gadang Koto Anau, Limau
Lunggn, Koto Laweh, Batu Banyak, Batu Bajanjang, Selayo Tanang
Bukik Sileh dan Koto Baru. Bencana Hebakaran di Nagari Sungai
Nanam, Salimpek, Tikalak, Batang Barus, Sirukam dan Tanjung
Bingkung yang mengakibatkan banyak ramah warga yang rusak dan
tidak bisa ditempati. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok
Nomor 653-330-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah
Terdampak Bencana Tahun 2024, terdapat 6 (enam) unit raumah yang
ditangani, dan terealizsasi sebesar 100%. Terlaksananya perbailkan
rumah vang terkena bencana didukung oleh pengawasan yang
optimal dalam pembangunan rumah terdampak bencana.

Fasilitasi penyvediaan rumah layak huni bagi masyarakat yvang
terkena relokasi program pemerintah merupakan jenis pelayanan
dasar vang dilaksanakan dalam rangka pengurangan kawasan
kumuh 5-10 hektar dan/atau penataan perumahan dan kawasan
permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan
tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Sampai saat ini
belum pernah dilakukan kegiatan relokasi di Kabupaten Solok karena
memang tidak ada program pemerintah daerah Kabupaten Solok
yang mengharuskan dilakukan relokasi rumah.

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan
prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun
2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat tujuh
indikator perumshan dan permukiman kumuh yaitu kondisi
bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase
lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah,
pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Kewenangan pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh
dikelompokkan menjadi kewenangan pusat (diatas 15 hektar),
provinsi (10 s.d 15 hektar)] dan kabupaten/kota (kurang dari 10
heltar). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok NMomor 050-335-
2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok, terdapat satu kawasan
perumahan dan permukiman kuamuh yang menjadi kewenangan
Kabupaten Solok yaitu Nagari Garabak Data dengan luasan kumuh
98 hektar. Secars keseluruhan kawasan perumahan dan
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permukiman di Kabupaten Solok ada sebanyak 37 kawasan dengan
luas 574 hektar.

Sejak ditetapkannya surat keputusan tentang perumahan dan
permukiman kumuh, berbagai upayva terus dilakukan untuk
mengentaskannya. Pada tahun 2020 dientaskan kawasan kumuh
sebesar 14,00 persen atau seluas 80,36 hekiar dan naik pada tahun
2021 menjadi 27,35 persen atau seluas 156,99 heltar. Adapun
daerah kumuh yang tertangani adalah Nagari Sirukam 20 hektar,
Napgari Aripan 16 hektar, Nagar Singkarsk 15 hektar, Nagan Koto
Gadang Koto Anau 10 hektar dan Nagari Surian 12 hektar dan
beberapa kawasan lainnya.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan luasan kawazan kumuh
perdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 6§53-389-2022
tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Solok. Dalam surat keputusan ini disebutkan
40 kawasan kumuh seluas 403,24 hektar, dan 23 kawasan
diantaranya merupakan kewenangan Kabupaten Solok. Mengacu
pada surat keputusan terbaru, terhitung pada tahun 2022
dientaskan kawasan perumahan dan permukiman kumuh sebesar
49,19 persen atau 198,35 hektar. Adapun daerah kumuh yang
tertangani adalah Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh. Kegiatan
penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan  Therupa
pembangunan drainase jalan permukiman dengan panjang 122 m.

Pada tahun 2024 juga terjadi perubahan luasan Kawasan
kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 633 220-
2024 tentang Penetapan Lokasi Perumashan dan Permukiman
Kumuh. Dalam surat keputusan ini disebutkan luasan kawasan
kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok menjadi 298,88
heliter.

Pada tahun 2024 dibangun 850 unit Bantuan Stimulan
Perumahan Swadava (BSPS| dengan sumber anggaran dari APBN.
Bantuan ini tersebar di semua kecamatan. Dari anggaran APBD juga
dilakukan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak
tujuh unit, Seclain pengentasan RTLH, untuk pengentasan kawallsan
perumahan dan permukimen kumuh pada tahun 2024 juga
dibangun jalan lingkungan di beberapa nagari. Kegiatan ini
terlaksana dengan baik karena didukung oleh kebijakan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten
Solok.

Meskipun telah dilakukan beberapa kegiatan unltuLE
pengentasan perumahan dan permukiman kumuh, namun terjadi
penurunan pengentasan kawasan kumuh sebesar 12,99 dan tahun
sebelumnya, hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan
luasan kawasan kumuh berdasarkan surat keputusan bupat
terbari. Untuk meningkatkan pengentasan kawasan kumuh tahun
2025, maka pada saat ini juga telah dilakukan penyusunan database
kawasan kumuh pada 12 nagari yang termasuk Kewenangan
Kabupaten Solok. Pada database tersebut data yang disajikan berupa
data numerik 7 kriteria indikator kawasan kumubh,

n
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Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas [PSU) perumahan
merupakan Kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
upaya pengembangan perumsahan. Pendataan PSU perumahan
merupakan upaya awal dalam menangani kondisi permasalahan
penyelenggaraan PSU perumahan. Hal ini penting untuk dilakukan,
karena ketersediaan PSU perumahan yang belum optimal dapat
membuat ketidaknyamanan bagi penghuni.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan
terhadap pemenuhan PSU Kabupaten Solok, hal ini disebabkan
karena terjadinya perubahan formulasi dalam perhitungan.
Sebelumnya pemenuhan PSU perumahan dihitung dengan cara
membandingkan jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan dengan
target kinerja PSU perumahan pada tahun berjalan. Sedangkan pada
tahun 2024, pemenuhan PSU perumahan dihitung dengan cara
membandingkan jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan dengan
jumlah PSU perumahan yang telah diserahtérimakan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Saat ini jumlah PSU
perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok sebanyak 17 dan vang telah ditingkatkan sebanysk
2 perumahan atau sebesar 29,42 persen.

Dalam Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan FSU
Perumahan dan Permukiman di Daerah, fasilitas umum maupun
fagilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, vang
merupakan kelenghkapan dasar fisik lingkungan yvang memungkinkan
lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu
fasilitas penunjang vang berfungsi untuk penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas
umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana
penunjang layanan Regiatan yang ada dalam perumahan. Terdapat 7
{tujul) kategori PSU, vaitu jalan lingkungan perumahan, drainase,
akses air minum, akses sanitasi, sarana pengelolaan sampah,
penerangan lampu jalan perumahan dan hidran pemadam
kebakaran. selama lima tahun terakhir, PSU perumahan vang sudah
ditingkatkan berupa jalan lingkungan, drainase, akses air minum,
dan akses sanitasi.

Hunian layak merupakan kebutuhan pokok yang menjadi
prioritas untuk dipenuhi, sehingga pemenuhan hunian layak bisa
diindikasikan terhadap tingkat kesejahteraan. Selama lima tahun
terakhir pemenuhan terhadap hunian layak mengalami peningkatan
sebesar 8,61 persen atau sebanyak 10.927 unit rumah. Berdasarkan
laporan SPM 2024 Air Minum dan Sanitasi oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Selek, pada tahun 2024
tercatat jumlah rumah di Kabupaten Seclok sebanyak 126.906 unit,
yvang layak huni 52,29 persen atau 66.359 unit.

Hunian layak sudah tersebar di 14 kecamatan, namun belum
merata. Peringkat tiga teratas terdapat di Kecamatan Junjung Sirih
97,89 persen, kemudian diilkkuti oleh Kecamatan Bukit Sundi 95,81
persen dan Kecamatan Kubung 9581 persen. SBementara untuk tiga
peringkat terendah terdapat di Kecamatan Payung Sekaki 74,04
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persen, Kecamatan Lembang Jaya B0,84 persen dan Kecamatan IX
Koto Sungai Lasi B7,01 persen. Disamping rumah tangga vang
mempunyal akses terhadap hunian layak dan fidak layak, masih
terdapat rumah tangga yvang belum memiliki rumah atau backlog.
Berdasarkan data BKKBN tahun 2021, di Kabupaten Solok masih
terdapat 26.476 rumah tangga backlog yang disebabkan aleh
ketidakmampuan masyarakat dalam membangun rumah tempat
tinggal.

Pada tahun 2021, Dinas Perumahan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Solok melakukan pendataan BNEA rumah
tidalk layak huni. Dari hasil pendataan diketahui terdapat 8.423 unit
rumah tidak layal huni (RTLH]. Pada tahun 2024 dilakukan updating
data sehingga RTLH menjadi 9.847 unit ramah. Upaya penanganan
RTLH terus dilakukan setiap tahun baik melalui dana APBD maupun
APEN. Pada tahun 2021 dientaskan RTLH sebanyak 1.602 unit
rumah, tahun 2022 sebanyak B44 unit rumah, tahun 2023 sebanyak
679 unit rumah dan tahun 2024 sebanyak 820 unit rumah, schingga
total RTLH yang tertangani sebanyak 3.945 unit rumah atau 40,06
persen dari data terbaru. Peningkatan skses rumah tanpga terhadap
hunian layak didukung oleh program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Raloyat.

B.Urusan Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan sertifikat
atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, schingga Pemerintah
Kabupaten Solok selalu berusaha untuk meningkatkan anggaran
pengurusan sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah
dacrah. Hal tersebut terlihat dengan terus meningkatnya luas lahan
bersertifikat. Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di
Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten
Solok Tahun 2020-2024

No |Indikator Kinerja 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
1 |Persentase Luas lahan 25,41 | 28,03 | 30,29 | 31,54 | 57,14

bersertifikat

Persentase 100 100 100 100 100
2  |terzelesaikannya kasus

tanah garapan belum

beraertifikat yang
dilakikan melalui
mediasgi

3 [Persentase penyelesaian - = = - .
ganti kerugian dan
santunan tanah untuk
pembangunan

4 |Persentaac tahapan - | = - - .
persiapan pengadaan
tanah bagl pembangunan
uniuk kepentingan
umum yang diselesaikan
tepat wakiu
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No |[Indikator Kinerja 2020 | 2021 2022 2003 | 2024
5 |Persentase - - - - 100
terselesaikannya kasus
tanah garapan belum
bersertfikat yang
dilakulken melslui
medias

6 [Tersedianya tanah Obyek - - - - -
Landreform (TOL] yang
piap diredistribusikan
vang berasal dari tanah
lkelebihan maksimum dan
tanah absentee

7 |Persentase tanah ulayat - - = . 2
yang ditetapkan
8 |Persentase tanah kosong - E = 5 -
g dikelola
9 [Perzentase luas Iokasi = - - - 3

konsolidasi tanah

10 |Ditetapkannya hak atas - 3 - - >
tanah dalam penguasaan
ilan pengelolaan
pemeriniah dasrah
11 (Persentase kejelasan halk - - = . -
milik atas tanah
12 |Persentase SDM bidang -+ - = = 5
pertanahan yvang
ditingkatkan
Kompetensinyea
13 |Persentase informasi 3 % B . =
[pertanahan yang
dimanfaatkan
14 |Persentase penyelesaian - = . = =
konflik, sengketa, dan
perkara pertanghan
15 [Persentase cakupan = t : E =
infrastruliur
permukiman dalam
kondisi baik

Sumber: Dinas Perumahan Rokyat, Kausasan Permukimen dan Pertonahan 2025

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah
dengan adanva perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan
Daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan
wajih_:,rang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah vang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal
12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Fertanahan Kabupaten Solok menyelenggarakan tata kebijakan pada
urasan pertanahan yang diarahkan pada upaya penyediaan tanah
(land banking) yang clean dan clear untuk kepentingan pembangunan
pemerintah daerah serta peningkatan tertib administrasi pertanahan
dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan.
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Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sclok vang telah tercatat
1281 objek dan vang telah disertifikatkan sampai tahun 2023 sebesar
31,54 persen atau 404 persil, Selama tahun 2024 dilakukan upaya-
upaya pensertifikatan lahan milik pemerintah, sehingga persil tanah
yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok meningkat
menjadi 1.372 dan telah dizertifikatkan sebanyak 784 persil atau
57,14 persen. Sementara itu, untuk konflik pertanahan setiap
tahunnya telah difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan khususnya untuk pertanahan milik
Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 jumlah sengketa, konflik,
perkara dan permasgalahan pertanahan yang telah difasilitasi
penyelesaiannya sebanyak 38 persil,

Indikator persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat
wakty, persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum
bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi, serta tersedianya tanah
Obyek Landreform (TOL) yveng siap diredistribusikan yang berasal
dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, merupakan
indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2
tabun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun
2024, Berdasarkan data dari Dinas Pekerjasan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Solok, sampai saat ini belum ada ditetapkan tanah
untuk kepentingan umum dan untuk kasus tanah garapan dihitung
terhadap jumlah pengaduan sengketa tanah garapan. Tahun 2024
diterima dua pengaduan sengketa tanah garapan dan dapat ditangani
sampai selesai. Sedangkan jumlah tanah TOL vang telah ditetapkan
4,502,935 seluas, dan belum diredistribusikan.

2.1.3.4 Capaian Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M /2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pelkerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2} huruf a pada SPM Perumsahan Rakyat Pemerintah Daerah
Kabupaten terdiri dari penyediaan dan rehabilitasi ramah vang layak
huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah kabupaten/kota. Data pemenuhan SPM
urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel 2.9,

Tabel 2.9 Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Solok Tahun 2024

5 P-:ﬁ:;m Indilkator 2021 2022 2023 2024
Bk Pencapaian | T (R [T |R|T|R| T | R
Penyediasn & ;1;"“‘““““
Rebablia . [orban
I L.a_'l.l'all_kHunig g:?;:k““"‘r“ﬁ 100 | 100 100| 100|100 | 100 | 100 | 100
g:fﬂbm Memperoleh
Kabupaten Eﬂﬂﬂh Layai

Im-19




Jenis 2021 2022 2023 2024

Tndikator
anﬂ;mf'mmﬂnmpmmTRTRTRTn
Persentase
Fasilitasi Warga Negara
penvediaan [vang terkena

rumah vang |relokasi akibat
layak huni program

bagi Pemerintah

1 imasyarakat [Daecrah

vang terkena [kabupaten

nlcasi VATNE
progratm memperaleh
Pemerintah  |fasilitasi
Daerah penyvediaan
Kabupaten |rumah yang
IIayak huni

Bumber Dmes Perumahan Rekpet, Kouesen Permukiman dan Permanakan 2025

Rumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat
bencana alam atau non alam. Bencana alam dapat berupa banjir,
tanah longsor, gempa bumi, dan punung meletus. Sedangkan
bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknelogi, dan
wabah penyakit. Rehabilitasi rumah akibat bencana dapat dilakukan
pada saat masa pasca bencana dan telah dilakukan penetapan
melalui Surat Keputusan Penetapan Bencana dari Bupati Sclok.

Sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa bencana di Kabupaten
Solok, antar lain bencana curah hujan disertai angin kencang di
Nagari Sirukam, Taruang-taruang, Koto Gadang Koto Angsu, Limau
Lungego, Koto Laweh, Batu Banyak, Batu Bajanjang, Selayo Tanang
Bukik Sileh dan Koto Baru. Bencana Kebakaran di Nagari Sungai
Nanam, Salimpek, Tikalak, Batang Barus, Sirukam dan Tanjung
Hingkung yang mengakibatkan banvak rumah wargs vang rusak dan
tidak bisa ditempati. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok
Nomor ©§533-330-2024 tentang Penctapan Penerima Bantuan Rumah
Terdampak Bencana Tahun 2024, terdapat 6 (enam| unit rumah yang
ditangani, dan terealisasi sebesar 100%. Terlaksananya perbaikan
rumah wyang terkena bencana didukung oleh pengawasan yang
optimal dalam pembangunan rumah terdampak bencana.

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni begi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah merupakan jenis pelayanan
dasar yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan kawasan
kumuh 5-10 hektar dan/atau penataan perumahan dan kawasan
permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan
tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, Sampai saat ini
belum pernah dilakukan kegiatan relokasi di Kabupaten Solok karena
memang tidak ada program pemerintah daerah Kabupaten Solok
yang mengharuskan dilakukan relokasi rumah.
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2.1.3.5 Capaian Kinerja LKJIP DPRKFP

Kinerja pelayanan DPRKPP diukur berdasarkan target yang telah
ditetapkan dalam Tabel 4.1 Renstra DPRKPP Tahun 2021-2028,

seperti terlihat pada Tabel 2.10,

Tabel 2.10
Target Kinerja DPREKPP 2021-2026
Indilsator Target Kinega Tujuan !Sasaren Peda Tahun
Tujuan Sasaran Tujuan
/Basaran 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Meningkatkan kandiss Persentase 62,41 | 64,02 | 66,01 BE.69 | T1.34 | 74,14
perumahan dan peningkatan Y Th % % “h %h
Kawosan permukiman | kondiai
yang nyaman dan perumahan
berkelanjutan dan
permukimain
Meningkar | Perssntase 6 % B2 % LT 70 % 75 % B0 %
nye el
kuantitas Perumahan
sarana dan | yang
pragarang | ditinglkatkan
peritahan
Menuarun Persentase aT2a 30,08 33,03 36,07 | 39.02 ¢2.'1~E|_
nya hiag Peniirunan &y B B U i i
Kawasan Luasan
kumush Kawssan
Eumih
Meningkat | Persentase 10035 | 100%. [100% | 100% | 1009 | 100%
Rya Rumah yeng
penangana | terkena
nan mumah | dampabk
YAng bencama
terkena yang
dampak diperbaiki
benecana
Meningkatkan penataan | Persencase J3.46 | BA09 | F2T2 | 9235 | 100% -
dan pengelolaan tanah | Peninglkatsn a% 5 % 5
milik Pemerintaly Penataan
Daerah dan
Pengelolaan
Tanah Miik
Pemerintab
Craerah
Meningkar | Persentase 3346 | 5300 | T2.73 | @gag | 1 ir
nya tata Tanah Mk Ty 0% % ':'h s
kelois Pemeriatah
pertanehan | Daerah yang
Ditata dan
Drikelola
. Meningkatkan Nilai 85,70 | 86,00
akuntabilitas dan Akuntahilitas ! g ¥530 | B6.95 | 6700 | £7:35
Einerjn Birokrasi Kinerja '
Meningkat | Indeks 2,51 27 | 291 3,11
nya Tata Kepliasan ' - ) =i
Kelela Aparutur
| Organiznsd l
Sumber : Rensira DPREPP 2021- 2025
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Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Sesuai dengan Targel Benstra Perongkat Dacrah y
No Tujgss dan Fungsi Perangkat Targel Tuu&,-..l Kabupaten Kota Tahun Realizasi Capaian Tahun Raslo Capalan Taliun
Daerah i
2021 HF2 imﬂ:!- 2024 2025 2021 i 2023 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

! | Persentase PSU Perumahan yang GBO% | 62 % B % TO% | 75% |B2,56% | 55,56% | 85,71 % | 20,14 % | 138% | 90W | 122% | 42%
ditingkatkan

2 | Persentase Penurunan Luasan 27,22% | 30,08 % | 33,03 % | 36,07 % | 39.00% | 13.3% | B,R4 % | 1.04% | 38.80 % | 40% | 20% | 6% | 106%
Kawasan Kumuh

4 | Persentase Rumah yang terkena 100 % 100 % 100 % 100 % 100 - - 100 5 100 % - ry 10085 | 100%
dampnk bencans vang diperbaiki

* | Persentase Tanah Milik 33,46% | 52,00% | T272% | 9235% | 100% | 54,45 % | 30,29 % | 57.05 % | 57,14 % | 163% | 57% | 768% | 62%
Pemerintah Doerah vang Ditatn
i Dikeednla

5" | Indeks Kepuasan Aparatur 251 | 27m1 | 291 300 | a9 B 3.nl 31 EXT T TTi% | 107% | 1009

|

Sumbar : Dincs Perumahan Rakyal, Kawasan Permubinan den Pertanaharn, 202 [.2022 2023, dan 2024
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Pada Sasaran Strategis [ capaian kinerja di ukur melalui satu
indikator kinerja. Persentase PSU perumehan vang ditingkatkan
dihitung melalui formulasi:

o

Jumlah PSU vang sudah diserah terima Pemnda Kab x 100%
Solok

Terdapat kenaikan dan penurunan untuk realisasi indikator
kinerja Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan. Hal ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya terjadi karena adanya
perubahan hitungan formulasi dalam perhitungan Persentase PSU
Perumahan yang ditingkatkan, formulasi yang dilakukan saat ini
menghitung berapa banyak PSU yang ditingkatkan dibagli dengan
PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Kawasan kumuh adalah kawasan permulkiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan
prasarana vang tidak memenuhi syarat. Persentase penurunan
luasan kawasan kumuh di Kabupaten Seolok dihitung melalui
formulasi:

Luas Kawasan Kumuh yang tertangani
Luas kawasan Kumuh sesuai SK

x 100%

Realisasi dari tahun 2021 - 2024 mengalami kenaikan dan
penurunan, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan SK
Bupati Solok Nomor 653-220-2024 tentang Penctapan Lokasi
Perumahan dan Permukiman Kumuh sehingga luas kawasan kumuh
juga berubah. Selain itu, rendahnya realisasi penurunan luasan
Kawasan kumuh disebabkan karena pekerjaan fisik yang
dilaksanakan tidak fokus pada daerah yang berada pada kawasan
kurmuh.

Fumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat
bencana alam atau non-alam. Bencana alam dapat berupa banjir,
tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan
bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan
wabah penyakit. Pada Sasaran Strategis 3 capaian kinerja di ukur
melalui satu indikator kinerja, sebesar 100%. Persentase Rumah
yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki dihitung melalui
formulasi:

Jumlah Rumah yang terkena Dampak Bencana vang ditangani
Jumilah Seluruh Rumah yvang terkena Dampak Bencana

¥ T00%

Persentazse Rumah yang Terkena Dampak Bencana wyang
Diperbaiki dengan realisasi sebesar 100%. Untuk mewujudkan
sasaran Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak
bencana digunakan indikator kinerja Persentase rumah yang terkena
dampak bencana yang diperbaiki sebagai alat ukurnya.
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Pada Sasaran Strategis 4 capaian kinerja di ukur melalsi satu
indikator kinerja. Persentase Tanah Milik Pemerintah Dacrah yvang
Ditata dan Dikelola dihitung melalui formulasi:

Jumlah Persil Tanah yang Bersertifikat di Kab Solok

Jumilah Seharuh lahan yang seharmusnyva bersertiflkat di Eab
Solok

x 100%

Pada tahun 2024 persentase tanah milik Pemerintah Daerah
vang ditata dan dikelola adalah sebanyak 1372 objek dan telah
bersertifikat sebanyak 784 objek dengan presentase sebesar 57,14%
sedanglkan yang masih belum bersertifikat sebanyak 588 ohjek.
Terdapat beberapa tanah potensial yang dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan Kabupaten Solok kedepannya, beberapa tanah
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2,12
Tanah Potensial yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan
NO MNARA LOKAS] FEMANFAATAN KETERANGAN
1 EX HGU Nagari Koto | Dapat dilakukan | Tanah berasal dari bekas
KARATAL Gaelk pengembangan perkebunan. Kondisi tansh
LIMO Guguak unruk bereda dalam pengurusan
SEJATI Kecamatan | perkantoran dan | pensertifikatan dan
[KLE) Cunung pengembangan membutuhkan anggaran
Talang | pariwisata serta | sebesar Rp, 200,000,000
Kabupaten | pendidikan dan {Dua Batus Juta Bupiah)
Solok pertenian untuk pengarasan HPL
perkebunan gerta dibutuhkan anggaran
sebesar Rp. 150 000,000
(Seratua lima Puluh Juta
Rupiah) untuk program
TORA redistribusi HPL
Bank Tanal,
2 BUKIT Magari Dapat dilakuksan | Tanah berasal dari ex
BUHARTO Aripan pengembargan reboisasi, untuk Bukit
Kecamatan | untuk Buharto depngan luas 1269
X Koio perkamioran dan | Ho dapat dilaksanakarn
Diatas pengembangan proses pensetrtifikatan
pariwisata serta | seluas 10 Ha dengan
Pendidilsan anggaran Bp, 15000000
8/d 20000000,
Sedanghkan untuk siaa
tlanah dengan luas 116 Ha
belum dapat di proses
pensertifikatannya karena
banyak terbit sertifilat
dikuazal aleh masayarakss
dan harus dilakukan
proses pendataan, untuk
hal tersebut dilakukan
upaya mediasi dan jalar
hukum yang
membutubkan waktu dan
biaya yaang belum bisa
diprediksikan.
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NO NAMA LOKASI PEMANFAATAN KETERANCGAN
3 |ExPT. Magari Dapat dilakukan | Untulk lahan Ex HGB PT.
EMDEKI Batang pengembangan | Emdeki Utama Bukik
UTAMA Barus sebagal | Subang seluas 10 Ha yang
BURIK Kecamatan | pengembangan berada dalam kawasan
SUBANG Gunung TINIEN, konservasi Hutan
Talang Pariwisata dan
Perkantoran
4 [EXPTL Magari Dapat dilakukan | Unhuk tanah EX PT.
GRENANINDO | Sungai untuk Grenadindo dengan haas
Nanam pengembangan 350 Ha, untuk lahan
kecamatan | pertanian, tersebut telah dilalukan
lemban perkebunan, | upava awal
gumanii partwizata dan | mengumpulkan dokumen
Perkantoran dan telah mendapat legal
serta UMEM opind dari Kemenkumham
dan untuk pengurisan
dan pendataan lahan
sampal proseg
pensertifiatan HPL Ex PT,
Grepanindo dibutuhkan
| anggaran sebesar 500 Jute
| sfd 1M
i} KEBUN TEH | Nagari Afe | Dapat dilaluksn | Kebun Teh Solinda dengan
S0LINDA Batumbuak | untul | luas 14 Ha sudah
Kecamatan | pengembangan dilakuksn proses
Gunung pertanian, penszsertifikatan dan telah
Talang perlkebunan, | sampai pada tahap
pariwisata den | pengukuran yang menjadi
Perkantoran | dua bidang dikarenakan
serta UMEM i berbatas sempadan
| dengan jalan dan untuk
. menyelesalkan sertifikat
tersebut dibutuhkan
| anpgaran 20000000 -
5.000.000,

Sumber: Bidarg Administras] Fertonahon OFREFE 2025

Pada indikator Indeks Kepuasan Aparatur ada 10 (sepuluh)
unsur pertanyaan yang diukur untuk menentukan tingkat kepuasan
aparatur terhadap pelayanan kantor vang dilakukan. Peninglkatan
Nilai Indeks Kepuasan Aparatur DPREKPP dan tahun ke tahun
didukung cleh komitmen semua aparatur untuk terus memperbaiki
pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dan jelas.
Sehingga hasil yvang akan dicapai dapat dirasakan manfaatnya.
Peningkatan kinerja DPREPP jupa tidak terlepas dari dukungan
anggaran yvang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Adapun
ketersediaan dan realizasi anggaran untuk mencapai target kinerja
DFRKPF Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9.
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Tabel 2.13
Ketersediaan dan Realisasi Anggaran untuk mencapai Target Kinerja DPRKPP Tahun 2021-2025
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Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran DPRKPP dari Tahun 2021
hingga 2024 cenderung mengalami kenaikan yaitu sebesar 33,02%.
Sejalan dengan hal tersebut, realisasi anggaran dari Tahun 2021
hingga 2024 juga mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar
43,93%. Anggaran yang tersedia tersebut merupakan penunjang
untuk mencapai target program dan kegiatan. Periode 2021-2025
DPRKFPP rata-rata memiliki 8 (delapan) program dan 37 [tiga puluh
tujuh) kegiatan termasuk kegiatan penunjang di secretariat dan juga
kegiatan yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus
dipemuhi.

4.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN
Beberapa kelompok yang menjadi sasaran layanan DPRKPP adalah:
1) Masyarakat terdampak bencana

Masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti tanah
longsor, banjir, angin puting beliung ataupun bencana
kebakaran akan diberikan bantuan berupa bahan bangunan
atau konstruksi sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami
ataupun bantuan senilai Rp.20.000.000/unit rumah.

2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR)

Kelompok ini termasulk dalam sasaran utama layanan DPRKPP
karena merupakan kelompok yang paling membutuhkan
bantuan di sektor perumshan. Yang termasuk di dalamnya
adalah masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di kawaszan
kumuh, kemudian masyarakat berpenghasilan tidak tetap
seperti pedagang kecil, petani dan buruh  harian yang
penghasilannya tidak stabil. Termasuk di dalamnya masyarakat
yang tidak memiliki rumah dan terpaksa menyewa dengan biaya
yang memberatkan.

3] Masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni

Masyarakat yang tinggal di mumah tidak layak huni berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan. Rumah tidak layak huni tersebut
adalah rumah yang tidak memenuhi standar minimal keschatan,
keamanan, dan kelayakhuni-an untuk penghuninya. Seccara
umum, Kriteria rumah tidak layak huni mencakup konstruksi
bangunan yang membahayakan, luas ruangan yang tidak
mencukupi, kurangnya pencahayaan dan ventilasi, serta kondis;
sanitasi yang buruk. Bantuan yang diberikan sebesar
Rp.20.000.000/unit rumah.

4)  Pelaku Pembangunan/Developer

Kelompok ini  berperan schagai mitra strategis dalam

mewujudkan program perumahan. Yang termasuk di dalamnya

a. Pengembang perumahan: Pihak swasts yang membangun
perumahan, terutama untuk MER. Pengembang juga
berperan dalam penyerahan PSU perumahan ke Pemerintah
Dacrah Kabupaten Solok untuk selanjutnya dapat divnsulkan
untuk peningkatan kualitas PSU di Perumahan dan
Permukiman.
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b. Koperasi dan lembapa keuangan: Orpanisasi vyang
menyediakan pembisyaan atau skema kepemilikan rumah.

c. Asosiasi profesi terkait: Ikatan Arsitek Indonesia ([Al),
Persatuan Insinyur Indonesia (PI), dan ascsiasi lain yang
relevan.

5) Instansi/OPD Lainnya

Untuk Program Penatagunsan Tanah yang menjadi target
layanan DPRKPP adalah [nstansi/OPD lain yang memilik Barang
Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok berupa tanah
vang belum besertifikat. Layanan vyang diberikan berupa
fasilitasi proses pendaftaran sertifikasi tanah.

6) Pemerintahan Nagari dan Kecamatan

Pemerintah Nagari adalah mitra di tingkat tapak vang
memahami kondisi lokal atau kondisi eksisting di lapangan.
Perangkat Nagari juga mengetahui kondisi masyarakat schingga
dapat mengidentifikasi masyarakat vang memerlukan bantuan
khususnya di bidang perumahan. Perangkat Nagari bertanggung
jawab dalam pendataan, verifikasi, dan pelaksanaan program di
tingkat nagari, Badan Musyawarah Nagari juga terlibat dalam
membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan
mengawasi pelaksanaan program.

2.1.5 MITRA DPREKPP DALAM PEMBERIAN LAYANAN

Mengingat urusan perumshan, permukiman, dan pertanahan
sifatnya lintas sekitor, maka mitra perangkat daerah vang perlu
dilibatkan antara lain:

Tabel 2.14
Mitra DPRKPP dalam Pemberian Lavanan
. Nama
E{?{tieggn Instansi/ Peran Utama
Perangkat Daerah
Mitra Bapelitbang Sinkronisasi perencanaan
Internal pembangunan daerah
(Perangiat | Dinag PUPR Pembangunan infrastrukiur dasar
Daerah di permukiman [jalan, drainase, air
Kabupaten) bersih)
Dinas Sosial Pendataan MBR, penanganan
{ -masyarakat terdampak bencana
| BPBD Penanganan rumah rusak alkibat
bencana
Dinas Lingkungan | Pengelolaan lingkungan, sanitasi,
Hidup pengendalian kawasan kumuh
Dinas Kesehatan | Duldingan sanitasi lingkungan sehat
| Dinas Dukcapil Penvediaan data ]‘-:e-p::;du dulkan
untuk basis penerima bantuan
Dinas PMPTSP- Pemberdayaan ekonomi masyarakar
Naker di kawasan permukiman
Dinas Pendidikan | Fasilitasi sarana pendidikan dasar di
kawasan permukiman
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Nama
hategarl Instansi/ Peran Utama
Mitra Perangkat Daerah
Inspektorat Pengawasan, akuntabilitas program
Daerah | ]
Bagian Hukum Harmonisasi regulasi dan produlk |
Setda hukum
Mitra ATE/BPFN Sertifikkasi tanah, redistribusi tanah,
Eksternal Kabupaten reforma agraria

Kementerian PKP | Dukungan program nasional bidang
(Balai Perumahan, | perumahan dan infrastruktur

Balai Prasarana permukiman

Permukiman

Wilayah|

Pemerintah Kolaborasi program perumshan dan
Provinsi permukiman skala provinsi )
Lembags Fasilitasi kredit perumahan rakyat
Keuangan/Bank | (KPR) subsidi dan pembiayaan rumah
_'Ijmrelﬂper | Penyediaan perumahan lavak huni
Organisasi Pendampingan pemberdayaan

Masyarakat/LSM | masyarakat di kawasan permukiman
Perguruan Tinggi | Dulungan kajian akademik,
penelitian, dan teknologi tepat guna
Masyarakat/ Mitra penerima manfaat selealigus
Nagari partisipan dalam program

= _perumahan & permukiman .
Sumbser: énes Perurnchan Rekgpal, Kodasan Permukimmn den Peranahen 3025

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPRKPP
2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DPRKPP

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi
(realita)] yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara
realita/capaian pembangunan pada saat perencanaan dibuat dengan
kondisi ideal yang harusnya tersedia. Peran Pemerintah adalah
menjaga agar tidak muncul permasalgshan dan menyelesatkan
masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.
Permasalahan yang diangkat merupakan perumusan dar
permasalahan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan vang dicapai saat ini dengan vang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dj
masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, Peran
Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan
menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian
wewenang. Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah di

Kabupaten Solok yang berdampak terhadap capaian kinerja DPRKPP
berikut ini;
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Tabel 2.15
Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah DFRKPP

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum Masih terbatasnya Masih terdapatnya
Meratanys ketersediaan perumahan dan kawasan

pembangunan infrastruktur dasar dan | permukiman yang tidak
infrastrukiar infrastruktur strategls | dilengkapi PSU

Magsih terdapatnya
perumahan yang belum
melakulean gerah terima PSU
dari Developer ke
Pemerintah Daerah

Minimnya lahan vang clear
and clean untuk
pembangunan infrastruktur

Masih rendahnya Kurangnyva kesadaran
kualitas infrastruktur | masyarakat dalam

dasar dan infrastruktur | pemeliharaan infrastruktur
strategis publik

Belum adanya
pembangunan tahan
bencansa

| Belum optimalnya
| penanganan rumah
terdampak bencana

Belum optimalnya perbaikan
rumah tidak layak huni
untuk Magyvarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)

Belum gptimalnys
peningkatan kualitas
Rawasan kumuh

Belum optimalnya
peningkatan kualitas PSU
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Belum adanys review
berkals terhadap Regulasi
dan Kebijakan bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP
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Masalah Pokok Masalah Akar Mazalah

Belum optimalnya
penyediaan database
infrastruktur yang valid

Belum optimalnya kualitas
dan kuantitas SDM
pengelola infrastrukour

Helum Optimalnya tenaga
kongtrukesi yang bersertifikat

L - 1= =3
Sumber: Dinas Perumahan Rakyof, Kowasan Permukiman den Pertanohan, 2005

Berdasarkan data yang di publish pada Kabupaten Solok dalam
angka Tahun 2024 cleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok
terdapat 428 kejadian bencana pada Tahun 2023 dan 359 kejadian
bencana pada Tahun 2022 vang tersebar di 14 kecamatan di
Kabupaten Solok, Kejadian Bencana terbanyak terjadi di Nagari Bukit
Sundi yaitu sebanysk 361 kepala keluarga vang terdampal bencana
sedangkan untuk kecamatan lain, kejadian bencana berkisar antara
1 hingga 24 kepala keluarga terdampak bencana. Berdasarkan
anggaran yvang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun
2024 hanya tersedia anggaran untuk 8 unit rumah korban
terdampak bencana schingga masih sangat jauh dari cukup untuk
bisa mengcover pemberian bantuan untuk seluruh korban terdampak
bencana di Kabupaten Solok. Banyaknya masyarakat yang
terdampak bencana menjadi permasalahan  karena dapat
meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana vang
terjadi. Tidak semua masyarakat terdampak bencana yang bisa
mendapat bantuan perbaikan baik berupa bahan konstruksi MAUPUN
bantuan rehabilitasi atau pembangunan rumah.,

Kemudian tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Solok juga menjadi kendala. Pada Tahun 2023 masyarakat miskin di
Kabupaten Solok berjumlah 27.330 jiwa mengalami peningkatan dari
Tahun 2022 dengen jumlah penduduk kategori miskin sebanyak
27.160 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penambahan
jumlah penduduk Tingginya jumlah masyarakat yang masih masuk
dalam kategori miskin vaity memiliki penghasilan di bawah garis
kemiskinan 532,900 rupiah/kapita/bulan berkorelasi dengan tingkat
penghasilan yang juga akan berdampak pada penangan permnukiman
kumuh,

Tingkat kelayakan infrastruktur di Kabupaten Solok tahun
2024 memang telah mengalami peningkatan signifikan, dengan
alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbesar di Sumatera Barat.
Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan pembangunan
infrastruktur melalui DAK untuk meningkatkan kualitas dan
aksesibilitas infrastruktur di berbegal sektor. Namun berdasarkan
data DPRKPP per Tahun 2024 masih terdapat 5.902 Rumah tidak
layak huni di Kabupaten Solok. Rata-rata anggaran yang tersedia
untuk memberikan bantuan bagi rumah tidak layak huni hanya

’ 11-34

L




untuk 5-10 unit rumah. Sehingga penanganan rumah tidak layak
huni masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Menurat Urusan
A. Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Scolok cukup
besar, kondisi ini akan berakibat terhadap peningkatan
kebutuhan akan rumah. Berdasarkan Buku Kabupaten Solok
dalam Angka 2025, terdapal 5902 rumah tidak layak huni dan
sampai saaf ini belum ada angka pasti untuk rumah tangga yang
backlog atau belum mempunyai rumah sendin. Banyak faltor
yvang menjadi penyebab adanya Rumah tidak layak huni,
diantaranya ketidakmampuan masyarakat untuk membangun
rumah yang layak huni dan ditimpa bencana karena Kabupaten
Solok merupakan daerah rawan bencana. Masyarakat belum
melek untuk membangun rumah antisipasi bencana.

Perumahan dan permukiman yang ada belum tertata dan
prasaranga sarana utilitas (PSU) belum terpenuhi dengan baik.
Belum tertatanya perumahan dan permukiman bisa dilihat dari
banyaknys rumah/bangunan yang melanggar batas sempadan
jalan dan badan air. Masih banyaknya perumahan dan
permukiman yang belum memenuhi 7 (tujuh) kriteria PSU yaitu
akses air minum, akses sanitasi, akses jalan, ketersediaan
drainase, ketersediaan sarana pengumpul/pengelolaan sampah,
ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum,

B. Urusan Pertanahan

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam
pembangunan infrastrukctur. Kejelasan status tanah menjadi
keharusan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan
didanai melalui APBN, DAK dan bantuan pemerintah lainnya, Di
Kabupaten Solok permasalahan tanah cukup rumit karena status
tanah ulayat. Pembangunan sering terkendala karena rumitnya
pembebasan lahan.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok vyang telah
tercatat 1.281 objek dan yang telah disertifikatkan sampai tahun
2023 sebesar 31,54 persen atau 404 persil. Selama tahun 2024
dilakukan upaya-upaya pensertifikatan lahan milik pemerintah,
sehingga persil tanah vang dikuasai Pemerintah Dacrah
Kabupaten Solok meningkat menjadi 1.372 dan telah
disertifikatkan sebanyak 784 persil atau 57,14 persen. Persil
tanah yang ada sebagian besar sudah terbangun. Sementara saat
ini diperlukan persil tanah dalam kondisi tanah kosong agar bisa
dilakukan pembangunan infrastruktur terutama untuk
pemenuhan pelayanan dasar. Sengketa tanah juga masih banyvak
terjadi di wilayah Kabupaten Solok, pada tahun 2022 jumlah
sengketa, konflik, perkara dan permasalahan pertanahan yang
telah difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 38 persil.
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2.2,2 1SU STRATEGIS

[su Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan
pembangunan karena mempunyai dampak yang signifikan. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting,
mendasar, mendesak. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional,
nasilnnal dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka
panjang Kabupaten Solok, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis siluasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya,
sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang. Teknik menyimpulkan isu strategis
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPRKPP

Polensl Daerah

lzu Lingkungan Dinamis Yang Relevan

No yang Menjadi Permasalahan WS BCbel ymg
Kewenangan Relevan Global Nasional Heginnal s Hralegha
1. | Ketersediaan Minimnya lahan Helum optimalnya | 1. Land Use Conflict. | 1. Pengendalian Alih | 1, Keterbatasan Belum Optimalnya
lahan yang hias yang clear and pemenuhan 2. Meningkatnya fungsi Lahan. lahan. Penatausabhaan dan
";L“-” beclu mtl{s.n clean untuk infrastruktur yang | ponflik pemanfastan | 2. Pengamanan dan | 2. Permasalahan Pemaniaatan Lahan
m"“”‘""‘“‘m uﬂﬂtlmnl Femhﬁﬂgunml berkelanjutan tanah akibat Penarausahaan Senghketa, Konflik milik Pemerintah
p infrastruktur keterbatasan lshan | Barang Milik Negara | dan Perkara Dacrah untuk

dan tumpang tindib
kepentingan,

A Tuntutan global
terhadap
pemaninatan tanah
yang mendukung
Tujuan
Permbangunan
Herkelanjutan
|8D0OGs),

3. Ketidaksesualan
pemanfaatan tanah
dengan Rencana
Tata Buang Wilayah.
4. Belum seluruh
bidang tanah
berzertifikar
sehinggn berpotensi
menimbullkan
konflile.

Pertanahan akibat
tumpang tnrdibnya
penguasaan dai

pemanfantan lahan.

Pembangunan
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Potenst Dasrah

Izu Lingkungsn Dinamis Yang Relevan

Z. Tuntutan ghobal
terhadap penyediaan
infrastruktur dasar

2. Maaih terdapat
perumahan yang
blam mementhi

2. Masih terdapiat
kawasan

permukiman dan

No |  yang Menjadi Fermasalahan BIALIS yang trategis
Kewenangan Relevan Global Nasional Regional b

2. | Data Baseline Belum optimalnya | Belum optimalnya | 1. Tuntutan global 1. Program Masional | 1. Kawssan kumuh | Belum optimalnva
Numerik Delineasi | penlngkatan pemenuhan terhadap kota dan terkait peningkatan | terkonsentrasi di PeEnANRNAn
Kawasan Kumuh kualitas Kawasan infrastruktur yang | permukiman yang keuatitas ataupun pusat kegiatan, kawasan
di Kabupaten kvimuh berkelanjutan inklusif, aman, pembangunan bantaran sungai, permukiman kumuoh
Solok tangguh, dan infrastruktur dasar, | atau wilayah rawan | secara terpadu

berkelanjutan sesuai | 9 pnfrastruktor bencana.
Agenda PBB tentang | dasar di kawasan 2. Terbatasmya
Tujuan |:|_|.11|:|E|.ng:.'tnan kumuh belum anggaran daerah
Berkelanjutan memenuhi standar | untuk penanganan
[5DG= 11). teknis. kawasan kumuh
2. Meningkatnya 4. Penanganan secara menyeluruh.
urbanizas! giobal kawasan kumuh 3. Program
vang fldak diimbangi | memerlukan PEnANGANAn
penyediaan hunian kolaborasi kawasan kumih
dan infrastruktur pemerintah pusat, belum sepenuhnya
layak daerah, dan terintegrast lintas
masvarakalt, OPD.

3. | BEecukupan lahan | Masih terdapatnya | Belum optimalnya | 1. Komitmen global 1. Eewajiban 1. Kerusakan dan Belum Optimalnya
dan kerjasama perumahan yvang pementhan untuk menjamin pemerintah daerah keterbatasan penyediaan dan
yang halk dengan | belum melakukan | infrastruklur yang | akses air minum, dalam menyediakan | kapasitas PSU peninglkatan kualitas
stakeholder terkait | serah terima PSU berkelanjutan sanitasi, dan PSU permukiman akibat usia dan PSU Perumahan dan

dari Developer ke lingkungan schat sesual standar kurangnya Karwasan
Pemerintah Daerah (EDGs 6.dan 11), nasional. pemeliharasn. Permukiman
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Potensi Daersh
Kewenangan

N

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan

tidak dilenglapi
PEL

Pe T Isu ﬁl'.:l.HE FANEZ ~
e Global Nasional Regional

Belum optimalnya Belum optimalnya | YANH ramah kewnjiban perumahan vang
peningkatan pemenuhan lingkungan dan penyediaan dan belum dilenglap
kiralitas Pall infrastraktar yang bﬂrkﬂiﬂ.ﬂjutﬂ.ﬂ. gerall lerirna PSU. PSL atan
Perumahan dan berkelanjutan 3. Infrastrulctur kualitastiya betum
Kawazan permukiman memadai.
Permulkirman dituntut adaphif
Masih terdapatnys | Belum optimalnya ET:ZI“P hﬂn‘iJ;r'
lawasan pemenuhan mﬂ' <
permukiman dan infrastrubetiur yang | © o e
perumahan yvang berkelanjutan

Isu Strategis

4. | Sistem mitigasi
penanganan
bencana yang
memadai

Belum adanya
pembangunan
tahan bencana

Maszih rendahnya
upaya mitigasi dan
adaplasi terhadap
perubahan ikl

Belum optimalnya
penanganan mumah
lerdampak bencang

Masih rendahnya
upaye mitigasi dan
adaptasi ferhadap
perubahan iklim

1. Perubahsan iklim
(elimale change] dan

dampaknya terhadap
bencand

1 hidrometeorologi

yang berdampsk
pada permukiman.

2. Pendekatan global
yang menekankan

L. Indonesia
merupakan wilayah
rawan gemp,
banjir, longsor, dan
benicana
hidremeteorologi.
4, Belom selurah
pembangunan dan
rehabilitng rumah

1. Banyak
permuldman berada

di kawasan rowan
banjir, longsor,
Eempa, atau abrasi,
2. Minimnys
gogializasi dan
penerapan landar
telenis rumah aman

pencegahan, mienerapkan standar | bencans.
mifigasi, dan rumah arman
kesiapsiagann bencana.
dibandingkan 3. Penanganan
penanganan dariral perumahan
| scmata pascabencana

Belum optimalnya
upaya mitigasi dan
penAnganan rumah
terdampak bencana
bencana




Potenai Dasrab " , Lingkungan Dinamis 1
Mo yang Menjadi Permasalahan Isuu KLHS yang i = b Isu Strategis
Kewenangan Relevan Global Nasional Regional :
({Pengurangan Resiko | memeriukan sinergi
DRR). pusal—daerak—
3. Prinsip build back | masyarakat.
befter dalam
rehabilitas] dan
rekonstruksi
permukiman,
9. | Data Rumah Tidak | Belum optimalnya | Belum optimalnya | 1. Ketidaksetaraan 1, Masih tingginya 1. RTLH Belum aptimalnya
Layalk Huni perbaikon rumah LipeayE global |global Keberadaan RTLH terkonsentrasi di pementithan hunian
tidak layale huni pengentasan inequality), yang membutuhkan | kawasan perdesaan, | layak bagi
untuk I-iﬁs_l.r_wakat kemiskinan 2, Komitmen global penanganan pingpiran kota, atan | Masyarakat
Berpenghasilan untuk menjamin berkelanjutan, wilayvah rawan Berpenghasilan
Rendah (MBE) hunian yang layak, khususmya bagi bencana. Rendah (MBR].
aman, dan MER. 2. Partisipasi
berkelanjutan bagi 2. Kewajiban mosyarakat dalam

sCIA,
3. Hunian tidak
lavak berlontribys
terhadap masalah
keschatan akibat
sanitasi dan kualitas

linglungan yang
burule

pemerintah dacrah
dalam menyediakan
hunian lavak hagi
magyarakat
berpenghaszilan
rendah.

3. Hasil perbaikan
RTLH belum
sepenthnyn
memenuhi standar
teknis dan
keberlan|utan,

pthﬂlk.-l' n ETLH
masih terbatas,
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Potenai Daerah Isu Lingkumn Dinamis Yang Belevan
No | yang Menjadi Permasalahan R ST iad . e . Isu Strategis
Kewenangan Relevan Global Nasional Regional
6. | Pemenuhan EBelum optimalnya Belum optimalnya | Tantangan global Bislem data yang Data infrastruktur | Belum optimalnya
standar penyediaan pemenuhan dalam belum terintegrasi perumahan dan tata kelola
konstruksi dan database infrastruktiur yang | mengintegrasikan menghambat permukiman masih | pembangunan dan
keterlibatan infrastruktur yang | berkelanjutan data lintas scktor perencanaan dan tersebar dan belum | pengelolaan
semia stakicholder | valid dan lintas wilayah evaluasi terstandardizasi. infrastruakiur yang
dalam pembangunan. berhagis data, SHM
ﬁ'ﬂ:m Belum optimalnya | Rendahnya KEebutuhan global Masih terbatasoya 1. Jumlah SDM :;j::g;?:; o
krualitss dan kapasitas SDM terbisclap SDM yang | SDM yang memiliki | pengelola masynrakst.
kuantitas SDM dalam pengelolaan | kompeten dalam sertifikasi teknia infrastruktur belum
pengelola infrastruktur perencaAnaan, sesual standar sebanding dengan
infrastruletur pembangunan, dan nasional. beban tugns dan
pengelolaan luias wilayah
infrastruktur layanan.
berkelanjutan. 2. 5DM pengelola
infrastruktur di
daerah belum
seluruhnye
memiliki sertifiba=i
teknis.
Belum Optimalny: | Rendahnya Pembangunan Sertifikasi tenagn l. Ketersediaan
benega konstruksi kapasitas S0M infrastruktur global | kerja menjadi syarat | tenaga kerja
yang bersertifileat dalam pengelolaan | menuntut tenaga penting dalam konstrulesi
infrastrukiur kerja konstruksi menjamin kualitas bersertifikat masih
vang kompeten dan bangunan dan egangal terbatas.
Iersertifikaai untuk keselamatan kecja. 2. Jeicalk i
menjamin muty dan i S
1 kesclamatan. lembaga sertifikasi
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Potenai Dasrah

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan

Mo yang Menjadi Permasalahan Tsu ELHS yung Isu Strategis
Kewenangan s Global Nasional Regional
menjadi kendala
bagi tenaga
konstruksi lekal,
3. Rendahnya
jumlah tenaga
bersertifilat
berdampak pada
muilu dan
ketahanan
. - banginan,
Kurangnya Partisipazi Publilk | Tren global 1. Maih kurangnya 1. Rendabinya
kesadaran menekankan Pembangunan keterlibalan dan
p:i?:y?;akm dalam E:tmtngnya Partisipatif ke pedulian
pemeliharaan . ertibatan 2. Pemellha masyvarakat dalain
infrastrulctur publik masyarakat dalam !iﬂi'l'ﬂ-!l-‘tTLl.leL’nﬂl':t-lﬂ.ﬂjh pembangunan
MET A sangat bergantun 2.
E . Kurangnya rasa
.‘_r:ciper]taullutnn i pada pemerintah. memiliki terhadap
inlrastruktur public % Tafrantriltur infrastruktur publik
[ Commurnity Based di lin
Development) cepat rusak akibat ghungan
e penggunaan yang | Permukiman
tictak sesuai dan 3. Belum
rminimmnya optimalnya peran
I{ﬂpﬁ:ﬂu“un. ILE]ﬂ-mpfﬂt
masyarakat dalam
pemeliharaan
inftasirukbar
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Potensi Dacrah lsu KLHS Isu Lingkungan Dinamis ¥Yang Relevan
No yang Menjadi Permagalahan Rﬂ”mj‘:ﬁng Iau Strategis
Kewenangan bl Nasional Regional
7. | Penyusunan, Belum adanya Tata kelola 1, Tren global 1. Reformasi 1. Masih terdapat Belum optimalnya
evaluasi dan review berkala pembangunan micnuntut regulas: Regulasi, Perubahan | kebijakan PKP yang | tata kelola regulasi
harmonizasi terhadap Regulasi berkelanjutar yvang adaptif, kecbijakan nasional mengacy pada dan kebijakan
PerdafPerkacda dan Kebifakan responstl, dan menaniil ketentuan lama dan | bidang Perumahan
Hidang PKP | Bidang Perumahan disvaluagi secars penyesUaian behum dan Kawasan
dan Kawasan berkala mengilouti regulasi daerah menyesuaikan Permukiman.
Permukiman [FKF) dinarmika secara berkals. perkembangan
pembangunan (Good | 3 Masih terdapat | terbaru.
Governance. regulasl daerah vang | 2. Review dan
2, Kebijakan llum sepenuhnya imanltoring repulasi
perumahan dan gelaras dengan belum dilakukan
pormukiman harus kehijakan nasional. | secara sistematis
selaras dengan 3. Regulasi daerah | dan berkala.
prinsip perly mendukung 3. Kebijakan belum
keberlanjutan dan pencapaian SPM eepenuhiya
Tujuan bidang perumaharn menjawab
Pembangusnan dan permukiman. kebutuhan dan
Berkelanjutan permasalahan PEKP
(BDGs 11). i duerah.
A, Perlunya 4, Penyusunan dan
harmonisasi evaluag] regulasi
kebjjakan lintas belum terintegrasi
BEChor. secara optimal,
_, l
Sumber: Dines Perzmahan Rakyat, Kawasan Permikimen dan Perionahan, 2035
n-42




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1, TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERFILIH

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah vyang
terarah, terukur, dan berkesinambungan, maka setiap peranghkat
daerah wajib menyusun Rencana OStrategis (Renstra) sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Renstra menjadi dokumen penting yang memuat arah
kebijakan, program, dan kegiatan yvang akan dilaksanakan oleh
perangkat daerah selama lima tahun, serta harus selaras dengan visi,
misi, dan program kepala daerah terpilih.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi landasan utama
dalam penyvusunan dokumen RPJMD. Viai dan misi tersebut
meéncerminkan arah pembangunan vyang ingin  dicapai oleh
pemerintah daerah dalam periode lima tahun mendatang.

Sangat penting bagl setiap perangkat daerah, termasuk Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Selok, wuntuk melakukan telaah secara mendalam
terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih. Telaah ini bertujuan
agar setinp program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra
dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara
menyelurah, serta memastikan bahwa peran dan fungsi DPRKPP
benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan wvisi
vaitu:

TERWUTUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI
MENUIU MASYARAKAT MADANI NAN SEfAHTERA”

Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima
tahun kedepan yakni: Pemerintahan yang melayani, Madani dan
Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:

» "Pemerintahan Yang Melayani”, dimaksudkan Penvelenggara-
pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerint
dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan
kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayvani.

# "Masyarakat madani”, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingn
mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalarn
membangun, menjalani, memaknai kehidupannyva, taat akan
agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggl nilai-nilai
kemanusiaan sesuai dengan filosofi; "Adat Basandi Syara’, Syara'
Basandi Kitabullah.




= “Bejahtera”, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan
kemiskinan, kebodohan dan rasa talut sehingga memperoleh
kehidupan yang aman dan tentram.

Jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Solok 2025-2029, DPREPP mendukung Misi 4 Bupati terpilih, sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Misi RPJMD Kabupaten Solok Terkait
- ! Tarpget
Misi Tujuan Sasaran lm:r || ani}?;w T:hun
30
Misi 4 Tujuan 1 Sasaran 3 Indels B3.81% | T0,33%
Peningkatan | Meningkatkan Meningkatnys | Infrastrukar
Ekenami Perekonamian Infrastrakiur | Daerah
Berbasis Masyarakat YANE
Potensi dan | vang Inklueif, berkualitas
Sumber Berkeadilan dan | dan
Daya Nagari | Berkelsnjutan | berkeadilan
Berbasis
Potensi Lokal

Sumber : Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2025 tentong RPJMD Tohun 2025-2029

Tupoksi DPRKPP yang akan mempengaruhi indikator pada
Indeks Infrastruktur Daerah yaitu Infrastruktur Permukimen dan
Perumahan vang ditunjang dengan tanah yang telah clean and clear.
Schingga DPRKPP akan secara lansung mempengaruhi Misi 4 Bupat
terpilih untuk jangka waktu tahun 2025-2029.

3.1.2. TUJUAN DAN SABARAN

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra DPRKPP Kabupaten

Solok Tshun 2025-2029 dilakukan secara sistematis dengan

mengacu pada:

1. Norma, Standar, Proscdur, dan Kriteria (NSPK] yvang ditetapkan
oleh pemerintah  pusat, sesuai dengan pembagian wurusan
pemerintahan sebagaimena diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

2. Sasaran RPIJMD Kabupaten Sclok Tahun 2025-2029 sebagai
dokumen induk pembangunan daerah jangka menengsh yang
mermuat visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala dacrah terpilih.

Proses penjabaran tujuan dan sasaran im  dilakukan untuk

memastikan bahwa arah kebijakan dan program DFREPP sclaras

dengan tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten,
gerta berada dalam satu koridor kebijakan sektoral yang konsisten.

Lebih lanjut, penyusunan Renstra DPRKPP juga berpedoman
pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, yang
menekankan pentingnya logical frameuwwork antara dolumen
perencanaan daerah dan perangkat daerah. Instruksi tersebut
menegaskan bahwa sasaran RPJMD harus ditarunkan ke dalam
tujuan dan sasaran Renstra masing-masing perangkat daerah,
melalui proses identifikasi mandat urusan, penyelarasan indikator
kinerja, serta penguatan integrasi program dan kegiatan.

| |
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Sebagai gambaran wisual, kerangka keterkaitan antara
Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan Tujuan
dan Sasaran Renstra DPRKFF disajikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 3.1
Eonsep Renstra Perangkat Daerah

SASARAN ARAH KEBUAKAN [ 15w STRATEGIS |
RPFMID NSFK RPIMD O Ml

wd  Linggrungses dirdmis |

B | J Poleend
EHDE T Q’Xi ﬂﬁ' (o

v -l Bangiaign kerja
ARAH wang merupakan

g KEBLIAKAN cpwasionabus
" M

Bt

et b

STRATEG
I d Tahmpan
| A Tk

1 PEOGALMEEGIETANSUBVEGIRTAN PO

Ui Bpg e | i SRy (L AN DR Ty B SRy iy LITTE S

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
Eenstra Peranghat Daerah

Swmber; Inmendagrl Momor 2 Tahun 2025

Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan
dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab
isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yvang terlihat
pada hasil akhir (final outcome). Sedangkan sasaran merupakan hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat terukur, spesifik dan
dapat tercapai, rasional selama 5 tahun kedepan. Adapun tujuan dan
sasaran seria indikator dalam Renstra DPRKPP tahun 2025-2029
dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:
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Tabel 3.2

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPP

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASAR IMD TUTUAN SABARA NDIEATOR TAHUN KET.
YANG Mﬁfﬁﬂ - i 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(] 2] (] ) G | @ | @ | @ | @& |ty
Meningkatnya Mewujudkan 1. Pergentase Calupan 27,660 53,80 | 56,51 | 59,22 | 61,03 | 63,38 | 65,78
infrostrukiur Ketersediaan Infrastruktur T T %o % S o
yang berkualitas | pepingkatan Permulkiman dalam
dan berkeadilan | gyalitas dan Kondisi Baik
Feinaiyy tan 2. Indeks Tertib 74,81 77 78 79 A0 a1 a2
Perumsalan den Administrasi Pertannhan
Kawasan (ITAP
Permukiman -
yang Layak Huni | 1, Meningkatkan Akses Rumah Tangga dengan 27 66% 53,80 | 56,51 | 59,22 | 61,93 | 63,38 | 65,78
serta mengelola | Hunian Layak, Terjangkau | Akses Hunian Layak, i Yo e o % %o
Pertanohan dan Berkelanjutan Terjangkai dan
gecara clektil Berkelanjutan
B 2. Meninghntnys Persentase 74.81% | 77% | 78w | voes | soes | m1wm | sam
Penyelenggaraan Tertil Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Tanah Administrasi Pertanahan
Pemerintah Daerah S
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Ti1,25 T2 T3 T4 75 Th T
Alcuntabilitas Kinerja Daerah
IMnaa Peruomahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan o
Sumber: Dinns Perumahon Bakgf, Kawasan Permukiran dan Pernrchar, 2035
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3.2 STRATEG] DAN ARAH KEBIJAKAN
3.2.1 PENAHAPAN RENSTRA

Penahapan Renstra bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
elemen dalam rencana tersebut saling terhubung, logis, dan dapat
diimplementasikan dengan efektif Dengan melalui tahapan yang
benar, Renstra akan menjadi panduan yang kuat untuk mencapai
visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penahapan renstra
dimaksudkan untuk penentuan prioritas pembangunan tahunan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPREKPP selama lima

tahun kedepan yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3
Penahapan Renstra DPRKPF
| TAHAP | TAHAF I TAHAF Il TAHAF [V TAHAP Y
) 2026 [2027) (2128] {3029 (2030
(1 21 [EN 4] 5]

Penurunan luas | Penurenan luas | Peourunan lass | Penuranan luss | Pepurunan luas
kawasan kawasan kawasan lcammsan kavwasan
permubkiman permukiman permukimen | permulimean permukiman
dan perumabkan | den perumahan | den perumahan | dan perumshan | dan perumahan
kumuh houereraky kumuh kumuh furmuah
diperkotasn dan | diperkotann dan | diperkotasn dan | dipericotann dan | diperkotaan dan
perdesasn perdesaan | perdesaan pardesaan perdessan
Pencegahan Pencegahan Pencegahan Pencegahan Peficegabian
pertumbuahan | pertirmbuhan pertumbuhan periumbuhan periumbuhen
permukiman permithkimary permulkimean permukiman permulcmman
oumul hara kumuh baru Jourmieh baru kumiih bari kumuh bamu
Penyedisan Penyediaan Penyediaan Penyedigsn Penyedizan
rutnah layak namah mumah lagyak rumaby layak rumnh lavak
hivirl elaf huni dan huni dan huni dan hiuni dan
relokasi alibat relokasi aldbat | relokaed akibat relokasi akibat relokasi akibat
bencana bencans | bencana bencana bencana
Peninghatan Peninghkatin Peningkaton Peningkatan Pentn ghatan
alees rumah glosed rimah akees rumah akses rumah akses rumah
layak huni dan | layek huni dan | laysk hunidan | layak hunl dan | layak hunl ehary
terjanghan terjangkau terjangkau terjenglknu terjangkau
sesuai dengan sesiai dengan sesual dengan eegual dengan seanal dengan
karakisristik karplcteristik karakteristik karakreristik hkarakberiatil
daerah dacrah daerah daerah daerah
Mesmbangun | Membangun Membangln Membangurt Membengun
dan \ dan dan dan dan
menvempurnak | menypempumak | menyempurnak | menyempurnak | menyempumsk
aN Histem an sistem an eistem an skstem an sisbem
informasd informasl informasd informasl informasi
perurmnalan perumahan perumahan perumaban peramahon
Peninghkntan Peningkmtan Ponlnghatan Peninglatan | Peninglkatan
lraakitae kualitas kualitas kualitas Iumlitas
PorETCANANT, PeErencanaan, PETEOLCADEALRL, perencanaat, pCrencanaan,
dan dan den | dan dan
penyelnggaraan | penyelnggarasn | penyelnggaraan | penyelnggaraan | penyeingguraan
pembanguman pembeEngunan pembangunan pembangunen pembangunan
penamiahan perumahan perumahman perumahan perurmahan
Pendataan dan Pendatann dan Pendatazn dan | Pendatsan dan Pendataan dan
pensertifikatan | pensertifikatan | pensertifikatan penscriifikatan | pengertifikatan
tanah milile tanah milile tangh milik tanah milik tanah milik
pemeriniah pemerintah pemerintah pemerintah pemetintah
dimerak daeral dasrah dasrah deerah

Bumber: BFJMD Robupatis Sobk 20252029
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3.2.2 PERUMUSAN ARAH KEBLJAKAN

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan
langkah-langkah /upaya vang akan dilakukan diantaranya sumber
daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untum mencapai tujuan
dan sasaran DPRKPP. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa
dilaltukan satu atau lebih strategi dan kebijakan, Strategi yang akan
dilakukan DPRKPP untuk mendukung keberhasilan pembangunan
daerah dalam lima tahun (2025-2029) secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 3.4 dan Tabel 3.

!
Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran dan Strategi DPRKPP

Tuiuan

Sasaran

Strategl

Sefahtera”

VIS! : *Teruwujudnya Pemerintahan Yong Melayani Menuju Mosyarakat Madani Nan

MISl 4 : Peninglatan Ekonoemi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Mewujudkan
Ketersediaan
Peninglatan Kualitas
dan Keberlanjutan

Permukiman yang Lavak
Huni serta mengelola

dan gptimal

Perumahan dan Kawasan

| Percanahan secara efeldid

Terpenuhinys Akses
Hunian Layalk,
Terjangkau dan
Herkelanjutan

Menurunkan luas kawasan

lpermukiman dan perumahan
kumuh di perkotaan dan
perdesgan

Pencegnhan pertumbuhan
permukiman kumuh bar
|

I]‘ﬁ:n;.ﬂ::li.u‘imn ramah leyak huni
dan relokast pada Kawasan rawan,
bencana

Peningkatan akses rumah layak
huni dan terjangkau sesual
dengan karakteristik deerah

Membangun dan
menyempurnalan sistem
informasi perumakian

i

eningkatnya Tertib
’::Im.in:iatraai dan

Hepastian Hulum Aset

Tanah Pemerintah
Dierah

Pendataan dan pengertifikatan
tanah millk pemerintal dacral

Meninghkatoya
Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Pertanshan

Peningkatan akuntabilitas dan
transparansi penyelenggeraan

pemerintahan

|
Fumber: Dings Peramishan Rokpet, Koussan Permuckinan dan Bertanahen, 2025

L |

-6



Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPREKFPP

{ ARAH KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN |
NGO COPERASIONALISASI NSPK REIMD RENSTRA PD KET]
(1) 12) (4 (3] (5]

1 Meningkatnya infrastruktur [Pengembangan Penurunan luas

vang berkualitas dan kawasen perumahan  |[kawasan permukiman

berkeadilan dan permukiman dan perumahan

layak dan terjangkau (kumuh diperkotaan
{dan perdesaan
2 Memfasilitasi pembangunan Pencegahan

rumah umum, ramah pertumbuthan

swadava, serta penyvediaan permultiman kamuh

lahar untuk MBR baru

3 [Menjamin terperuhinya Penyediaan rumah

rurmah lavak huni, tayak huni dan

menyvediakan prasarana, reloktas akibat

sarang, dan utilitas {PEU) bencana

permukinan, serts |

melakukan penceogahan dan I

peningkatan kualitas

permukiman kumuh
4 Peningkatan akses

rumah lavak huni dan/
terjangloau sesuai i
dengan karakteristik
dasral
5 Membanpun dan
i menyempurnakan
. ‘aistem informasi
iperumahan
f Peringkatan kualitag
perencanasarn, dan
penye|snEgaraan |
In:rnbang'unan
peramakan
| il
Ei 4 [Penyediaan tanah Pendataan dan

]I-.-l:]n.k:unalmn kebijaken . untuk mendukung lp:ns:rtlﬁ.'l-mtaﬂ tanah

penataan peénggunaan tan pembangunan imilik pemerintah

BESUA] TENCANA, TALR. FUENE infrastruktur dacrah

8 iMemngkam}-n feualltas tatn  Meninglatioan Peninghatan
la pemerintahan pksesibilitas, akuntabilitas dan
efektivitas, efisienal, |transparansi
transparansi dan jpenyelenggaraan
akuntabilites dalam  pemerintahan
yelenggaraan

‘ Pemerintabhan

Smber: Dinas Perumahan Rakyal, Rawasan Permukinan dan Petanahan, 3025 -
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran
strategis vang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Bab ini
menguraikan secara rinci program, kegiatan, subkegiatan, dan
indikator kinerja yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok
dalam lourun walktu lima tahun ke depan. Penyusunan bab ini
didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi. Setiap program dan
kegiatan yang diramuskan akan berorientasi pada pencapaian tujuan
dan sasaran strategis, serta merupakan wujud nyata dari upaya
pernerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Bab ini juga menyajikan indikator kinerja yang terukur untuk
setiap subkegiatan, yang akan digunakan gebagai alat evaluasi
keberhasilan implementasi rencana strategis. Dengan demikian,
pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur, dipantau, dan
dipertanggungjawabkan  secara  transparan dan akuntabel.
Diharapkan, melalui implementasi program yang terencana dan
terstruktur, Renstra ini dapat memberikan kontribusi signifikan
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan
berkelanjutan di Kabupaten Solok.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/ Subkegiatan
Renstra DPRKPP

L |




Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DFEKPP

T . ; PROGRAM [ KEGIATAN §
SASARAN RPJMD TUJUAN BASARAN OUTCOME OUTPUT INDIEATOR SUTAREGIA
YANG HELE'I.I'AH : ] : TAN
ol #012) 03] i) i) o) a7
1,04.2. 10,000 020000 - Mnas Perumahan Bakyat, Kawssan Permukiman dan Pertanahan
= Mlenl in M wdkan Persentase Cakupan Infrastrukiur
Hmmznngﬁ-“:n " Iae!'m:ru:&dinan Permukiman dalam Kondisi Baik
ekonoini dan peningsatan [Prrscntnse)
perlindungan kualitas dan
snmEial yanng keberlanjuian
adaptil perumshan
dan kawasan
| permukiman Incleks Terib Adminisirasi
- Me Ly
Lnfmna:;ﬁm ﬁﬂ‘ Pertanatian {Indeks|
yung berkualitus | poonownin
dan berkeadilan pertznahan
secarn elektif Meningkatkan Fumah Tangga dongan Akscs
dan optimal akses hunian Hunlan Layak, Terjanghkan dan
layak, terjungkan Berkelanjutan )
dan
herkelnnjutan

Terpenuhinya rumah

layale huni bagi
korban bepcane dan
yang terkena relokasi

akibat program
pemeri tah

Persentase warga negara korban
bencana yang memporeleh remah
layak buani %)

1.04.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
FERUMAMAN




NSFK DAN
SASARAN REJMD

TUJUAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM /[ XKEGIATAN (| Lo

Terverifikasings Dokumen
Data Bakal Calon Penerimu

Rumah bagl Korban

Beneana }[ahupﬂ.iﬂnfxﬁta

: SASARAN SUBKEGIATAN
T”m Mm =I5 Sirwan . . - ey
= . S -_M} ! x m-‘_ ﬁ'lk m :ﬁ' I'm' I
Persentase Warga Negarn yang 1,044,102 - PROGRAM
terkena relokasi skibat Program PEMOEMBANGAN
Pemerintah yang mempemlch PERUMAHAN
fasilitasi penyediaan mumah yong
layak hunb )
Tersusln dan Jumlah Dokumen Data Bakal 1.00D2.2.01 - Persdaiasn

Calon Penerlma Bumah bagi
Kochan Bencana Kabupaten f Kota
yang Terverifikasi (Dokumen]

Fenyedinan dan Rehabilitasi
Fumah Korban Bencana ata

Eelnkasi Program
Eabnrpaten Koln

Juminh Dokumen Data Bakal
Calon Penerima Bumah bagi
Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program
Kabupaten Kotn yang
Terverifikasi [Thorkumenj

1.04.02.2,01 - Pendataan
Penyediann don Rehabilitnsi
Rumah Horban Bencoaman otz
Relokasi Program
Eabupaten |/ Kota

Jumlnh Dekcurmen Data
[dentifikasi Lahan yang Potenstal
Sebagai Lokasi Relokasi
Perumabhan {Dokumen)

1.04,02.2.01 - Pendataan
Penyediann dan Rehabilitasi
Eurmah Korboon Bencorna atoog

Relokasi Program
Eabupaton | Kotn

Jumiah Dokumen Data Bumah di
Loka=i Fuwsnn Bencana
Eabupaten,/ Kot {Dokumen|

1.0:.02.2.01 - Pendataan
Penyvediaan dan Rehabilitasi
Rumah Horban Benoana atau
Eelnkasi Progriam
Eabuprten Koty

dumlah Dokumen Data Rumah di
Lokasi yang Berpotensi Terkena
Relokasi Program
Kabupaten/Kota {Dokumes|

1.04.82.2.01 - Percdalann
Penvedinan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana aism
Relokasi Program
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NEPK AN
SASARAN RPIMD)

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM [ KEGIATAN [ | oo

TANG RELEVAN

SUBKEGIATAN

B

Eﬂhupﬂ:nfl’l’um‘. )

Jumish Dokumen Daia Rumah
Korban Bencana KabixpatenfKots
Kejadian Sebelumnya yang Balum

Tertangani [Dokumen)

1.044.02,2.01 - Pendataan
Penyediaan dan Rohabilitasi
Bumah Karban Bencana atau
Relokasi Program
Eabupaten ! Kota

Jumlah Dokumen Data Rumah
Sewa Milik Masyarakat, Rumah
Ausun, dan Bumah Khusus
(Dol n|

1.04.02.2.01 - Pendataan
Penyedizan dan Rehabilitasi
Eumah Korban Bencana atan
Relokass Program

Kabuprien Kot

Jumlah Dokumen data Bumah
yang Terkena Bencania
Kabipeiten ! Kota berdasarkan

1.049.04.2.01 - Pendataan
Penyedinnn dan Rehabilitnsi
Rizrrmah Korhan Benmmna ataii

Tinglat Kerisakan Bumah Relolasi Program
(Dakwmen| Kabrupaten ) Kota
Jumish Dokumen Data 1,04,02.2.01.0002 -

Identifikasi Lahan yang Potensial
Sebagni Lokasi Relokasi

Identifikas] Lahan-Laham
Polensial sebapal Lokasi
Relokazi Perumahan

Jumbih Dekumen Datn Bomah
Korban Bencana Kabupaien ) Kota
Kejadinn Sebelumnya vang Behaim
Tertangani (Dokuwmen)

104062 2.001 0003 -
Pengumpulan Data Rumah
Korhan Bencann Kejadian
Sebelumnya yang Belim
Terlangani




FROGRAM / KEGIATAN [ | Lo

SASARAN RPRIMD TLLILAN OUTCOME INIMEATOR
Y AN R!:I..E."'-".P}"H : - ) SUBKEGIATAN
T i 1 e ) = Ty
Jumlah Dobkumen deta R 1.04.02.2.01,0004 - Pendataan
yang Terkenn Bencans Tingkat Kerusakan Eumaks
Kabupaten, Kota berdasarkan Alibat Bencana

Tingkat Keruegakon Bumah
[Dokiumen)

Jumlsh Dokumen Data Rumah
Servn Milike Masyarakot, Rumah
Busun, den Bumih Khuases
(Calcumemn|

1.04.02 2,01 0006 - Pendatann
Ruimah Sewa Bilik
Masyvoarakat, Bumah Susun
dan Fumsah Khusus

Jumiah Dokumen Data Rumal di
Lokasi yang Berpoiensi Terkenq
Relobsal Program

Eabupaten fKeta [Dokumen)

104,022 01,0007 -
Identifikas: Perumahan di
Liokaal yang Herpobars
Terkena Relokasi Program
Kabupaien Kotz

Jumlah Dokimmen Data Ep;k.:g_l
Calon Penerima Rumah bagi

LO4.02.2.01.0008 - Pendatoan
don Verifikasi Calon Penerima

Masyarakat yang Terkena Rumah bagi Masyarakat yang
Relokazl Program Terkena Kolokasi Progriom
Kabupaten/Kots yang Kabupalen/ Kotn

Terverifikasi (Dolkumen|

Jumish Dokuamen Data Rumab di | 104,02 2.01.0000 -

Lokasi Rowan Bencana [dentifikasi Perumahan di

Kabupaten /Kota {Dokumen|

Lokasi Rawan Bencana
Kabupaten Kotn

Jumlah Dokumen Datn Balis]
Calon Penerima Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten /Hota

yang Terverifiloasi [Dokumen)

P02, 20100140 - Pendatasn
den Yerifikasi Calon Pensrima
Rumah bagi Korban Bencana
Kabugpaten /Kota




NEPE DAN

BABARAN RPIMD TUJUAN OUTCOME aUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
YANG RELEVAN ' SuskanTN |
e foz (o4 e e o)
Terlnlsrnarnyd Jumlah Bumah bagi Korban 1.0:4.02.2.03 - Pembangunan

Pembasgunan dan
Rekabilitasi Rumah Korban
Benicana

Beneana Kabupaten/Kota yang
Terbangun (Uit Bumah|

dan Rehabilitasl Bumak
Korban Bencana nitou Relokasi
Program Kabupaten | Kota

dimlah Rumah begi Masyarakat
yang Terdampalk Relokasi

Program Kabupateny Kota [Unit
Rumsh)

1.0%,03.2,03 - Pembanginan
dan Rehabilitasl Rumah
Korbun Bencono aton Relokasd
Program Kabupaten /Kotn

Jumlah Rumah Khusus beasrta
PEU bagi Korban Bencann
Kabupaten | Eota [Unit Rumah)

LiKE0E, 2.0 - Pem

dan Behabilitasi Fiemsh
Korban Bencana atau Relolcasi
Program Ef.nbup.pn-.rl.lﬂ Enia

Jumianh Bumah Khusus beseria
PSU bagi Masyarakat yang
Terkena Relokas: Program
Eabupaten /Kot [Unit Bumah)

1.04.02.2,03 - Pembangunam
dan Rehabilitas Bumah
Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten | Knta

Jumlsh Rumah Korban Bencana
Kabupnaten / Koia vang
Tarehahilitast {Unit Rumah|

1.0 02203 - Pembangunan
dan Rehahilitast Bumah
Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota

Jumlsh Bumah pada Lokasi
Relokasi Program
Enbupaten/Kola yang
[Hlaksanskan Operasional dan
Pemeliharaan {Unit Bumash)

104,023,203 - Pembangunan
dan Rehabilitasl Rumah
Korban Bencana alaud Relokasi
Progmam Kabupaten /Kot




NSPK DAN : 3
SASARAN RPJMD TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDIEATOR PROGRAM / KEGIATAN /| ope
YANG RELEVAN - ' SUBKEGIATAN
d.012 ol o1 s | 05 107 o
Jumlah Rumah pada Perumahan | 1.04.02.2.03 - Pernbangunan
bagi Korban Bencana dan Rehabilitnsi Bumah
knbupaten | kota yang Korban Bencana aiau Relokasi
dilakzanakan Operagional dan Program Kabupaten / Kota
Pemelihirasn {Unit Bumah)
dumbah Rumsh Tampgen bagi .04.02.2.03 - Pembangunan
Korban Bencana Kabupaten/Kota | dan Rehabilitasi Rumah
yang Mendapatkan Fazilitasl Korban Bencany atau Relolas]
Penyediaan Rumah {Rumah Program Kabupaten f Kolo
Tangga)
dumlah Rumah Tanggs yang 1.0 032,03 - Permbangiinan
Terdampak Relokasi Program dan RBehabilitasl Rumah
Femerintah Kabupaten/EKoto vang | Korban Bencana atau Relokasi
Mendapnilan Fazilitas Program Kabupaten /Kota
Penyedinan Bumah [Rumah
Tuangga)
Jumlah Rumah Korban Bencana £.04.02.2.08.0001 -
Kabupaten//FKota yang Rehabilitnsi Rumah bagl
Terehabilitasi (Uit Bumah) Karhan Bencana
Jumish Rumah bagi Korban 1,04, 02 2. 03,0004 -
Bencanm Kabupaten/Kola yang Pembangunan Bumah bagi
Terhangin (Unit Bumah) Eorban Bencana
Jumlah Fumalh pada Lakasi 1.041.02.2,03.0006 -
Relokazi Program Operasional dan Pemeliharaan
Kabupaten/Ketn yang Lingkungan Perumahon pada
Dilaksanakoan Operasional dan Felnkasi Program
Pemelibarasn [Unit Bumah) Kabupaten ) Kota
W=7




NSPK DAN

PROGRAM / KEGIATAN /| o

_Ei"uﬁ.hﬁﬁl_! EPJMID TLLIUTAM SASARAN QUTCOME QLUTPUT HDIEATOR - -
YANG RELEVAN : : SUBKEGIATAN
B R a3 fog) _ fosl ; — e o7

Jumlah Bumah Tanggs bagi
Korban Bencana Kobupaten/Kota
vang Mendapatikan Fasilitasi
Fenyedinan Rumah (Eiumah

Tangga)

1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas
Pemyredinnn Rumsah bagi
Korban Hencana
Kabupaten, Kola

Juminh Humah Tangga yoang
Terdampak Belobasi Program
Pemeriniah Kabupaten/Kota yang
Mendagatlean Fasilitasi
Penyedinan Bumah (Rumah

1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi
Penyediaan Rumah bagi
Masyarakal yang Terdampak
Relokazi Program Pemeriniah
Eabupaten fKita

Tangga|
«Jumlah Rumah bagi Masyarakat i_m.u:.:.u':'i'.mm =
vang Terdampal; Reloloua | Pembangunan Eumah bagi

Program Kabuwpaten | Kota (Ui
Rumah]

Kabupaten / Kota

Masyarakat vang Terdampak
Relokasi Progmm

Jumlsh Ramah pada Perumahan
heagi Korban Befeans

10802 2.03.0010 -
Dperagional dan Pemelibarnan

1 kabupaten kota yang Linghungan Perumahan Bagi
dilaksanakan Operaswnal dan Korban Bencana
Pemeliharaan (Unit Rumah) Kabupaten /Kot
Jumlsh Rumah Khusus beserts | 1,04,02.2,03.0011 -

P51 bagi Masyarakat yang
Terkena Belokasi Progrramy
Kabupaten fKota [Unit Rumah)

Pembangunan Rumah Khuasus
beserta PSU bagi Masyarakat
vang Terkena Relokasi
Program Kabupaten / Kota

Jumlah Rumah Khusus beserta
FEU bagi Korban Besicana
Ernhupaten, Kota (Unit Bumah)

L0 02,2, 03,0012 -

P:mha.ngumn Risinah Khismus
beserta FEU bagi Korban |
Bencona Kabupaten/ Kota l

V-8




NEPE DAN

PROGRAM [ KEGIATAN / KET

BASARAN RPIMD TUIUAN DLITCOME OuUTPUT THDTKATOR
| YANG RELEVAN S SUBKEGIATAN
Diterbitkanmya Lein Jumlsh Dokumen Kescpakatan 1.04.02.2,06 - Penerbltan Lzin
Pembangunan dan dengnn Pengembang/ Pelaku Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan | Pembangunan Rumah untulk Pengembangan Perumahan
Pencrbilan ixin Pembangunan dian
Pengembangan Perumahan
Terintegrasi Secara Elektronik
(Thrkumen)
Jumish Dokumen Kezepakatan I-M.ﬂﬂ.ﬂ.ﬂ&.mbll - Fasilitasl
dengun Pengembang/ Pelaku Pemenuhan Komitmen
Pembangunan Bumsh untuk Penechitan Izin Pembangunan
Penerbitan ixin Pembangunan dan | dan Pengembangan
Pengemhongan Perimahan Peramahan Teriintegrasi
Terintegrasi Secara Elekironik Secara Elektronik
(Credoimen)
Meningkatnys Persenluse kawasan kumuh 1003 - FROGRAM |
kualitas leawazan dibmambh 10 ha di kabupaten/kota | KAWASAN PERMUKIMAN
permukiman ditangani 44

Tertanganinya Knwnsan
Fermukiman Kumuh di
lawah 10 Ha

Juminh Laporan Hasil Koeordinasi
dan Sinkronigasi Penyelengraraan
Kawasan Permulaman [Laporan)

1.04,03.2.01 - Penerbitan Izn
Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman

Jumlah Laporan i—m.u Koordinmsi
dan Sinkronizast Penyelenggaraan
Kawazan Permukiman {Laporan)

1.0:.025. 2.01.0004 - Koordinasi
dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Kawnsarn
Permukiman

V-9




MEPE DAN

FROGHRAM / KEGIATAN / Sarr

pomanganan rumah
tidak laynk huani

SASARAN RPIMD | TUJUAN OUTCOME OLTPUT INDIEATOR
'H'A.T'IER!‘.‘I..EU.H.H i i BUBKEGIATAN
w1 03] o o5 o5 S L]
Tv:rln:l-:ul.nanju Penatuon Jumlaly Dokumnen Kehijokan 1.04.03.2.02 - Penataan dan
dan Peningkatan Kualitas Bidang PKP yang Peningkatan Kualitas Kawasan
Kawasan Permukiman Tersusun /Tereviow [ Terle galisnsi Permukiman Kumub d
Kumuh dengan Luas di [Mradozmen) Luaz di Bawsh 10 (Sepuluh)
Bawah 10 [SBepuluh) Ha Ha
Jumiah Dokumen Kebijakan B04,03.2.02 0008 -
Bldarng PEP yang Penyusiinan ) Review ! Legalisan
Tersusun ) Tereview ! Terlegalisasl | i Kebijokan Bidang PKP
o ) (Bnlcuamen|
Terlaksanenya Peningkatan | Jumlah Rumah Tidek Laysk Hunl | 1.04.03.2.03 - Peninglkatan i
Euﬂﬂ:m_ Kawasan srargr Diperhaiki (Unit Rizmah) Kualitngs Kewngarn
Permukiman Kumih Permukiman Kumub deraan
dengan Lisis di Bawah 16 Luas di Bawah 10 [Sepiluh)
[Sepulubh) Ha Ha
Jumbih Rumsh Tidak Layek Huni | 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan
yang Diperbaiki (Linit Rumah)| Rumah Tidak Layak Huni
Tercapainya Berkurangnya wndt RTLH fumlah 104,04 - PROGRAM
peningkilian (Fumah Tidak Layak Huni| (%) PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH

Terlaksananys pencegahan

perumahan dan

permukiman kumuh di
Tuar kawagan permukimon

Eumuh yang lelah
ditetnploan

Jurnlah FEumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terbadap
Tumbuh dan Berkembangnym
Permukiman Kamuh Ji Laar
Kawason Permukiman Kuinih
dengan Luas di Bowah 10
[Gepuluh] Ha yang Diperbaiki
[Uniit Ruserahj

1.04.04 . 2.01 - Pencepahan
Perumahan dan Keawessn
Permukiman Kumuh pada
Daernh Kabupaten, Kols

v-10




NSPK DAN

PROGRAM / KEGIATAN /| Lo

SASARAN RPJMD TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDTRA
YANG Rﬁgﬁ.ﬂ i TOR. SUBKEGIATAN
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | 104.04.2.00,0001 - Perbaikan
untuk Pencegahan Terhadap Rumah Tidak Layak Humni
Tumbuh dan Beckembangnya untuk Pencegnbhan Terhadap
Permiikiman Kumuh di Luar Tumbuh dan Berkembangnya
Kawssan Permukiman Kumuh Permuldman Kumuh e Liar
dengan [uas di Bawsh 10 Kawasan Permukiman Kumuh
[Sepulul) Ha yang Diperhaiki dengan Luas di Bawah |0
(Unit Rumakh) |Sepuhih) Ha
Menisglatnya Pergentase Permukiman yang 1.04.05 - PROGRAM
penyedigan PSU Sudah Dilengkapi FSU PENINGEATAN PRASARANA,
permukiman [Prosarana, Sarnna, dan Utilitas BARANA DAN UTILITAS UMUM

Umnam) (Perseninse)

(s

T'I:.l“‘afdhh.nfn FsL
Perumahan yang
menumjang foge hunian

Jumlbah Dokumen Perencamamn
Penyediaan PSU Perumahan
(Dakumen|

1.04.05.2.01 - Urusan
Pemyelenggmman P51
Perumsahan

Jumlah Laporan Hasil Koordinesi
dan Sinkronistsi dalam rangka
Fenyediann Praserans, Sarana,
doan Wtilitas Umum Perumohan

|Laporam)

1.04.058.2.0]1 - Urusan
Penyelenggaraan F5U
Perumahan

Jumlah Laporan Hasil Serah
Terima FEU Perumahan yang
Terverifikasi dari Pengermbang
[Laporan|

1.04.06.2.01 - Urusan
Penyelenpgaraan PSL
Perumahon

Jumtah Lokasi Perumahan yang
Digecinkan Prasaranas, Sarana,
vy Utilitae Umiim (Leodenei)

1.04.05.2.0]1 - LUImizan
Penyelengearaan FSU
Perumahan

v-11




. NSPK DAN
BASARAN RPJMD

TUIUAN

PROGRAM / KEGIATAN /| Lo

S, OUTCOME KATO
VANG RELEVAN | i SUBKBGIATAN
Rl ! 03y 04 jos) T
Jumlah Lokazi PSU Perumahan [.04,05.2.01 - Urnsan
yarg Dilaksanakan Perbaikan Penyelenggarann PELT
[Lodemsd) Pernumahan

Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyediann PRL Porumahan
(Cwlovmnen|

1.04.052.01.0001 -
Perencansan Penyediaan PSL)
Penuminbamn

Jumlah Laporan Hasil Koordinas
dan Sinkronisasi dalam rangka
Penyedinan Prasarams, Sarna,
dan Uddlitas Umum Perumahan
[Laporian)

104 052,01 .00E - Koordinmsi
dan Sinkronisasi dakim rangka

Penyediman Prasarans, Sarana,
dan Utilitas Umum Perumaban

Jumbah Laposan Hasil Serah
Terima PSU Perumahan yang
Tervertfikasi dan Pengembang
(Lagaran)

P04 06 2,00 0000 - Verifikael
dan Penyerahnn PSU
Perumahan dard Pengembang

Jumlah Lokasi PSU Perumahan
yang Dilaksanakan Perbatkan
(Lakasl)

1.04.05.2.01.0011 - Perhpiknn
Prasarnma, Sarana, dan
Utilitas Lmum oi Perormaksan

Jumlah Lokasal Perumahan yang
Drisecliakan Prasarana, Sanana,
dan Utilitas Umum [Lokasi)

1.0k 05,201 .00 138 -
Penyedianan Prasaranda, Sarmna,
dan Utilitas Umum di
Perumahan

v-12




NSPK DAN :
YANG RELEVAN R it IESEATOR SUBKEGIATAN it 2
i3], Gz 03 @4 o5 100) 107) -
Meningkatngs Persentase Sectifikasi dan 1.04.06 - PROGRAM
sertifikas] dan Repgistraz] bagi Ocang atau Badan | PENINGEATAN PELAYANAN
registrasi hagi arang Hukum yang Melaksanalan SERTIFIKAS], KUALIFIKASL,
alau badan hulkum Perancangan dan Perencanasn KLASIFIKASI, DAN
yung melaksanakan Rumah serta Perencanann REGISTRAEI BIDANG
perancangan dan Prasarana, Saruna dan Utilitas PERUMAHAN DAN KAWASAN
perencansan rumeah Umim PEU [Persentase) PERMLUKIMAN
scila perencanaan
Prasarang, Sarana
dan Utilitas Umam
PAU tnglkat
kemampuan
menengah
Diterhitkannys Soertifilat Jumlah Laporan Hasll Koordinasi | 1.04.06.2.00 - Serifikasi dan
dun Register Pengembang dan Sinkrenissasi Penerbitan Registrasl bagl Crang atan
Perumahan dengan Sertifikasi dan Registrasi Badan Hukum yang
Kualifikasi Keoil Pengembang Perumahan dengan Melaksanakan Perancangan
Kualifikasi Kecll (Laparan| dan Perencanaan Fumah sera
Perencanaan Prasarana,
Sarana dan Utilias Umum
PBU Tingheat Kemampuan Kecil
Jumlal Laporan Hasil Koordinasi | 1,04,06,2.01.0001 - Koordinasl
dan Sinkronisasi Penerbitan dan Sinkronisasi Penerbitan
Sertifikasl dan Regisfrasi Sertifikasi dan Registras)
Pengembang Perumahan dengsn Pengembang Perumahan
Kunlifikosi Keetl {Laporan) dengan Kualifikesi Kecl
BMeningkatnys Persentase penyelengparaan tectil
penyelenggaraan ndminlsrrash pertanahan (%)
L Tertib
V-13




. NESPE DAN
SASARAN RPJMD BASARAN OUTCOME UTPUT PROGRAM / KEGIATAN /
YANG RELEVAN ; * INDIKATOR ey KET
o | o) ) 08
Admrinistrass Lot L =
Tanah
Pemerirtoh
Daernh
Meningkatnya Persentase terselesaikannys 2.10.04 - PROGRAM
penyelesaian sengketa kasus tanah garapan belum PENYELESAIAN SENGKETA
tanah prapan bersertifilkat vang dilakukon TANAH OARAPAN
melahul mediasi (%)
Tertanganinya senghets | Jumlah Berits Acara Hasi 2.10.04.2.01 - Penyelesaian
lanah garapan Mediasi Penyelesnian Kasus Bengkem Tanah Garapan
Fertanahan dalam 1 {Satu) dalam Daerah
Dmerah Kabupaten ! Kotn [Berita Kabupaten f Kotn
Acara)
Jumbah Diata Kasus Perfannhan 2. 10,042,001 - Penyelesaian
dalam 1 Balu| Dacrah Sengheta Tanah Garapsn
KabupatenKota {Dokumen) dalam Daerak
Fabupaten | Kota
Jumlah Berita Acama Hesil 210004, 2,01 0004 - Mediagi
Mediasi Penyelesaian Kasus Penyveleanian Kasus
Pertanahan dalaim 1 (Satis) Peranahan dalam 1 {sntua)
Daerah Kabupaten /Kot [Berita Daerah Kabupaten/Kata
Acara)
Jumlah Dats Kasus Pertananhan 2.10.04.2.01.0005 -
dalam 1 {Satu] Daenih Inventarisnsi Kasus
Kabupatsn f Kotn (Thakunmen) Pertanaban dalor 1 {satu]
Draerah Kabupaten/ Kota
IV-14




NSPE DAN ;
SASARAN RPIMD TUJUAN BASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
YANG RELEVAN ; SUBKEGIATAN REL
oy 2] 0 ' i fo5) 1) 107 fowy
Meningkatnya akses Tersedianys Tanah Obyck 2.10.06 - PROGRAM
masyarakat terhadap Landreform [TOL) vang Siap REDIGTRIBUSI TANAH, DAN
Tonah Objel Reforma Diredistribusilcin yang Beranal GANTI KERUCIAN PROGEAM
Agraria [TORA) dari Tannh Eelebihan Maksimum | TANAH KELEBIHAN
dan Tanal Absentes [Persentase} | MAKSIMUM DAN TAMAH
ABSENTEE
Diletapkannya Sobjek dan | Jumlah Dokiumen Hasil ﬂwiﬂuﬁiu-: - Penetapan
Crbjek Rediatribusi Tanak Koordinasi dan Sinkroniaasi Bubjel dan Objek Redmtrbusi
serta Chanti Keruginn Tanah | Penatasn Akses dalam Tanah sertn Ganti Keruginn
Helebihan Maksimum dan | Pemanfatan Redistribasi Tanah Tanah Kelebihan Malosimum
Tanah Absentes cisbrn 1 (Satu) Kabupaten / Kota dan Tanah Absentee dalam 1
{Dokumen| [Batu) Deerah Kobupaten | Kota
Junlah Datla Inventarisast din 2.10.06.2.01.0002 -
Rekomendasi Dh]l‘vl‘:k Fedisirilusi Inventarisasi dan Rekomendasi
Tanah dalam 1 [Safu) Ohjek Bedistribozi Tanah
Kabupalen / Kota [Dokiomen)
dumlab Deloamen Hasil 210006, 2010004 - Koordinssi
Eoordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Penataan
Penatson Akses dalam Akszes dalam Pemanfestan
Pemanfaatan Redistribusl Tanah Redistribusi Tanah dalam |
datam 1 [Bati) Kabupaten Kot (saiu] Kabupaten /Kota
(Dakumen)
mentnglatins Persentase Tansh Ulayat yang | 2.10.07 - PROGRAM |
Emg::]-:-l&m tanah Ditetzpkan [Prracntass) PFENETAPFAN TANAH ULAYAT
BEOME
W-15




MEPK DAN
YANG EVAN

TILIUAN

QUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM | KEGIATAN /
SUBKECIATAN

1

a5

1o}

7

Ditelapkanmva tansh
ulayst

Jumlah Laporan Surve dan
Pemetunn Batas Tangh Uaymi
dalam 1 (Satu] Dacrah
Kabupaten /Hota [Laporan)

2.10,07,2,0]1 - Penstapan
Tanah Ulayat yang Lolmsinysa
dnlem Dacrah

Krbupmien Koy

Jumiah Laporan Surved dan
Pemetonn Batas Tanah Uayat
dalam 1 {Satu) Daesab
Kabtupaten Keta [Laporan)

2.10,07.2.01.0001 - Koordinasi
don Sinkronisasi Survei dan
Pemetann Batas Tanah Ulsgat
dalam | {=atu) Daemab

Kabupaten ) Kota
meninghutinya tertib Fersentase Luas Lokasi 2.00.10 - PROGRAM
]:-:rtnn.uhmjrr;:n Koneelidas! Tanah (Persentase] PENATAGUNAAN TANAH

kepaztian hukum bagl
pemegang hak atas
tanah

sinkronisasi dan
lepnsolsdast kﬂ"tl‘.l#‘l‘lgun
dan perencanssn
peEngrunaan Tanah

Terlaksananyn Eoordinasl,

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
inkmnizas Pelaksanaan
Konaolidagi Tanah Kewecangarn
Kabupalen/Kota (Doekumen)

2.10,10.2.01 - Penggunanm
Tannh yang Ham paranmya
dakam satu Daerah
Eabupaten /Kota

Jumlah Laporan Knnrdinasi don
Sinkronisasi Perencansan
Penggunnnn Toneh dalam 1 [Satul
KabupatenKota (Laporai)

2,10.10.2.010 - Penggunaann

Tannh yang Hamparannya
dalm sati Deierah

Kabupaten,/Kota

IV-16



NEFK DAN : : PROGRAM [ KEGIATAN
SASARAN RPIMD TUJLAN SABARAN DUTCOME OUTPUT INDIKATOR . EUBH]';JGIA"I‘AH ! | ket
YANG RELEVAN 1 - I
Jurniah Laporan Keordinss dan 2,00.10.2.00.001 - Koordinosi
Zinkronisasl Perencanaan dan Sinkronisas! Perencansan
Penggunasn Tanah dalam 1 (Satu) | Penggunasn Tanah
Eabupaten/ Kota (Laparan|
Jumlah Dokumen Koordina=i dan 210,102,001 0043 - Koordinasi
Sinkranisasi Pelaksanaan dan Sinkmmoisasi Pelakaanaan
Konsalklazsl Tenah Kewenangan Kansolidass Tanah
Kabupaten, Kota [Dokumen) Kabupaten, Koka
Meningkatnya Nilai SAKIF Perangkat Dacral
Akuniabilitys (Milaij
Kineria Dinas
Peramahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Pertanabhan
Meningkatnya lnyanan Persentase pemenuhan loyvinan 1.04.01 - PROGRAM
adminksivasl keschretariatan %) FENUNFANG DRUIGAN
keembretal fatan FPEMERINTAHAN DAERAH
perangat didrik EABUPATEN/KOTA
Tersusunnya dokumen Jumilah Dokumen DPA-SEFD dan | 1.04.001.2.01 - Perencanaamn,
perencanaan, Laporan Hasil Keordinasi Penganggartan, den Evalunsi
pengangearan, dan laporan | Peryusunan Dokumen DPA-SKPD | Kinetja Perangkat Daerah

evnhiasi kinera SKPFD

(Dokumen|

Jumlah Laporan Evaloasi Kinerja
Perangkat Dacrah [Laporsn)

104,00 2,00 - Perencanaan,
Pengnnggaran, den Evalussi
Kineria Perangkai Dacrah

W-17




NEPK DAN PROGRAM | KEGIA
SASARAN RPUMD | TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPLT INDIKATOR LREMAIAN G siwy
: SUBKEGIATAN
R . - . -
Rl oz . s ) 105 - 1o} . fow)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan | 104,01, 2010004 - Koordinasd
Lapornn Hasil Koordinasgi dan Penyusunan DPA-SEPD
Penyusunan Dolbumen DPA-SKPD
(Dokumen|
Jumlah Lopornn Evaluasi Kinerja | LO401.2.01.0007 - Evaluasi
Perangkat Daerah (Lapomn) Kinegja P:n.ngkn_t_har:ruh
Tersusunnys laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1.02.01.2.02 - Adminstrasi

keusngan sesual ketentuan | Tahun SKEPD dan Laporan Hasil Keuangan Perangkat Dacrah
Eoordinasi Fenyusunan Laporan
Keuangan Alchir Tahun SKFD

[Lapormn|

Jumlah Orang vane Mencrima 1,001 .2.02 - Adminigtrast
Gaji dan Tunjongen ASN Keuangan Perangkat Daerah
[Orangfiualan)

Jumish Orang vang Menerima 1.0 0002 002,000 ] -

Gajl dan Tunjangan ASN Fenyediaan Gajl dan
(Orang/alan) Tunjangan ASN

Jumlah Laporan Kevangan Akhls 1,04 00, 2.02.00405 - Koordinasi

Tahun SKPD dan Laporan Hasil dan Penyusunan Laporan
Koordinasl Penyusunan Laporan | Eeunngan Akhir Tahun SKPD
Kewangan Akhir Tahun BEFD
{Lagoran)
Terhasilitaginya lavenan Jumlah Laporan Penyelenggarsan | 1.04,00.2.06 - Administrasi
administrasi umum Rapat Koordinasi don Konsulias Umum Peranghat Deemah
Perangiat Daerah SEPD [Laposkn]
Jumlah Paket Barang Celakan 1.04.00.2.0d - Admimstras:
dan Penggandaan yang Umum Peranghkat Daerah
Misedinkan [Paket)
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NSPK DAN
SASARAN RPIMD

BABARAN

DUTCOME

DUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM | KEGIATAN [ | Lo

Jasa Penunjang

VANG RELEVAN SUBKEGIATAN
EfSN 5 oz e 14) (05} : 108 7
Jumbah Paket Peralatan dan 1,001,206 - Adminmstrasi
Perlengkapan Kantor yang Umum Perangkat Daernh
Drigedinkan [Paloet)
Jumlah Paket Peralatan dan 1.0+.01.2.06.0002 -
Perlengkapan Kantor yang Penyediaan Poralatan dan
IHaediakan [Palket) Perlengkapan Kantor
Jumilnh Paket Barang Cetiakan 10012, 06,0005 -
dan Pengandaan yang Penyedinan Barang Cetakan
Dizedinkan (Faket) dun Penggandasn
Jumlah Laporan Penyelengearann | 10401, 2.06.0009 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Bapart
SKFD |Laporan) Koordinasi dan Konsultesd
SKPD
Terlaksamanym Penyvediaan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 1.04.01.2.08 - Penyediaan

Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disedinkan
(Laporan)

Jass Fenunjang Urasan
Pemerintahan Dacsrah

Jumlah Laporan Penyedisan Jasa
Surat Menyurak (Laparan)

1.04 (8], 2,08 - Penyedinan
Juza Penunjang Unisan
Pemerintanhan Daersh

i & A T

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat (Lapormn)

1.04.0:0.2.08.0001 -
Penyeciaan Jasa Surat
Menyaral

Jumlah Laporan Penyedinan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listnk yang Dissdiakan

{Laporan)

1.04.00.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komnnikas),
Sumber Do Air dan Lisirik




NSPK DAN

SASARAN RPJMD CUTCOME

OUTeEUT

INDIKATOR

PEOORAM f KEGIATAN [ KET

YANG RELEVAN i ; o :1:'_‘“'“
5T R o [ ) 41 7
Terlaksinania Jumlah Gedung Kanter dan 1.04.00 2,00 - Pernelibarsan
pemebihoroon Barmng bilik | Bangunan Lainmys yang HBarang Milik Daermh
Daerah Dipelihara / Direhabiditasi [Unit) Penunjang Uruaan
Pemerintalan Daerah
Jumlab Kendaraan Dinas 1.04.008.2.00 - Pemelibnran
Dperasional atog Lopangan yang | Barang Milik Daerah
Dipelihara dan dibayarkan Pajak Penunjang Urusan
dan Periginanmya [Lnit] Pemerintahan Daerah

Jumilnh Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipeliham [Lnit)

1.0k e 2.0 - Pemieliharasn
Barang Milik Dacrah
Pemunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendarsan Dinas
Operaglonal atau La yang
Dipelihara don dibayvarkan Pajale
dan Periminanmym [UInit)

1.0 002,009,002 -
Pemyediaan Jass
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharan, Pajak dan
Perinan Kendaraan Dinas
Dperomional ateu Lapangan

dumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Linit)

1.0 000 209 0006 -
Pemelihaman Peralatan dim

Mesin Lainnya
Jumlah CGedung Kantor dan 104,00 2.00.0008 .
Bangunan Lamnya yang Pemeliharaan M Rehabilitasi

Dipelihara/Direhabilitasi [Unit)

Gedung Kantor den Bangunan
Lainmya

Eurnbr: Mres Ferumakan Bakyar, Kawmsan Peemadarsn dien Periapahen 2025
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Tabel 4.2

Rencana Program f Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

TARGET DK PACE [NDIEATIF TANUN 3
OUTEOM :&l‘aﬁmu- m“w ! mﬁ‘ e F kg 2an b1 1030 g
. w7 i)

7 Peruenliss pesenuhan
i perangeat | 12vaRan kesekivtaciatan | 100 10 | avmeTais: | zon 1ea6Ees s | 100 amnAstate | 100 406AR4 603 | 100 4046 T6.U5R
kesekretarintan
: ]
dacrah
1.04.01.2.01 -
i an 235,032,496 247 254,185 250,962,057 281 381719 251 852,124
Ewaluss: Kinerja Perangkat
Deernh
Tersusunnys takumen Jlumtah Laparan
:Emnun—:;‘mmﬂn m:ﬂnﬂdﬂ 4 4 335.052 496 4 FA7.254, 145 4 250,962 997 4 251.261.719 4 251.852, 138
evaluesi kinerja SKPD Lageorun ]
Jhaimiah Dokumen DPA-
GKPD den Laparan
l';“l:ll-l Konnilinnsi 4 4 4 4 i 4
myesunan Dokumen
DPA-BKFTE [alnamen)
1.04.01.2.01,0004 = .
i insd il 9. 134 818 101.133.835 102.650.832 102781108 103,014,511
Pengusunan DPA-3KRD
v-21
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TARGET DAN PAGLH INCIKATIF TAMLIN-

BIDANG FRUSAN | FROGRAM AL . - K
f?lgmn EEDIATAN | mmrgﬂl mﬁ ! Tﬁ"'?? PIE T a0rag il LM E
TARGET PATIL TARQET AU TARGET PAGU TARGET B TARGET L
fuazf i & ] s ] [ 1) 129 1 (L 13 {137
Tersedianya Doloumen Juminh Doloumen DFA-
I PA-SKPLY dan Lagoran 5KPD dan Laparan
Hasll Koordinast Hasil Knondinasi 4 4 SR 1M ELS 4 108, 135825 4 03 .650.852 4 102.781.198 4 103014511
Penyusunnn Dokiiemesn Femyusunan Daloumen
DFA-SETTY TPA-BEPTE [Dabiuimeni)
10000 0T 0007 -
Fwalinal Kinerja Perangloar LM ROT GR1L 146, 120,360 148312 165 148500, 521 148, 837.617
Dacrah
sfumilah Laporan
Terlndaananys Evaheasi Evalunsi Kinerjs 3
Kineria Perangknt Dacrab Perngkat Dmeruh 9 e 138,07 .64 1 il 1, 120,300 E T4 312, 165 4 148 500,521 %4 4B EITGLT
[Laparan
10401 3.02 - Aclsminisiraad 1AL T 66 )
Keuangan Pemngkal ot = ; 8 346632573 3 532.060 .01 196,035 BAD0H. 860, 630
Dinerab
dumilal Lapasan
Kevinmgan Akhir Taliin
BHRFD dan Laporsn
T"] ‘“‘ﬂ“ﬁ";x”‘m‘"‘l : Hasil Koordinzsi i 1 “'“‘Lﬁj’t"'ﬁ: 1 3.346.632.573 1 3,396 AAZ. DH0 1 24071196035 i 3408 866, 636
Pemyrusminan Lﬂ.]:l:l:l'l.l!
Alchir Tahun
SKFL [Lapammn) I
Jumlah Orarge yaig
Menerimma (Gaji dan
Tunjangan ASHN i 1 i o e 2
(Crianng b )
10401 2 020001 - 4 OaE H1E5T
Penyedinnn Gaji dan : ; 3 AR, 1 TR OS2 AR HAT T 33297019, 570 A 505804
Tuanjingan ASN
Jumbah Orang viang
Tersxdinnya Gali dan Mlonerimes Gajl dan 308381087 ;
Tarjingan ASN Tuniangan ASN a6 A6 - 3G A.294 175042 36 3292 83T 667 a6 2.297.019,570 a6 3,304 503 804
| [Crrang i lan)

L
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TARGET DAM PAGL INEKEATIF TAILIN

ARSI 7 K
[ OUTCOME [ KEGIATAN | m'fgﬁml ].l" S B3t 2037 P 1029 20340 2
e S TARGET EAGl TREGET PAGE TaRGET TG FARGET PACL TARGET BADL
o) oy o M Fa5} (] T o] 035 fey il ] fi
1,04 001, 2020008 -
Koondinasi dan
Penpusnnn Lajsran 97.X93. 001 102.457.531 100,954, 303 10 126 465 [ 3T e v e
Keuanpun akhic Tahkiin
BKPD
. Jumdah Laparmn
Tersedaunya l.u.puru.n. Keumnggan Akhdr Tahwn
w Nichix Tnl:.l.nu SKPD dain Laporan )
s l';:_l"?'“-" e Hanil Evonlinasl 1 1 9705091 1 102457 531 | In3.954,393 1 104, 136465 L [0 363 832
L MH .n]n.l:. M':"Ihl I.r Fenyusuinan Laparmsi
']'n'l;wm ;'I'TD i ! Kroumngan Akhir Tahum
= SKPD |Laparan)
T 0400 2105 - Adrninialeas
; 47 BT, 161,770,810 17904 575 i 84, 404.312
ez Eeraiaies 130,490,975 147 987, 196 A
y Juminh Fakei Pernlozan
VertaslStusinm lnyunan dan Perengkapan ;
admintsirosl umm Ratiker FEne Distdliknn 5 5 1 340499 975 5 147,947,196 1 160776810 5 174000 575 E 184404312
Perangkat Datrak [Paaket]
<fumlnh Faket Barang
i‘fh" d"‘l 5 R 10 10 10 10 10 10
Disediakan [Paket) alll
Jumilah Laporan
Penyelenggarann Hapat
Kocndinasl h &1 [L"F) B i 50 50
Konsulinsi SKPD
{Laxparan|
| 0003 DR.0002E -
Penvedingn Pernlaton don 544 878 18,785,714 29,637,298 A6E0ASLT 47 THA B4
Perdenghnpan Kantor
Jumdah Paket Perulatan
Tersedlanys Poralatan dan. | dan Perlengicpan 5 18 7H8. 11 5 76647 298 5 36.600.517 5 47,785 841
Petlengiagan Kantor Kanior yang Disediakan 5 g V608875 : -THS. BT % 5 JT8H.
[Pabel] { |

L
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BIBANG URUSAN | FROGRAM BASELINE — - K
rnu'rmm_'ir'?qwm R B L B 136 2007 20m Ay 00 %
: ' TARGET PAGL THEGET PG TARGET FAGL TARGET PAGH TARGET PAC
o) [ od) i e ] [ ] i18) g iy {11 iz i1y
1.04.00.2.06,0005 -
Pemyedinun Barnng 10195 100 10725245 10,886,133 10,290,948 ({ERER R
Cetakan dan Pengeandanmn .
Jumdah Pokel Barang
Torstdianys Barmng Cilalokn: dan 1 10.795.245 1 {0886, 123 in 10,899,545 i 10, 924 E
g ompups Bty ; s A e Lo 1] N0 195, 100 28, _88E, A0,
Thiseclimbmr [Paket) [
1.0 EH SO 0 -
Penyslongprrain Rapat o 118476240 120,253,389 125,406,110 i 25 BOGCTH
Koerdinksi dan Eormuliaal 112620 2 i ko
BKPD
e ﬁ;r;:]:nggnmﬂ Rapal
Penyelengearuan Eapul e S 110 50 112620000 | 50 118478240 | =0 190953386 | 50 125,406,110 | 50 125 GO0, TH]
Knordinosi dan Konsulias: i
SKED Konaultosd SEP
fLaparan|
1.04.01.2.08 - Penyediaun
Jaza Penunjang Unesan 25,720,080 AT 06T B34 47 463,386 27 408,263 27 SROLGRD
Peenerintilsan Daerah
Jumilak Laperan
Penyediamn Joasn
Terlaksanonys Penyedioan | Knmunikesi, 3 27,408 1 X7 B0.689
Jusa Peninjong, Dhuirn A7 chi Raiebrik i i Q5. 720080 1 AT 6T 534 I 27463346 i | SANE IR L
yang Disedinkan
{Laparan| i §
Jumlah Laporan
Penyediann Josn Surat I 1 1 I 1 1
Memvurat {Laporan)
104012080001 -
Penyediann Jasa Sumi 7. 500,000 7860 000 B.008.350 B O1R.520 BO36TIT
Menyuzat
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TARGET [N PACL IRTHKATIF TAHUN

o o s _ - K
?ﬂﬂoﬁ&m:m ,u' m%mmuw m_‘r%wm” 36 2027 lees] i e %
| SUBEEQATAN OUTPUT : -

s TARGET m TARGET PG TARET PAOL TAEGET PAGAF TARGET P
i o) [t ey 5y il o foa) iy i e {13 {13
wJugimibal Lapwaragm

E;*B 'B“’““sur’;“‘r m"-’““'—"“dr w0 1 | 7.500.000 1 7 B0 i 8 008350 1 8.0185.520 I BD3GTIT

Menyural [Laporat)

104,012, 08,0003 -

m’“"“‘“"uu*';;ﬂm i 1K.220.080 19, 167,524 159,455 006 19.4749 743 19,523 962

Aly dan Lintrik

Jumilah Laparan
Peiyedinan Jasn

Tersedianyn Joag

Kamunibsl, Sumber Daya ““"‘::L“ﬂ:ﬂ’ﬁ’:‘:ﬂ' 1 i L8220, 080 1 19,167,524 | 19 ARS M 1 19479743 i 19,523 961

Air dan Liskrik }f':{! iy,

[Laporamn)

1.04.00.2.00 -

Pameltharann .

i ﬂ""’l‘_rlmﬁ 150613 052 167,913,855 170,432 563 173640011 174043003

Peimeriniahin Daerakh

Jumlah Gedung Kantos

Terlaksanmnyn dan Banpinan Lainiym

pemeliarann Bamong Milk | yoang 1 1 1540.6513.933 1 167.913 055 I L7432 563 1 173640011 1 170.043. 193

Doerah Dipelibura Dirchabilita

sl [Unit) I
Wumlah Kendarasan
Dineas Crperusion @t
E'iwmmmﬂ 18 1% 16 16 16 16
dibayarkan Pajak dan
 Persinanaya (Ul e
Juithlah Perabatan dan
Mesin Lainma vang I [[E] I 10 10 1
Dipelihara {Linit|
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TARGET DAN PAGL INDIRATEF TAHUN

RIDARG TRLIZAN | FROGRAM RE TASELNE K
§ CATTCOME, ) KEGINTAN / m““’g‘h‘j‘.ﬂm’" L e 2036 2007 20 = 2030 E
SUBEEQIATAN OUTPUT A T
TARGET PAGL TARGET PAGL TARGET FAGL TARGET PALGL THHGET B
et ey ddy g ek 1o o fas) oy 1do) R/ 13 {13
1004 E47 3040, 0002 -
Prnyedimnn Jazn
Pemelibarasn, 1
Pe:ll'l mm O1A440.000 i 104840 OF.637 803 e, FH0. Bk T R G
Perizirnn Kendornan Cinas
Chperaslonal ol Lapsangii
Jumlah Kendoraon
::::E;E:::;‘:ﬂyﬂ I;I-r.rl.u-l'llpzmmnnj atno
Pemelilarasmn, Fﬁl&!’! ilan IJi._Fh'J.Iil:I.lE “J::HE 16 1 N S LER R 16 O 194 450 16 oy 3T HOE 16 TR L] ] Y. TR
Forienan Fentarsun TS | gibayarian Pagalk dan
e aAnus Lapangan | g ssmaniya [Unit)
104,008,200, 0006 -
Pemeliharann Perolatan L8R ] 17.547.360 IT.BID.5TD TEEXI. 1D 18_ATS940
idan M=sin Lalanya
Terlaksannmya Jumlah Perlotan dan
Pemeltharann Peralatan Mealn Loinmym yang 20 1 1 B AL, RO 16 17.547.360 0 17 BIETO 1 T B3I 1 HY 1 18 BT5.940
dnn Mesin Lainmyo Dipelibnrm {Linit)
F.04.00,2,09,0009 - —
PemelihaninRehabilitasi
L _mh";":’fm e 51,493,932 84,17 1.610 G 150 5%.084.019 | a5,178,99]
Bangunan Ladnmyn
Terlal dumiah Cedung Kantor
Pexmclif n/Rehabilitasi dan Bangsman Lainmya
VA 1 1 51493932 1 54.171.616 1 54984, 190 1 55054019 1 551784991
Geedung Kamtar dan Dineli Die it
Banginan Loinayn ipeliham f il
si [Linit|
FENOEMBANGAN S35 000.000 15350040000 1 535 000, 0 1.535.000,000° 1 535,000,000
T g an conn %
disn yung terkerm relokis : speroiel 100 100 ESS.WQ.WD 100 1.535.000.000 L0 1.535.000.000 160 1.53%.000.000 10 1.535.000.000
akibat program pemerintnh | remoh loyale hami {4655
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BIDANG URUSAN | PROMRAM
J CUTCOME j KECIATAN
. SUBKEGIATAN OUFTPUT

MASELENT
s

TARGET DAKN PAOL INGIEATIF TAHUY

K6

a0y

a2

2027

A0

TARGET

TARGET

Padir

TARCET

@A

01

AH

[y

fi

(13}

(e

104 02,200 - Penabatsnn

| Progrsn Kabupaben Kata

500000

255,000,000

50D A0

25 5L000.000

EE5.000.000

Temusin don
Terverifikasinym Dosninen
Dt Balsl Telon Pencrlma
Rugmah bagt Ketlaan
Bemecans Kabupsaten Kiota

Jumbah Dolauimen Data
lelentitkanl Lakhan yang
Pateniail Sehagai
Lakasi Bolokasi
Perunsmhan (Dokuomean)

Jumlah Dakumen data
Ripmals vamp Terkenn

{Lacipmen]

{ Khusies [Daloamen]

Jiimliah Dokumen Dists
Fumah Sewn Milik
Mouymrakst, Fomil
Susur, dan Rush

Jumbah Delnunsen Dats
Runmph KEorban
Benian
Kalnpaien, Kola
Eejadian Sebelumman
yang Belum Tertangami

[Brokumen)

HS, (0. (k]

LR TR

255000 000

255.000.000

255.000.000
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BIDANG URIFSAN J PROGEAM

FOUTCOME | KEGIATAN |
- SUBKEGIATAN QUTPLT

IHINKATOR DUTCOMIE [
el

TARGET BAM PAGU INDIKATIF TAHIIN

RS

sl

ELEC]]

TARDET

PAGLY

PAOL

TARGET

= o=

i)

L]

2 EE.E

a4

]

10

FLRT

i3

143

Jumdnh Dekumen DGoin
Fumah di Lokast yang
Berpotennl Terkeno
Balokasl Program
Eabupaben | Kot
[TaleLiETRn]

Jumioh Delourmen Dadm
Eamah di Lokoasi
Fzwan Hencana
Kabupaten | Kot

[k Frsiii]

Jumblnh Dodeamen Data
Baknl Calom Penerims
Husmualy bagl

Masyarakat yang
Terkena Relokmai

Progrmm
Eabupolen/Hota yang
Terverifilcasd [Doloamen)

Juinbah Dokiimen Dako
‘Bakal Calon Panerima
Fumph bagi Korbon
‘Bemcona
Eabuipnten/Kotn yang
Terverifilasl (Dokmen)

1,04, 068,200 O -
Identifikesi Lohen-Lahan
Patenslal sehagal Lokasi
Feloknsi Peromahan

10.000.000

30,000,000

Tersismayym Dakumen
Diata Lalwan Pelenaial
Bebagai Lokasi Belokasi
Perumaham

Jumlah Dukumen Dhata
Identifiknsi Lahan yang
Patensial S=bagmai
Lokast Relnkosi

10,004,000

30 0

\%

A0.000.000

0. DGR D
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TARGET OAK PAOU INCIEATIF TAHLN |

BITUANG TIRLSAN | FROGRAM TASELIE K
{ DUTCOMR £ REGIATAR . | WUIKATOR OUTCOME ) | " a0z a0y 22t 2040 2030 £
CEUBKEGIATAR CLTFIT Eure] T
TARGET B TARGIET PR PAGL TAROET FACL TARLIET PACIL
al 2y ey ] Ao e ey (L] oy {EH 1434 {13
F.04 02.2.01.0003 -
Pemguampian Datp BFumah
Korbon Bencana Eejadian 10,000,000 0000000 S0 OO0 D0 A0.O00.000 20,000,000
Bebehimnya vang Belum
Tertangani
Jumilah Dokumen Data
Torsisunnya Dokumen Rumah Korbion
Digks Bumah Horbon Dencann
Dencona EnbupalenyEota | Kabupaten Koo 1 10 DO, DX | 0000, 00 LN I 1 30,060 100 | 0, [0 DD
Kejestion Sebelumnya yang | Kejadion Bebelumiya
Helum Tertangani yang Belum TerlangEani
{Dbstimien)
104022 01 0004 -
Fendminnn Tingkat
¥erusalnn Bumah Akibei T L0 F0.000. 00 A0 0L D00 50,000,000 S0 NG Doy
Beprana
Jumlah Dokumen data
Tersusunnya Dokumen KFumah yang Terkens
Ilaln Bumah Terkens Henonna
Bencana Kabupatenfkotn - | Kabupaiest) Kota i 10000, 0040 3 30000000 30,000,000 1 30, 000, 000 i B0 DD
berdasarzan Tingleat berdisirkan Tinghat
Keruazkan Rumah Eerusakan Fumah
[Diskasmen)
B0 02 2] s =
Pendatnan Rumah Sewa
Wik Masysralont, Byt 10,000,000 004000 SOLO00. 000 SO O L R
Bussit dan Rumnah Khissas
Termusunnya Dolmsmen Jummlabl Daloumen Dnka
Data Rumah Sewn Milikc Rumsab Hewn Milik
Masyarakat, Humak Manyuralead, Rumsh i 10, D00, DO i 30,000,000 20,000,000 1 300X 00 i 30,000,000

Buaun, cdun Funah
Ehus#iag

Susun, duan Rumah
Khuaus [Doloumenj

L
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TARGET DAN PAGU INDIRATIF TAHLN

BEDANG URLIEAR J PROGRAM K
§ OUTCGME f TAN /. !ﬂﬂ%m! a0 027 2029 2029 1030 s
BUNEECATAN OLUITPUET : - T
TARGET PALHL TARGET PAH PAGL TARCET FACHEF TARGET L
) a2 4 s he L5 o Irey 1 {12 {13]
1.04.02.2.01 0007 -
Identifikos) Pernumabhan ol
Lokasl yang Berpatensl 10000000 A0 000 S00000 000 00 0 20,000,000
Terkenn Reiokas| Program
Kabsispaten, Kotn
Tetsuatifisye Dekainen Jesulnh Dolamen Cwis
: Rromah dl Lokaal yang
[t Rumale i Lokasi vang i derial Terkena
Berpotensi Torkens Fh.‘lir-'ll 51 I"'Eillum 1 IED0EN D0 1 S0 000 00 B R ] 1 SR D ] 0,000, D00
Relokasi Pogram
Kt ten/Kata Kolsspatern f Kol
{Dpkimen|
104033 01 D008 -
Pendajann dan Verrilzsi
w"wl e E"""IHIIH!:“E m‘hl 2 10-000.000 0,000,000 30 000.000 30,000,000 30000000
Terkena RBelokass Program
Knbogatenf Eoaa
dumilah Dokumen Tata
Tersasan damn Bakal Caloi Peneilima
Terverifikasinya Dokurmen | Rumah bagl
Drata Bakal Calon Pererima | Masyarakat yang i
Rurmah bagi Masyarakat Terkeria B kil 1 T, 00, Q00 1 N 50,000,000 I 1000000 4 ROER R ERRT]
vang Terkena Belnlonsi Program
Progriom Kobupaten | Kotn Enbupaten Kot yang
Terweriflicazi (Tokumen]
B0 022 0010009 -
Idersfifikas Peruimahom di
R P i FOL 00000 A0L.000 00 20,000,000 A0, 00000 S0y Ok
Kabupaten Kntn
Tersusunnya Dokumen AR R e K
Data Rumah di Lodoes| Rumnh di Lokasi
Bamin Bencans Rawan Bencana 1 1 O, e ] SO OO, CO0 I 000, (HD 1 EEERIE RN T ] | L ]
Kbyt Kotu H“n Iml peten/Kots
J' “*
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TARGET DAN PACL [NDRATIF TAHUN

HEDANG URUSAN [ PROGRAM | o e S| nABELME K
| OUTCOME ﬁﬂmuum i LA oA 026 2037 2028 209 T -3
SUBKEGIATAN OUTPLT T
TARGET AL TARGET PAGU TARGET AL TARQET PAGL TARGET PAdIL]
b 02y (A7 ) fixs) 0] a7 iy sy {1 i {2 {13}
10402 200 0010 -
Pendntaan dan Werillkaal
fwmmdm; Rumah 15 £HCH.CHO0 45,000, Gl o 5 0 00 45,0010, 000 45, DO, O
n Bencann
Kahapsitenf Kaila
dumileh Dakumen Daka
i s AT Badol Calit) Persrinna
ifllcaniniya i Rum=aky Kb
E.Lu Bug.-.lll:]!?ahr: Penenmn Ben bl H ] 1 15,0000, 000 1 A5 D ) | 45,000,000 I 45,000,000 ] 45,000 Ok
ummah bagi nn AR
Kabupaten/Eota yong
Recicatin Kahepaiz/ Hota Terverfiicas) [Dniouwmen)|
10402208 -
Pembongunan dan
Retmbiditash Hlmm:bﬂn 350N b 145.000.000 T, 145,000,000 L 045, DG DR L 145 DO DR
Program Xabupalen f Kota
Te Jumilah Bumnh bagi
Perbanguinar dis Eothnn Bencunm
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‘Terlnkaananyn Operasional | Juminh Rumiah pads
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Perumahan yang Ferumahan yang o I 35,000,000 1 &S00, 000,000 1 3 SO0 Oy | 3.500,000, 004 1 3,500, 000,010
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Perbaikan (Lokasi)
140005, 2.0 41001 -
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4.2 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS

Penentuan program prioritas dalam Renstra DPRKPP
merupakan langkah krusial yang menjembatani wvisi dan misi
lembaga dengan realitas kebutuhan masyarakat. Program-program
ini dirumuskan berdasarkan analisis mendalam terhadap isu-isu
strategis, potensi, dan permasalahan di bidang perumahan, kawasan
permukiman, dan pertanahan vang telah diidentifikasi sebelumnya.
Melalui penentuan prioritas yang terukur, efektif, dan berkelanjutan,
Renstra ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara
optimal guna menjawab tantangan paling mendesak, memastikan
setiap intervensi pemerintah memberikan dampak signifikan, dan
berkontribusi secera nyvata pada peningkatan kualitas hidup serta
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Daftar program
prioritas DPRKFP dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kabupaten Solok

VISl FROGRAM
MISI TILIUARN BASARAN OUTCOME INDIKATOR FRICRITAS
| Mi=i 1 Meningkatlcan | Meningkatnya HmL‘n!h'm.}ru. Malas Salap PROGRAM
| Mevujudicen | kuslitas kualites tate | leyanan | Peranghat PENUNJANG
Srmart peayelenggara | kelola administras Biaerah URLTSAN
Government an pemerintahen | kesekretariat PEMERINTAHAN
| dan pemerintah an peranghkat DAERAH
berintegritas daerah dacrah EABUPATEN/
dalam C ROTA
melayani I|
Misd 4 . Meningkatkan | Meninglatnye | Terpenuhinya | Persentase . PENGEMBANGAN
Peningkatan pecekanomian | frastruloiur | rumeh layek | wargs negara | FERUMAHAN
Ekonommi mna}:l—.ﬂr_ﬂt Yireg huni bagi Eorban
Berbaais vang inklusif, | beriualitas warga negam | bencdna Yang
Polensi dan berkeadilan dan kasban memperaleh
Sumber Daya | dan berkeadiian berncana dan rumah leyak
Magari berlelanjuran | yang terleena humi
berkasia relokasi
| potens lokal akibat
| program
| p:merir:l!n.‘l‘!
Meningkatnyn | Perseninss EAWABAN
kualites luas kawasan | PERMUKTMANM
Eprasan kumuh = 10-
pemukiman 15 Ha yung
| ditangani

|
Sumber: Dinps Perumafan Fokpar, Kawasan Permackiman dan Permanahen, 2025

4.2.1 Program Tiga Juta Rumah
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menggariskan

visi yang embisius untuk mewujudkan “kemerdekaan sejati’ bagl
seluruh rakyat Indonesia, vang dimaknal sebagai kebebasan dari
ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks imi, Program Tiga
Juta Rumah diartikulasikan sebagai salah satu "Program Hasil
Terbaik Cepat" (PHTC) yang menjadi implementasi nyata dari "Asta
Cita" atau delapan visi kepemimpinan, khususnya dalam misi
pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan.
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Komitmen kebijakan ini diperkuat dengan penetapan program
tersebut sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN)
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN] 2025-
2029, Status PSN ini tidak hanyva memberikan payung hukum yang
kuat tetapi juga menempatkan program ini delam prioritas tertinggi
pemerintah, vang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan,
alokasi anggaran, dan koordinasi lintas selktor. Hal ini menjadi
landasan fundamental yang harus dipahami oleh seluruh pemanghku
kepentingan, termasuk DPREKPP Kabupaten Selok, untuk
memastikan pelaksanaan program berjalan secara efisien dan efektif.

Penyediaan hunian vyang layak merupakan salah satu
kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara. Di tingkat
daerah, urgensi ini tercermin dalam target nasional untuk mengatasi
backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hunian  bagi
masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR).
Kabupaten Solok, dengan karakteristik geografis yang didominasi
oleh permukiman perdesaan seluas 12,506 hektare dibandingkan
permukiman perkotaan seluas 2,401 hektare, memiliki relevansi
yang sangat tinggi dengan fokus utama Program Tiga Juta Rumah
vang mengalokasikan 2 juta unit untuk wilayah perdesaan,

Kerangka pembiaysan Program Tiga Juta Rumah dirancang
secara multi-pihak untuk mengurangi beban tanggal pada APBN dan
melibatkan berbagai pemangku  kepentingan. Beberapa skema
pendﬂ.uaan vang diidentifikasi meliputi:
Pendanaan APBN dan APBD
Pendanaan langsung digunakan untuk pembangunan rumah
susun dan rumah khusus.

¥ Subsidi dan Fasilitas Pemerintah
Pemerintah memberikan fasilitas kepada pengembang untuk
memacu  pembangunan, ftermasuk  Fasilitas  Likuiditas
Pembiayaan Perumahan [FLPP) yang menargetkan MBR dengan
suku bunga 5% dan tenor 10-15 tahun. Selain itu, terdapat
pembebasan Bea Perolehan Hak atazs Tanah dan Bangunan
(BPHTB| dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0%,

¥ Bantuan Stimulan
Skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya [BSPS) sangat
relevan untuk renovasi rumah tidak layak huni di perdesaan,
dengan alokasi anggaran mencapai Hpl,7 triliun untuk 45.000
unit.

+ Kolaborasi Lintas Sektor
Program ini didukung oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sisi
pasckan (pengembang] maupun sisi permintaan [masyarakat).
Peran swasta jugs dimanfaatkan melalui program CSR
perusahaan untuk pembangunan atau renovasi rumah.

Langkah pertama dalam integrasi program ini dengan
pelaksanaan program adalah dengan menyelaraskan tujuan strategis
DPRKFP dengan visi dan misi Program Tiga Juta Rumah, Sasaran
DPRKPP yang sudah ada, yaitu " L. Terpenuhinya Akses Hunian
Layal, Terjangkau dan Berkelanjutan®, dapat disinkronkan secara
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langsung dengan tujuan nasgional untuk menyediakan hunian yvang
layak dan terjangkau bagi MBR.

Namun pada prakteknya implementasi program ini
menghadapi séjumlah tantangan termasuk di tingkat administratif.
Kompleksitas birokrasi yang melibatkan banyak kementerian dan
lembaga dapat memperlambat proses administrasi dan koordinasi,
Selain itu, ketersediaan anggaren APBN untuk tahun 2025 yang
hanva sebesar Rp3,27 triliun masih jauh dari kebutuhan total untuk
mencapai target 3 juta rumah. Kemudian harga lahan yang tinggi
menjadi kendala klasik dalam penyediaan perumahan terjanglau,
terutama di arca strategis. Kesulitan mendapatkan lahan yang sesuai
dengan RTRW dan tidak rawan bencana juga menjadi hambatan
signifikan. Selain itu, masih ada masalah ketidaktepatan sasaran
dan pemanfaatan rumah subsidi scbagai aset investasi alih-alih
sebagal hunian yang layak bagi MER.

Kendala lain vwyang dihadapi adalah rawannya terjadi
miskonsepsi antara Pemerintah Pusat dengan aplikasi yang
dilaksanakan di lapangan karena program ini adalah program baru
vang dicanangkan sebagal provek strategis nasional,

Beberapa aksi vang dapat diambil oleh DPRKPFP Kabupaten

Solok dalam mengimplementasikan program pembangunan tiga juta
rumah di Kabupaten Selok adalah sebagai beriloat:

« Jangka Pendek (Tahun 2023):

Pada Tahun 2025 telah dilakukan langkah awal untuk
mewujudkan pembangunan tiga juta ramah yaitu dengan
membentuk tim kerja internal di DPREPP untuk memvalidasi dan
mengumpulkan data primer mengenai backlog kepemilikan ramah
dan jumlah RTLH di seluruh Kabupaten Seclok. Ini telah menjadi
kegiatan prioritas pada Tahun 2025,

» Jangka Menengah (2026-2029):

¢ Pembentukan Tim Kerja Inter-Sektoral untuk
menyederhanakan alur birokrasi dan meningkatkan koordinasi
lintas bidang.

* Inisiasl komunikasi formal dengan cabang BTN setempat dan
pihak swasta (pengembang/perusahaan] untuk menjajaki
altema pembiayaan alternatif dan Kontribuai CSR.

¥ Implementasi program dengan fokus utama pada renovasi
RTLH di perdesaan melalni skema BSPS, serta pembangunan
baru di kawasan perkotaan yvang terintegrasi dengan penataan
iata ruang.

¢ Investasi untuk mengembangkan atau mengadopsi sistem
informasi manajemen yang dapat digunakan untuk pendataan,
pemantauan, dan pelaporan program secara real-time,

v Integrasi agenda mitigasi bencana ke dalam perencanaan
perumahan, dengan memprioritaskan relokasi hunian di
daerah rawan bencana.
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4.3 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk memastikan efekuvitas dan akuntabilitas pelaksanaan
Fenstra, penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja
Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi instrumen
vital yang menjembatani program dan kegiatan dengan target
capaian yang terukur. TKU, IKD dan IKK ini dirumuskan secara
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, sehingga
mampu menjadi folok ukur yang jelas atas keberhasilan setiap
intervensi. Penetapan [KU, IKD dan IKK yvang tepat akan menjadi
panduan strategis bagi seluruh jajaran DPREPP  dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU, IKD dan IKK juga
berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja yang transparan dan
akuntabel. Dengan memantau pencapaian [IKU, IKD dan [KK secara
berkala, DPRKPP dapat mengidentifikasi tantangan, melakukan
penyesuaian strategis, dan memastikan bahwa setiap sumber daya
vang dialokasikan benar-benar memberikan dampak signifikan,

Terdapat 5 Indikator Kinerja Utama, 11 Indikator Kinerja Kunci
dan 2 Indikator Kinerja Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok untuk Tahun 2025-
2029, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan
Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Renstra DPRKPP

Ho Indiiesitor Satuan H;ﬁf‘ gt Tehan

2025 | 203 | 3037 | 3038 | P0G | 3030

-igl

P 3 & 5 B 7 ] Q 10

-4

Persentase
Cakiupan
Infrastrukiur
Permukiman
dalam Kondis |

I
Persen | 27.66 | 53,80 | 56,501 | 59,22 | 61,93 | 63,38 | 65,78

.....

Administrasi
Pertanahan
{(ITAF]

Indeks | 74,81 i T8 [ B0 Bl a2

Rumah Tangga
dengan Akses

Terjangkau dan
Berkelanjuian

3 | Human Lavalk, k) 27,66 | 53,80 (56,51 | 59,22 | 61,93 | 63,38 | 65,78 |

Persentase | |
penyvelenggaraan

administrasi
| pertanahan

4 | tertib % 74,81 7 7a ™ 20 a1 52

Nilai SAKIP l i

| Daerah I .

5 | Perangkal Persen | T1,25 T2 T3 T4 75 Th TV

Surnber: Naos Perymahan Rakpal, Kowesan Fermuiiman |.:|:.ﬂ'|l1 Pertenahin, 2035
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Tabel 4.

5

Indikator Kinerja Kunci Resntra DPREPP

NO

INDIKATOR

BATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TAREGT TAHUN

2025 | 2026

2027

2028

2029

2030

it

(2

13

(4)

(5} (5}

0

(8)

)

(10

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 | Berkurangnya

unit ETLH
jumilah [Rumabh
Tidak Layak

| Huni)

%

6,21

| 721 | 8,38

10,68

13,12

15,70

15,41

%1

Persentase
Permmiukifian
vang Sudah
Dilengkapi PSU
|Prasarans,
Sarana, dan
Utilitas Upnumy)

28,33

36,33 | 44,33

52,33

60,33

68,33

76.33 |

Persentase
Sertifikasl dan
Regiatrasi bagi
Orang atau
Badan Hukum
ForiE
Melaksanakan
Perancangan dan
Porencanaan
Rumah serta
Ferencanaan
Frasarana,
Barana dan
Utilitas Umum
PEL

100

100

100

100

Persentase warga
negara korban
bencana yang
memperoleh
rumah lavak
humi

100

100 100

100

4L

100

100

Persentase
eawasan kumuh
dibawah 10 ha di
kebupaten/ kota
ditangani

10,12

11,12 | 12,12

13,12

14,12

15,12

16,12

Persentase
pemenuhan
layanan
kesekretariatan

100

100 100

106

100

100

100

2.10

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Persentase
penyelenggaraan
tertib
administrasi
pertanahan

e

74,81

T | '8

a1

2

v-24




BASELINE TAREGT TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030
(1) (2 {3 (4] (5} (6) (7 i8) 8 | {1y |

8 | persentaze Yo ] 341 | 1082 | 16,23 | 21,64 | 2703 | 32,46 |
Tanah Ulayat
yvang Ditetapkan

9 | Persentase Y 13,85 16,92 | 1999 | 23 .06 | 26,13 | 20,20 | 32,27
terselesaikannya
kasus tanah
garapan belum
bersertifikat vang
dilakukan
melalui mediasi

10 | Tersedianya o 0 1996 (2003 | 21,03 | 22,04 | 23.03 | 24.05
Tanah Obyek
Landreform
{TOL) ¥yang Siap
Diredistribusikan |
vang Berasal dari |
Tanah Kelebihan
Makaimum dan
Tanah Absentes

11 | Persentese Luas %o 0 0 5 8 11 12 15
Lokasi
Konsolidasi
Tanah

Sumber Haas Perumahan Bakpat, Hawesan Permubimen dan Pertanahan, H035
Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah Renstra DPRKPP
BASELINE TAREGT TAHUN
NO INIMEATOR BEATLIAN TAHUN -
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
(1] (2) | B (%) (35 (&) (7} 18 % | (10
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 Indeks Indeks 63,07 63,81 | 64,03 | 65,44 | 67.82 | 69,01 | 70,33
infrastruldiar
daerah _

2 | Bumah Tangga - 27,66 53,80 [ 56,51 | 39,22 | 1,93 | 63,38 | 65,78
dengan Akses | | i
Hunian Layvak .

Sumber: Dinos Perumohon Rokigal Fiueeon Peevyiinen dan Pesanahan, 5025
IV-535




BAB YV
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Renstra DPRKPP Kabupaten Sclok periode 2025-2029
adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPP
Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan
pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya
serta komitmen semua pimpinan dan staf DPRKPP Kabupaten
Solok. Selain i, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilaleukan
evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubshan/revisi
muatan Renstra DPRKPP Kabupaten Solok termasuk indikator-
indikator kinerjanya vang dilaksanakan sesusi dengan
mekanisme vang berlaku dan tanpa mengubah tujuan DPEEPP
Kabupaten Solok.

Renstra DPREKPP Kabupaten Solok periode 202353-2029
harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan
DPRKPP Kabupaten Solok sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat
melaksanakannya  dengan akuntabel serta sernantiasa
berorientasi pada peninglkatan kinerja [better performance]
lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra DPRKPP Kabupaten Solok
Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan
pedeman bagi seluruh personil DPREPP beserta stake holder
dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna
mewujudkan tujuan dan sasSaran DPRKFPP SECATa
berkesinambungan, wvang selanjutnyva dapat meningkatkan
kualitas perumahen, kawasan permukiman dan penatagunaan
tanah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi
dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Solok, sesual kewenangan dalam tugas dan fungsi
DPRKPP Kabupaten Solok,

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanasn Renstra [Rencana Strategis) adalah
pringip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan
dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan
dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelakssnaan Rensira,
prganisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah
disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai
tujuan vang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, Kerjasama, transparansi dan
inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna
pencapaian target-target vang telah ditetapkan dalam Resntra
DPRKPF Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-
kaidah pelaksanaan sebagai berikut:




a,

keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan
Renstra hamis sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam dekumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

. konsistensi dengan Kencana Kerja [Renja): Renstra menjadi

pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah [RKPD) tahunan, memastikan bahwa
program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka
panjang;

pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan
indikator kinerja utama wvang akan digunakan untuk
mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;

koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus
melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit
kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam
pencapaian tujuan;

altuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan
kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah
penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepadsa
publik dan pimpinan;

pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra
harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan
memastikan alokasi anggaran  yang memadai  untuk
mendukung pencapaian  sasaran-sasaran @ yang telah
ditetapkan;

kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan
pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang  berlaku, serta  kebijakan
pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

3.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan Renstra

merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana
strategis vang telah disusun dapat diimplementasikan dengan
efelktif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yvang terkait
dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanasn Renstra:

A

b.

memantau progreg pelaksanaan Renstra untuk memastikan
bahwa target dan sasaran dapat dicapai;

mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator
yvang telah ditetapkan;

. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renatra;
. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan Renstra;

. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk  periode

selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.




Dengan  melalukan  pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

a. Meningkatkan |kualitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;

b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;

¢, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;

d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meraomuskan
strategl perbaikan.

Renstra ini bukan sekadar doleumen perencanaan, melainkan
sebuah janji untuk bekerja keras, inovatif, dan alkuntabel demi masa
depan Kabupaten Solok yang lebih baik, Semoga Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, senantinsa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya
dalam setiap langkah kita.

BUPATI SOLOK

dte

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

r &

FRBREIZALDI




LAMPIRAN I

META DATA INDIKATOR RENSTRA TAHUN 2025-2029

[. INDIEATOR KINERJA UTAMA
1. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

ama
ndikator

Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam
Kondisi Balk

Definisi

Perhitungan jumlah unit infrastruktur permukiman
dasar yang menjadi kewenangan DPREKPP (sepertd jatan
dan drainase}] vang memenuhi standar kondisi bail
berdasarkan kriteria tertentu yang telsh ditetapkan.
Kriteria ini bisa mencakup aspek [sik infrastrukior
seperti tidak adenye kerusakan signifikan, berfungsi
secara optimal, dan memenuhi standar telinis yang|
berlaku,

umus
Perhitungan

% Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi
Baik = [Infrastruktur PEU Permukiman = PSU
Perumahan berkondisi baik] / Tetal Infrastruktur PSU
Permukiman dan Perumahan x 10006

Interpretast

Semakin tinggl persentase menunjukkan semaldn)
efeltil upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
infrastruktur permulkiman dan perumahan yang bailk,
jika bernilai rendah berarti masih banyak infrastruktur
PSU Permukiman dan Perumahan dalam kondisi tid
baik (Rusak)

Sumber Data

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permuliman dan
Pertanahan

Freloaensi

Tahunan




2. Indeks Tertib Administrasi Pertaniahan (ITAF}

M arma
Indikator

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)

Definisl

Ukuran kuantitatif dalam bentuk indeks [skor] yang]
menggambarkan tingkat keteraturan, kelengkapan, dan
keakuraten data administrasi pertenahan di suatu
wilayah.

Perhitungan

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAF| =
(A x40) + [Bx20) +{Cx30) + (Dx10)

A = Jumlah Berkas yvang didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Tahun Berjalan (n) dibagi Jumlah Seluruh
Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan [n)

B = Jumlah Persil Tanah vang telah difasilitasi untuk
Penpukuran /Pemasangan Patok Batas Tanah dibagi
Jumlah Berkas vang telah didaftarkan ke Kantor
Pertanahan

C = Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi
(Konsultasi, Medinsgi, Pendampingan dll) dibagi Jumlah
Kendala (Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perlara)
Pertanahan

0 = Jumlah Tanah yang teleh besertifikat +Jumlah
Sertifikat Terbit di Tahun berjalan (o)) dibagi Jumlah
seluruh tanah

!Int:mrctﬂ,ai

Indeks ini menginterpretasikan  sejauh  manal
kepatuhan dan konsisten pemerintah daerah dalam
mengelola data pertanahan.

« (-20 (|Sangat Kurang] : Administrasi pertanahan|
sangat minim dan tidak tertata, banyak aset belam
terdata/teraertifikasi.

o 21-40 [Kurang} : Terdapat upava awal penatasn,
namun sebagian besar administrasi pertanahan
masih bermasalah atau belum lengkap.

s 41-60 (Culup|] : Penataan administrasi berjalan|
sedang, dengan sekitar separuh dari target atau aset]
tefah tertangani secara administratif,

* 61-80 (Balk) : Mayoritas administrasi pertanah
telah tertib dan tersertifikasi sesual target y
ditetapkan.

s 81-100 {(Sangst Baik) : Administrasi pertanahan
tertatn dengan rapi, hampir seluruh target tercapai,|
dan kepemilikan aset jelas secara hukum danf
administrasi.

Sumber Data

Dinas Perumahan Rakyvat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

IFrekuens't

Tahunan




3. Fumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan

Berkelanjutan

TNE.ma
[ndikator

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau dan Berkelanjutan

Definisi

Rumah tangga yang telah memenuhi 3 aspek yaitu
Akses Hunian Layak [Adeguate Housing), Hunlan
Terjangkau  (Affordable  Housingl dan  Hunian|
Berkelanjutan (Susioinable Housing) dengen beberaps
kriteria yang telah ditetapkan. Capaian dihitung hanyal
berdasarkan pemenuhan |kriteria yang menjadi
kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Eawasan
Permukiman dan Pertanahan saja.

Mengacu pada Undang-Undang Neo. 1 Tahun 2011
tentang Perumahan den Kawasan Permukiman, rumeah
yvang layalk huni dan rerjangkaun memenuhi:

8, Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan|
minimum luas bangunan serta  kesehatan)
penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh
lapisan Masvarakat.

b. Prasyarat tata ruang, kesesualan hak atas tanah
dan mamah, dan tersedianyva prasarana, sarana, dan
utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku
mutu lingkungan.

Pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi

yaitu memenuhi 2 kriteria sebagai berikut:

. Ketahanan bangunan {durable housing) vaitu bahar)
banpunan atap, dinding dan lantai rmumah
memenuhi syarat.

2. Kecukupan luas tempat tinggal (swfficlent lving
space] yaitu luas lantai perkapita = 7,2 m2

|Rumus
Perhitungan

PHLTB (proksi] = [RTHLT (proksi)

AT > 100

PHLTBE (ptoksi] : Persentase rumah tangga hunian|
layak, terjangkau berkelanjutan;

JRTHLTB [proksi] : jumlah rumah tangga hunian layalk,
terjangkau, berkelanjutan;

JRT : Jumlah rumah tangga

Interpretasi

Indikator ini untuk mengukur kessjahteraan rumah
tangga di Kabupaten Solok dari sektor perumahan.
Semakin  tinggi persentase rumah  tangga van
menghuni hunian lavak dan terjenghau maka semakin
baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Saolok
dari sektor perumahan.

Sumber Data

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Frelkuensi

Tahunan




. Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan

Nama Persentase penyelenggaraan tertib administrasi
Indikator pertanahan
Ukuran kuantitatif dalam bentuk persentase yang
Definisi menggarmbarkan tingkat keteraturan, kelengkapan, danl
keakuratan data administrasi pertanahan di suatyl
wilayah,
Persentase penyelenggaraan tertib administrasi
pertanphan = A+ B+ C+ D
A = Jumlah Berkas yang didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Tahun Berjalan (n) dibagi Jumlah Seluruh
Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan (n) x
100 x 0,4
B = Jumilah Persil Tanah vang telah difasilitasi untule
- Pengukuran /Pemasangan Patok Batas Tanah dibagi
Perhitun Jumlah Berkas yang telah didaftarkan ke Kantor
B | Pertanahan x 100 x 0,2
C = Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi
[Konsultasi, Mediasi, Pendampingan dll} dibagi Jumlah
Kendala [Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perkara)
Pertanahan x 100 x 0,3
D = Jumlah Tanah yang telah besertifikar = Jumlah
Sertifikat Terbit di Tahun berjalan |n]| dibagi Jumlah
seluruh tanah x 100 x 0,1
Semakin tinggl Persentase penyelenggaraan tertiby
administrasi pertanahan semakin baik karena tingkat]
keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data
administrazi pertanahan di Kabupaten Sclok telah
Interpretasi semakin baik dan scbaliknya semakin rendah nilai
persentase  penyelenggaraan  tertib  administrasi
pertanshan maka akan semakin berkurang tingkat
keteraturan, kelengkapan dan keskuratan datal
pertanahan di Kabupaten Solok
1 Dinas Perumahan Ralorat, Kawasan Permukiman dan
au T hama Pertanahan
Frekuersi Tahunan




5. Milai SAKIP Perangkat Daerah

ama
ietar Nilal SAKIP Perangkat Daerah

Hasil penilajian terhadap tingkat keterkaitan antara)

perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi |

Dhris dan capaian kinerja suata instansi pemerintah.

Penilaian ini dilakulkan oleh EKementerian PANRB
melalui  Sigterm Akuntabiliths Kinerja Instansl
Pemerintah [SAKIP).

Elmus
rhitungan

* Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra,
Renja).

s Pengukuran Kinerja (indikator kinerja vang jelas,
terukur, dan berbasis outcome).

» Pelaporan Kinerja (laporan vang informatif,
transparan, dan tepat waktu),

» Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk
perbaikan).

» Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan
ANggaran).

Interpretasi

Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai hurof]
[grade} dan anghka:

* AA (sangat memuaskan) -+ nilai 90-100
* A [memuaskan) — nilai 80-89.9

» BB (sangat baik) — nilai 70-79,9

* B |baik] — nilai 60-69.9

» CC [cukup baik] — nilai 50-59,9

» C (kurang) — nilai 30-49,9

» D (sangat kurang) — nilal =30

Sumber Data

Inspektorat Daerah

Freluensi

Tahunan




HI. INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. Urasan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1, Berkurangnya Jumlah unit ETLH (Fumah Tidak Lavak Huni)

ama Berkurangnya Jumlah unit RTLH {Rumah Tidak Layak]
ndikator Huni)
Angka lkuantitatif yang menunjukkan berkurangny
jumlah rumah yang tidak memenuhi pers}rml.a.a
keselamatan bangunan, kecubupan minimum lus
Definisi bangunan dan kesehatan penghuni untuk meningkatkan|
kualitas hidup, keschatan, dan keamanan penghuni
serta mencapai target SDGs (Sustainable Development]
Goals] terkait perumahan layalk.
Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak
Huni) = Jumlah Unit RTLH yvang ditangani / Totak
Jumlah ETLH Awal x 100
Keterangan:
g;"r‘;‘ia Jumlah Unit RTLH vang Ditangani:
UNEAn | pumah yang telah selesai dirchabilitasi menjadi layak
huni dalam periode berjalan.
Total Jumlah RTLH Awal:
Jumlah data awal rumah tidak layak huni yang menjadi
sasaran program dalam satu periode,
Memunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam)|
meningkatkan kualitas hunian pendudul miskin agar
Interpretasi memenuhi  standar keselamatan, kesehatan, dan|
kecukupan luas. Penurunan ini berarti semakin sedikit
rumah dengan struktur rapuh, sanitasi buruk, atau
kurang sirkulasi udara
Dinas Perumahan Rakvat, Kawasan Permukiman dan
sumber Data i B
Frekuensi Tahunan




2. Persentase Permukiman yang Sudah Dilenghkapi PSU [Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum)

Nama Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU

Indikator [Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum|
Persentase permukiman barmi maupun lama yang telah

Definisi dilengkapi dengan PSU dasar seperti jalan lingkungan,
drainase, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU

Rumus [Prasarana, Sarana,dan Utlitas Umum) =

Perhitungan | Jumlah unit perumshan yang sedang dibangun
terfasilitasi PSU / Jumlah perumahan di Kabupaten
Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin
baik  kualitas lingkungan permukiman  karcna

Interpretast tersedianya sarana pendulkung. Persentase rendah
berarti measith terdapat kawasan permukiman yang
belum terlayani secara memadai

Sasentsin Dt Dinas Perumshan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Frekuensi Tahunan

. Persentase 3Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hulkum
vang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU

Mama
Indikatar

Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagl Orang atay
Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan
Perencanagn Rumah serta Perencanaan Prasarana,
Sarana dan Utlitas Umum PSU

Definisi

Persentase tenaga ahli atau badan hukum di bidang
perencangan rumah dan PSU yang telah memperoleh
sertifikasi atau registrasi sesuai ketentuan

Rumus

Perhitungan

% Sertiikasi dan Registrasi = Jumlah ocrang atau
badan hukum yang diterbitkan sertifikasi atau
registrasi PSU/ Jumlah PSU yang seharusnya dipenuhi)
x 104G

Interpretasi

Nilai yang tinggi menunjuklean  peningkatan
profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar dalam|
perencanaan perumahan dan PSU, Jika rendah, berarti]
masih banyak pelaku yang belum tersertifikasi atau]
teregiatrasi

Sumber Data

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Freluenai

Tahunan




4. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah

Layak Huni
E‘Tam& Persentase Warga Negara Korban Bencana yang
ndikator Memperoleh Rumah Layak Huni
Persentase rumah korban bencana vang mendapatkan
Diefinial bantuan rumeh layak huni sesual dengan rn:m:ana.%
penanganan pemerintah daerah
% Penanganan Rumah Korban Bencana = [Jumlah
Burmus unit rumah kerban bencana sesuai 5K Bupati vang
Perhitungan ditangani / Jumlah total rencana unit rumah korban
bencana yang akan ditangani) x 100%
Semakin tinggl persentase menunjukkan semakin
efektif upava pemerintah dalam memenuhi kebu
Interpretasi hunian layak bagi korban bencana. Jika mnilain
rendah, berarti masih banyak korban bencana van
belum memperoleh hunian sesuai target
Dinas Perumphan Ralkyatl, Kawasan Permukiman dan
[Pustber Data Pertanahan
Frekuensi Tahunan

2. Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang

Ditangani
Nama Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha di
Indikator Kabupaten /Kota yang Ditangani
Persentase luas kawasan permukiman kumuh skala
[Definisi di bawah 10 hektar yang berhasll ditangani melaluil
program penataan atan perbaikan permukiman
% pengentazan kawasan kumuh = [Luas kewasan
Rumus permukiman kumuh dibawah 10 ha vang ditangani /
Perhitungan Luas kewasan permuliman lkumuh dibawah 10 yvang
ditetapkan] x 100%
Nilai vang tinggi menunjuklkan keberhagilan program
Interpretasi penanganan permukiman kumuh. Nilai rendah berarti
masih banyak kawasan kumuh vang belum tertangani
Dings Perumahan Ralyat, Kawasan Permukiman dan
Sumber Data Bt
Freluenst Tahunan




3. Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

Nara
Indikator

Persentase Pemenuhan Layanan Keselkretariatan

Definisi

Merupakan Nilai yang digunakan untuk mengukur
efekiivitas dukungan administrasi, operasional, dan
teknis dalem menunjang suatu instansi pemerintah

Fumus
Perhitunpgan

Persentase Pemenuhan Layvenan Kesekretaratan =
Jumlah layanan kesekretariatan yang disefesaikan [
Jurnlah layanan kesekretariatan yang direncanakan x
LO0

Interpretasi

100% (Sangat Baik/Memuaskan):

Interpretasi: Seluruh  layanan  kesekretariatan
terpenuihi, tepat wakti, dan berkualitas  tnggl.
Terdapat efisiensi tinggi, penggunaan teknologi digital
{digitalisasi persuratan), den kepuasan tinggl dari unit
peEngEuna fuserj,

B0% - =100% (Baik):

Interpretasi: Sebagian besar layanan berjalan baile.
Terdapat kendala minor atau keterlambatan ringan
yang masih dalam batas toleransi. Perlu perbaikan
pads efisiensi layanan tertentu,

70% - <90% (Culup Baik):

Interpretasi: Layanan dasar terpenuhi, namun
administrasi sering terlambat, sarana prasarana
kurang memadai, atau banyak komplain pengguna,
Parlu perbaikan prosedur.

=7 0Fa [Kurang/ Lemah):

Interpretasi: Layanan kesekretariatan tidalk efelktif,
sering menghambat kinerja unit  teknis, dan
administrasi tidak terkelola dengan baik.

Sumber Data

Dinas Perumahan Rakyat, Hawasan Permuldiman dan
Pertanghan

Frebaensi

Tahunan




B.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

B.1 Urusan Pertanahan
1. Persentase Tanah Ulayat vang ditetapkan

Nama
Indikcator

Fersentase Tanah Ulayat yang ditetapkan

Definist

Penetapan luas tanah ulayat (berupa luas total ataw

persentase dan wilayah adat tertentu] yang sah secar
hukum [melalui 8K Bupati atau Perda] unt
emberikan kepastian hukum sebagai hasil dari
identifikasi luasan ril tanah vang masih dilkuasal secaral
omunal, yang tidak dilekati hal atas tanah lain (sepert
hak milik perorangan, HGU, atau HGBJ.

Rurmmis
Perhitungan

ersentase Tanah Ulayat yang ditetapkan = Nagari yang
dilakukan penetapan tanah ulayat / total Nagari di
Kabupaten Solok x 100

Interpretasi

Penetapan persentase ini berfungsi untuk melindungi
tanah adat dari penyerobotan, konversi menjadi tanah
negara secara sepihak, atau pengalihan fungsi yvang tidal
disetujui masyarakat adat. Jika tanah ulayat ditetapkan
dan didaftarkan, tanah terscbut diakui secara legal
Mamun, jika dibiarkan terlantar, hak ulayat bisa
melemah dan beralih menjadi tanah negara.

Sumber Data

@ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

= Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
a« Kantor Wilayah ATR/BPN

}Fr:kumai

I'f.'El.l'JlJ.n.li.n

2. Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikkat
yang dilakukan melahui Mediasi

AITLA
ndikator

Persentasze Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan
Belum Bersertifikat yang dilakukan melal:i Mediasi

Definisi

Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan
Belum Bersertifikat vang Dilakukan melalui Mediasi
adalah indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan
pemerintah  daerah (atau lembaga terkait, misalnyval
ATR/BPN, pemerintah nagari/desa) dalam menyelesaikan
konflik atau sengketa tanah garapan yang belum
memiliki  sertifikat kepemilikan resmi melalui  jalur
mediasi non-litigasi

Rumus
Perhitungan

Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan
Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi

Interpretasi

» Tinggi [2B0%) — menunjukkan mekanisme mediasi
berjalan efektif, kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah tinggi, dan potensi kenflik lahan dapag
ditekan tanpa menempuh jalur hukum formal.
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» Sedang (S0-79%) — mediast cukup efektif, tetapi masih
banyak kasus wvang belum menemukan solusl,
sehingga perlu peningkatan kapasitas mediator dan
penguatan kelembagaan penyelesalan senghketa.

» Rendah [¢50%] — mediasi belum optimal, potensil
konflik lahan tinggi, masyarakat lebih banyak
menempuh jalur hultum atau terjadi  sengkeia
berkepanjangan,

¢ [Mnas Perumahan Raloyat, Kewasan Permakiman dan
Pertanahan

[Sumber Data | Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
« Hantor Wilayeh ATR/BPN
{Frekuensi Tahunan

J.Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap diredistribusikan
vang Berazal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentes

Nams Teraedianya Tanah Obyek Landreform (TOL} yang Siap

Tndikator diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan
Makzimum dan Tanah Absentee
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) vang Siap

_ Diredistribusikan adalah indikator capaian program

IDafiniss reforma agraria yang menunjukkan jumlah /luasan
tanah vang sudah diidentifikasi, diverifikasi, dan
dinyatakan siap untuk diredistribusikan kepada
masyvarakat, khususnya petani pengegarap

| —— Persentase TOL Siap Redistribusi =

Fhitungan Total potensi TOL vang teridentifikasiluas (Jumlah TOL
MBAT | sinp redistribusix 100%

« Semakin besar ketersediaan TOL — semakin besar]
peluang pelaksanean redistribusi tanah  untuk
memperkuat keadilan agraria dan meninghkathan
kesejahteraan petani.

o Jika jumlash TOL terbatas — redistribusi tanah

Interpretasi berjalan lambar, menghambat pemerataan akees
tanah dan menimbulkan potensi konflik pertanahan.

» Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
merupakan prioritas utama reforma agraria karenal
keduanya dianggap tdak sesuai dengsn asas
pemerataan kepemilikan tanah,

» Dinas Perumahan Rakyat, Kewasan Permukiman dan
—— Pertanahan
e HKantor Pertanahan Kabupaten Solok
» Hantor Wilavah ATR /BPFMN
[F"rekuensi Tahunan




4. Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah

Mama
Indikator

Persentaze Luas Lokasi Konsolidasi Tanah

Definisi

Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah adalah
indikator kuantitatif vang mengukur proporsi luas lahan
vang berhasil ditata ulang (penatean penguaaaan,
penggunaan, dan pemanfaaian) dibandingkan total luas)
target ares koneolidasi.

Rumus
Perhitungan

Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah = Luas Tanah
yvang dilalukan konselidasi / Total rencana luas tanah
vang akan di Ronsolidazi x 100

Interpreiasi

o Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan keberhasilan
tinggi dalam program tata ruang, partisipasi altif
masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan,

o Rendeh: Menunjukkan lambatnys proses realisasi,
kendala partizsipasi masyarakat, atau kendala dalam

perencanaan desain, letak, atau status kepemilikan
tanah,

* Tujuan: Meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah
dan menciptakan sarana prasarana yang lehih baik
melahii partisipasi masyarakat.

Sumber Data

* Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

« Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
s Hantor Wilayah ATR /BPFN

Frelagensi

Tahunan




IV, INDIKEATOR KINERJA DAERAH
AL Indeks Infrastruletur Daerah

Nama
Indikator

Indeks Infrastruktur Daerah

Definis

Indeks Infrastrukmur Daerah adalal ukuran komposit
Yang menggambarkan tingkat ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur
dasar di suatu wilayah. Indeks Inl digunakan untul
menilai seberapa baik dacrah dalam menyediakan saranal
prasarana yvang mendukung kehidupan mas t dan
pertumbuhan ekonomi

umus
hitangan

Indeks Infrastruktur Daerah = Persentase lavanan ain
minum (JP, B.JPF) + Persentase akses sanitasi (layak, aman)
+ Persentase jalan mantap + Persentase jembatan dalam
kondisi baik + Persentase daerah irigasi berkondisi bailk +
Persentase embung berkondisi bailk + Persentase pedung
kantor Pemerintah berkondisi baik + Persentase rumah
layak huni dan terjangkau + Persentase pemenuhan PSU
perumahan + Persentase luas kawasan kumuh dibawah
10 Ha yang dicntaskan + Persentase pemenuhan sarana
pelengkap jalan kewenangan kabupaten [PJU dan rambu)
/11

Interpretasi

8 [ndeks rendah — dacrah hams memprioritaskan|
pembangunan infrastrultur dasar (jalan, listrik, air
bersih, sekolah, puskesmas),

¢ Indeks sedang -+ folus pada pemeratasn dan
peninglkatan kaalitas infrastruktur.

s Indeks tinggi — folus pada pemeliharaan, inovasi, dan
keberlanjutan infrastruktur (misalnya Energi
terbarukan, transportasi massal modern)

Sumber Data

Perangkat Daerah Urusan Perencanaan

Frekuaensi

Tahunan

13



B. ASPEK DAYA BAING DAERAH
Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Mama Indikator

Persentase RT yang memiliki ‘akses terhadap hunian
layak dan terjangkau

Definisi

Eumah tanggs dengan akses rumah layak huni dan

terjangkau adalah rumah tangga yvang menempati ramah

layak huni dan terjanghkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permubkiman, rumah

yvang layak huni dan terjangkau memenuhi:

¢. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan
minimum  luas  banpunan  serta  keschatan)
penghuninya, vang mampu dijangkau oleh seliruh)
lapizan Masyarakat.

d. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan
rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan
utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku)
mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut mengpunaken FPBG
[Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikar Laik]
Fungsi).
Mempertimbangkan variasi peneraparn PBG dan SLF dil
tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) makal
pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi
yaitu mementihi empat kriteria sebagai berilout:
Y, Ketahanan bangunan (durable houwsing) yaitu bahan
bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi!
syarat,
4. Kecukupan luas tempat tinggal {sufficient living spa-:e]l
yaitu hass lantal perkapita 2 7,2 m2
5, Memiliki akses air minum layak
. Memiliki akses sanitasi layak

Rumus
Perhitungan

Bagi kabupaten/kota vang telah menerspkan PBG dan
SLF secara menyelurubh menggunakan rumus sebagai
berilut:

Persentase Rumah Tangga yvang mengakses hunian layak
dan Terjanglkau

PHLTE = %x 100

PHLTE : Persentase rumah tangga hunian layak,
terjangkau;

JETHLTE : jumlah rumah tangga hunian layak,
terjangkaun;

JRT : Jumlah rumah tangga.

Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PEG d
SLF secara menyeluruh maks dapat menggunakan
indicator proksi yaitu 4 kritera (ketahanan bangunan,
kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses ain
minum layalk, dan memilili akses sanitasi layak).
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PHLT (proksi] = rpryLT (proksi)

e * 100

PHLT (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak,
terjangkau;

JRTHLT ([proksil: jumlah rumah tanggs hunian layalk,
terjanghksa;

JRT: Jumlah mumah tangga

Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untulk
Tinghkat nasional, Kabupaten, kabupaten flkota,
perkotasn-perdesaan, dan desil pengeluaran

[[nterpretasi

Indileator ini untuk mengulkur kesejahteraan rumah
tangga di Kabupaten Solok dar sektor perumahan.
Semakin tinggi persentase rumah tangega yang menghuni
hunian [leyek dan terjangkau maka semakin baik
kesejahteraan rumah tangga di Kebupaten Solok dari
sektor perumahan,

(Sumber Data

|

= Survel Sogial Ekonomi Nasional (Susenas| Badan Pusat
Statistik

& Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status
pelaksansan PBG dan SLF di Kabupaien (Kota)

Frekuensi

Tahunan
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